Menimbang

SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 050-5889 TAHUN 2021

TENTANG

HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI
PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGER]I,

bahwa menindaklanjuti Pasal 6 dan Lampiran Huruf A angka 4
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam
Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur  berdasarkan usulan pemerintah  daerah,
perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan;

bahwa pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dalam bentuk
verifikasi dan validasi oleh Tim Pemutakhiran Klasifikasi
Kodefikasi dan Nomenklatur sesuai dengan pemetaan untuk
selanjutnya ditambahkan dalam database Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah;

bahwa pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
yang dilakukan dalam bentuk verifikasi dan validasi
sebagaimana dimaksud pada huruf b pada Tahun 2020 telah
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah
tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian -
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 66 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 i)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi
Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi
Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 6731);

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian
Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 12);

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 226 Tahun 2017, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur, Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1781);
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Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Tim Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
tanggal 23 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG HASIL
VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN
KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH.

KESATU : Menetapkan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan:

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2021
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:

Presiden Republik Indonesia;

Wakil Presiden Republik Indonesia;

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Menteri Koordinator Bidang Pernbangunan Manusia dan Kebudayaan;
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
Menteri Sekretaris Negara;

Menteri Keuangan;

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Menteri Kesehatan;

11. Menteri Sosial;

12. Menteri Ketenagakerjaan;

13. Menteri Perindustrian;

14. Menteri Perdagangan;

15. Menteri Energl dan Sumber Daya Mineral;

16. Menteri Pekérjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
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Menteri Perhubungan;

Menteri Komunikasi dan Informatika;

Menteri Pertanian;

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menteri Kelautan dan Perikanan;

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;

Menteri Badan Usaha Milik Negara;

Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;

Menteri Pemuda dan Olahraga;

Gubernur Seluruh Indonesia;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia;

Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia; dan
Anggota Tim Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 050-5889 TAHUN 2021
TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN

INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN
NOMENKLATUR PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

HASIL VERIFIKASI, VALIDASI, DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

A. TATA CARA KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
1. PENDAHULUAN

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dinamika
dalam perkembangan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk
menjawab kendala penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan
dampak yang cukup besar bagi perubahan berbagai peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan
Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan
pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan pendekatan kinerja bagi penyelenggaraan
pemerintahan daerah menuntut Pemerintah Daerah fokus pada
kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas
dengan mempertimbangan asas efektivitas, efisiensi, dan

ekonomis. Penetapan tolok ukur dalam pendekatan ini
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mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran
kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik.
Karakteristik dari pendekatan ini melibatkan proses untuk
mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kejelasan aktivitas dan
organisasi penanggungjawab pencapaian kinerja dan pelaksanaan
anggaran. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang
telah diklasifikasikan sampai dengan sub kegiatan ditujukan
untuk mempermudah stakeholders dalam melakukan pengukuran
kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator dan target
yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, memiliki
batas waktu pencapaian, dan secara terus-menerus ditingkatkan.
Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keselarasan,
kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan
pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan keselarasan, kejelasan, dan
ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan
daerah dimaksud, perlu disusun pedoman Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah bagi Pemerintah Daerah secara elektronik dengan
dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sehingga
diharapkan dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam
mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan
publik Pemerintah Daerah terkait perencanaan pembangunan dan

keuangan daerah.

TUJUAN

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur) ditujukan untuk menyediakan informasi secara
berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar
penamaan yang akan digunakan Pemerintah Daerah dalam
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun

secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen
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perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Informasi dimaksud digunakan untuk:

a. membantu kepala daerah dalam menyusun dokumen
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan
pembangunan daerah dan keuangan daerah;

c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja
dan keuangan daerah;

d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;

e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;

f.  mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah; dan

g. melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan

pengelolaan keuangan daerah.

PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI,
DAN NOMENKLATUR

Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta
pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah
Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan
pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur disusun secara
sistematis meliputi:

a. urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan;

b. fungsi;

Cc. organisasi;

d. sumber pendanaan;

e. wilayah administrasi pemerintahan; dan
f. rekening.

Kodefikasi pada masing-masing klasifikasi sebagaimana

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f merupakan
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kodefikasi yang bersifat mandiri dan merupakan acuan baku yang
digunakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan
pada masing-masing tahapan dalam perencanaan pembangunan
dan pengelolaan keuangan daerah. Kodefikasi, Klasifikasi dan
Nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam huruf e sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Pengecualian atas pembakuan Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur diberlakukan terhadap beberapa uraian dengan
kode “XX”. Kode “XX” yang terdapat pada huruf B dan huruf C
terkait urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub
kegiatan yang menjabarkan program penunjang urusan
pemerintahan daerah yang digunakan oleh seluruh perangkat
daerah provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu terdapat kode
“XX” dan “XXXX” dalam Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Organisasi digunakan untuk menguraikan unit kerja satuan kerja
perangkat daerah yang jumlahnya menyesuaikan kebutuhan
organisasi sesuai dengan peraturan daerah.

a. Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub

Kegiatan

1) Klasifikasi perencanaan pembangunan daerah terdiri

atas:

a) program penunjang urusan Pemerintahan Daerah;

b) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar;

c) wurusan wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar;

d) urusan pilihan;

e) unsur pendukung urusan pemerintahan;

f)  unsur penunjang urusan pemerintahan;

g) unsur pengawasan urusan pemerintahan;

h) unsur kewilayahan;

i)  unsur pemerintahan umum; dan
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j)  unsur kekhususan dan keistimewaan.

Kodefikasi berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan
yang digunakan provinsi/kabupaten/kota terdiri atas:

a) program penunjang urusan pemerintahan daerah

dengan kode “XX”;

b) urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi 3

(tiga) yaitu:

(1) wurusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar diberikan kode angka 1 (satu);

(2) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar terkait pelayanan dasar
diberikan kode angka 2 (dua); dan

(3) wurusan Pilihan diberikan kode angka 3 (tiga).

c) unsur pendukung urusan pemerintahan diberikan
kode angka 4 (empat);

d) unsur penunjang urusan pemerintahan diberikan
kode angka 5 (lima);

€) unsur pengawasan urusan pemerintahan diberikan
kode angka 6 (enam);

f)  unsur kewilayahan diberikan kode angka 7 (tujuh);

g) unsur pemerintahan umum diberikan kode angka 8
(delapan); dan

h) unsur kekhususan dan keistimewaan diberikan
kode angka 9 (sembilan).

Klasifikasi dan kodefikasi urusan pemerintahan

konkuren terbagi menjadi 32 (tiga puluh dua) bidang

urusan yang terdiri atas:

a) urusan pemerintahan bidang pendidikan dengan

kode 1.01;

b) wurusan pemerintahan bidang kesehatan dengan

kode 1.02;

c) urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang dengan kode 1.03;
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urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat
dan kawasan permukiman dengan kode 1.04;
urusan pemerintahan bidang ketentraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
dengan kode 1.05;

urusan pemerintahan bidang sosial dengan kode
1.06;

urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dengan
kode 2.07;

urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dengan kode
2.08;

urusan pemerintahan bidang pangan dengan kode
2.09;

urusan pemerintahan bidang pertanahan dengan
kode 2.10;

urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
dengan kode 2.11;

urusan pemerintahan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil dengan kode
2.12;

urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa dengan kode 2.13;

urusan  pemerintahan  bidang  pengendalian
penduduk dan keluarga berencana dengan kode
2.14;

urusan pemerintahan bidang perhubungan dengan
kode 2.15;

urusan pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika dengan kode 2.16;

urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil
dan menengah dengan kode 2.17;

urusan pemerintahan bidang penanaman modal
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dengan kode 2.18;

urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan
olahraga dengan kode 2.19;

urusan pemerintahan bidang statistik dengan kode
2.20;

urusan pemerintahan bidang persandian dengan
kode 2.21;

urusan pemerintahan bidang kebudayaan dengan
kode 2.22;

urusan pemerintahan bidang perpustakaan dengan
kode 2.23;

urusan pemerintahan bidang kearsipan dengan
kode 2.24;

urusan pemerintahan bidang kelautan dan
perikanan dengan kode 3.25;

urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan
kode 3.26;

urusan pemerintahan bidang pertanian dengan
kode 3.27;

urusan pemerintahan bidang kehutanan dengan
kode 3.28;

urusan pemerintahan bidang energi dan sumber
daya mineral dengan kode 3.29;

urusan pemerintahan bidang perdagangan dengan
kode 3.30;

urusan pemerintahan bidang perindustrian dengan
kode 3.31; dan

urusan pemerintahan bidang transmigrasi dengan

kode 3.32.

Klasifikasi dan kodefikasi unsur pendukung urusan

pemerintahan terdiri atas:

a)
b)

unsur Sekretariat daerah dengan kode 4.01; dan

unsur Sekretariat DPRD dengan kode 4.02.
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Klasifikasi dan kodefikasi unsur penunjang urusan
pemerintahan terdiri atas:
a) unsur perencanaan dengan kode 5.01;
b) unsur keuangan dengan kode 5.02;
c) unsur kepegawaian dengan kode 5.03;
d) unsur pendidikan dan pelatihan dengan kode 5.04;
e) unsur penelitian dan pengembangan dengan kode
5.05;
f)  unsur pengelolaan perbatasan daerah dengan kode
5.06; dan
g) unsur penghubung dengan kode 5.07.
Klasifikasi dan kodefikasi Unsur pengawasan urusan
pemerintahan yaitu inspektorat daerah dengan kode
6.01.
Klasifikasi dan kodefikasi unsur kewilayahan yang
terbagi menjadi:
a) provinsi yang terdiri atas:
(1) kecamatan dengan kode 7.01;
(2) kota adminstrasi di Provinsi DKI Jakarta
dengan kode 7.02; dan
(3) kabupaten adminstrasi di Provinsi DKI Jakarta
dengan kode 7.03.
b) kabupaten/kota yaitu kecamatan dengan kode
7.01.
Klasifikasi dan kodefikasi urusan pemerintahan umum
yaitu kesatuan bangsa dan politik dengan kode 8.01.
Klasifikasi dan kodefikasi unsur kekhususan yaitu
Keistimewaan Aceh dengan kode 9.01.
Urusan pemerintahan, sub urusan pemerintahan, dan
kewenangan antar susunan unsur pemerintahan perlu
diterjemahkan kedalam  bentuk konkrit berupa
nomenklatur program dan kegiatan daerah.

Penterjemahan urusan pemerintahan menjadi



11)

12)
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nomenklatur program dan kegiatan untuk memastikan
bahwa daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah
sesuai dengan kewenangannya.
Klasifikasi dan kodefikasi program disusun berdasarkan
pembagian sub urusan dan kegiatan disusun
berdasarkan pembagian kewenangan yang diatur dalam
Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal
ini dilakukan wuntuk memastikan ruang lingkup
penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan sesuai
dengan kewenangannya, sehingga mendukung
pelaksanaan asas prinsip akuntabilitas, efisiensi,
eksternalitas serta kepentingan strategis nasional.
Klasifikasi dan kodefikasi sub kegiatan disusun
berdasarkan aktivitas atau layanan dalam penyelesaian
permasalahan daerah sesuai kewenangannya.
Selanjutnya, kodefikasi program, kegiatan dan sub
kegiatan terdiri atas:
a) program penunjang urusan Pemerintah Daerah
dengan kode x|xx|01; dan
b) program dalam rangka melaksanakan urusan sesuai
dengan bidang urusannya dengan kode x|xx|02.
Kodefikasi kegiatan dan sub kegiatan, meliputi:
(1) kegiatan pada provinsi pada setiap program
dikodefikasi dimulai dari angka x|xx|xx]|1.01,
X |xx|xx|1.02 dan seterusnya sampai dengan
jumlah kegiatan di setiap program;
(2) kegiatan pada kabupaten/kota pada setiap
program dikodefikasi dimulai dari angka
X |xx|xx|2.01, x|xx|xx|2.02 sampai dengan
jumlah kegiatan di setiap program;
(3) kegiatan pada setiap program di Provinsi DKI
Jakarta dapat menggunakan kode kegiatan yang

terdapat pada provinsi dan kabupaten/kota;dan
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(4) sub kegiatan pada setiap kegiatan dikodefikasi
dimulai dari angka x|xx|xx|x.xx|01 sampai
dengan jumlah sub kegiatan di setiap kegiatan.

Informasi penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan
khusus Pemerintah Daerah

yang Dbersifat pada

dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

Semula Menjadi
Pemerintah Provinsi | Pemerintah Provinsi
Papua menggunakan | Papua dengan  kode
tanda *) dan *¥) (satu|3.XX
bintang dan dua
bintang)

Pemerintah Provinsi | Pemerintah Provinsi
Papua Barat | Papua Barat dengan
menggunakan tanda *) | kode 4.XX

dan ***) (satu bintang

dan tiga bintang)

Pemerintah Provinsi | Pemerintah Provinsi
Daerah Istimewa | Daerah Istimewa
Yogyakarta Yogyakarta dengan kode
menggunakan tanda | 5.XX

***%) (empat bintang);

Pemerintah Provinsi DKI

Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta ~menggunakan | Jakarta dengan kode
tanda FEER) (lima | 6.XX;

bintang);

Pemerintah Aceh | Pemerintah Aceh dengan
menggunakan tanda | kode 7.XX

*rkEEE) (enam bintang)

Pemerintah Provinsi Bali
menggunakan tanda

ki) (tujuh bintang)

Pemerintah Provinsi Bali

dengan kode 8.XX
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Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Provinsi dan
Kabupaten/Kota disajikan dalam Tabel huruf B dan
huruf C.
Pada Kodefikasi Sub Kegiatan, ditambahkan Metadata
Sub Kegiatan. Metadata Sub Kegiatan adalah
sekumpulan atribut informasi yang memberikan
gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan sub
kegiatan. Atribut informasi yang ditambahkan pada
Metadata Sub Kegiatan terdiri atas kinerja, indikator
dan satuan. Definisi dari kinerja, indikator dan satuan
sebagai berikut:
a. Kinerja adalah hasil yang berupa keluaran (sub
output) dari pelaksanaan sub kegiatan.
b. Indikator adalah alat ukur dari hasil pelaksanaan
sub kegiatan.
c. Satuan adalah dasar ukuran dari indikator.
Beberapa sub kegiatan tidak ditambahkan Metadata Sub
Kegiatan dikarenakan adanya penyesuaian yaitu
perpindahan ke sub kegiatan lainnya, atau tidak
digunakan lagi dikarenakan adanya perubahan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan. Sub kegiatan tanpa
Metadata Sub Kegiatan masih tetap berlaku.
Pemutakhiran terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan
berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan
kebijakan dan perubahan peraturan perundang-undangan.
Penyajian dan penyelarasan Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah untuk
provinsi dan kabupaten/kota disajikan dalam huruf B dan

huruf C.
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Fungsi

Klasifikasi Fungsi merupakan pengelompokkan
anggaran belanja negara berdasarkan fungsi pemerintahan
yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan
bendahara umum negara.

Urusan pemerintahan daerah diselaraskan dan
dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan
menurut fungsi yang terdiri atas pelayanan umum,
ketertiban, dan keamanan, ekonomi, perlindungan
lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum,
kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Fungsi disusun dan diselaraskan menurut fungsi dan sub
fungsi terhadap wurusan/unsur, bidang wurusan/bidang
unsur, dan program sebagaimana berikut:

1) Penyajian kodefikasi Fungsi, meliputi:

a) pelayanan umum dengan kode 01;

b) ketertiban dan keamanan dengan kode 03;
c) ekonomi dengan kode 04;
d) perlindungan lingkungan hidup dengan kode 05;

D

) perumahan dan fasilitasi umum dengan kode 06;

f) kesehatan dengan kode 07;

g) pariwisata dengan kode 08;

h) pendidikan dengan kode 10; dan

i)  perlindungan sosial dengan kode 11.

2) Penyajian sub Fungsi dari fungsi yang diuraikan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai klasifikasi anggaran di pemerintah pusat yang
disajikan dengan kode xx.01 hingga xx.90.

3) Penyajian kodefikasi urusan/unsur, bidang
urusan/bidang unsur, program dan kegiatan disusun
berdasarkan penyajian pada Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan sebagaimana
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tercantum dalam huruf B dan huruf C dimulai dari kode

x.xx.01, 1.01.02 dan seterusnya hingga kode 9.01.02

dan seterusnya.

Penyajian dan penyelarasan Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Fungsi disusun menurut fungsi, sub fungsi,
urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, dan program
dilakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri
berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dengan
menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pemutakhiran terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Fungsi dilakukan sebagai dampak
pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
disajikan dalam huruf B dan huruf C.

Penyajian dan penyelarasan Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Fungsi untuk provinsi dan kabupaten/kota

disajikan dalam huruf D dan huruf E.

Organisasi

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi
merupakan proses penggolongan, pengkodean, dan daftar
penamaan organisasi yang disusun berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai perangkat daerah
dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang
mengatur perumpunan dalam organisasi. Dengan demikian,
dalam Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur ini
menyajikan alternatif perumpunan organisasi dan tingkatan
organisasi yang meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dan unit kerja/unit pelaksana teknis daerah antara
lain Biro di Sekretariat Daerah, Rumah Sakit, Puskesmas,
Balai, Kelurahan, dan sejenisnya berdasarkan kondisi pada

Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
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Klasifikasi dan kodefikasi Organisasi bersifat baku yang
disusun berdasarkan urusan pemerintahan dan unsur yang
melaksanakan urusan pemerintahan. Sedangkan
nomenklatur Organisasi menyesuaikan perumpunan
sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah
dapat melakukan pemetaan (mapping) atas Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi.

1) Klasifikasi Organisasi dikelompokkan berdasarkan:

a) Urusan pemerintahan, meliputi:

(1) wurusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar;

(2) urusan pemerintahan wajib yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar; dan

(3) wurusan pemerintahan pilihan.

b) Unsur pendukung urusan pemerintahan;
c¢) Unsur penunjang urusan pemerintahan,;
d) Unsur pengawasan urusan pemerintahan;
e) Unsur kewilayahan;

f)  Unsur pemerintahan umum; dan

g) Unsur kekhususan dan Keistimewaan.
2) Kodefikasi Organisasi meliputi:
a) Urusan pemerintahan daerah
Penyajian kodefikasi Organisasi berdasarkan
urusan pemerintahan daerah berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Perangkat Daerah dan ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
Kodefikasi Organisasi atas urusan
pemerintahan disusun dengan 2 (dua) digit kode
pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan

sebagai berikut:



(1)

(2)

(3)

(4)

-20-

Digit pertama terdiri atas:

(a) menunjukkan kode urusan pemerintahan
wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar dengan angka 1;

(b) menunjukkan kode urusan pemerintahan
wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar dengan angka 2;

(c) menunjukkan kode urusan pemerintahan
pilihan dengan angka 3;

(d) menunjukkan kode wunsur pendukung
pemerintahan daerah dengan angka 4;

() menunjukkan kode wunsur penunjang
pemerintahan daerah dengan angka 5;

() menunjukkan kode unsur pengawasan
pemerintahan daerah dengan angka 6;

(g menunjukkan kode unsur kewilayahan
dengan angka 7;

(h) menunjukkan kode unsur pemerintahan
umum dengan angka 8; dan

(i) menunjukkan kode unsur kekhususan
dan keistimewaan dengan angka 9.

Digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan

angka 32 menurut urutan urusan

pemerintahan daerah.

Pengelompokkan digit pertama dan kedua ke

dalam kolom perumpunan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan penyajian kode |x.xx|xX.xx|x.XX|.

Digit ketiga merupakan urutan nomenklatur

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

telah ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan mengenai Perangkat Daerah yang

disajikan dengan kode |x.xx|x.xx|x.xx|01.
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Digit keempat merupakan urutan nomenklatur
unit kerja/unit pelaksana teknis
daerah/kelurahan yang telah ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan mengenai
perangkat daerah yang disajikan dengan kode
| x.xx | x.xx | x.%x% | xx.0001.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas urusan

pemerintahan dimaksud disajikan sebagai berikut:

(1)

(2)

Kode wurusan pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:

(a) pendidikan dengan kode 1-1;

(b) kesehatan dengan kode 1-2;

(c) pekerjaan umum dan penataan ruang
dengan kode 1-3;

(d) perumahan rakyat dan Kawasan
permukiman dengan kode 1-4;

() ketenteraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat dengan kode 1-
5; dan

(f) sosial dengan kode 1-6.

Kode urusan pemerintahan wajib yang tidak

berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:

(a) tenaga kerja dengan kode 2-7;

(b) pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dengan kode 2-8;

c) pangan dengan kode 2-9;

(

(d) pertanahan dengan kode 2-10;

(e) lingkungan hidup dengan kode 2-11;

(f) administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil dengan kode 2-12;
(g) pemberdayaan masyarakat dan desa

dengan kode 2-13;
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(h) pengendalian penduduk dan keluarga
berencana dengan kode 2-14;

(i) perhubungan dengan kode 2-15;

(j) komunikasi dan informatika dengan kode
2-16;

(k) koperasi, usaha kecil dan menengah
dengan kode 2-17;

() penanaman modal dengan kode 2-18;

(m) kepemudaan dan olahraga dengan kode 2-
19;

n) statistik dengan kode 2-20;

o) persandian dengan kode 2-21;

kebudayaan dengan kode 2-22;

z

(

(

(

(q) perpustakaan dengan kode 2-23; dan

(r) kearsipan 2-24.

(3) Kode urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
(a) kelautan dan perikanan dengan kode 3-

25;

pariwisata dengan kode 3-26;

=

c) pertanian dengan kode 3-27;

&

kehutanan dengan kode 3-28;

— e —

e) energi dan sumber daya mineral dengan

kode 3-29;

(ff) perdagangan dengan kode 3-30;

(g) perindustrian dengan kode 3-31; dan

(h) transmigrasi dengan kode 3-32.
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Daerah  Provinsi dan
Kabupaten/Kota

Kode Organisasi berdasarkan unsur
pendukung  merupakan  unsur staf yang
dilaksanakan oleh sekretariat daerah provinsi dan

kabupaten/kota dan unsur pelayanan administrasi
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dan pemberian dukungan terhadap tugas dan
fungsi dewan perwakilan rakyat daerah provinsi
dan kabupaten/kota. Kodefikasi Organisasi atas
unsur pendukung urusan pemerintahan disusun
dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom
perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) digit pertama dengan angka 4, menunjukkan
kode unsur pendukung urusan pemerintahan;
dan

(2) digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan
angka 2 yakni 1 untuk sekretariat daerah dan
2 untuk sekretariat dewan.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur
pendukung urusan pemerintahan  dimaksud
disajikan sebagai berikut:

(1) sekretariat daerah dengan kode 4-1; dan

(2) sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah
dengan kode 4-2.

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang

Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Dan

Kabupaten/Kota
Kode Organisasi berdasarkan unsur penunjang

urusan  pemerintahan  disusun  berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang

melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan.

Kodefikasi Organisasi atas Unsur penunjang
disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap
kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai

berikut:
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(1) digit pertama dengan angka 5, menunjukkan
kode unsur penunjang urusan pemerintahan;
dan

(2) digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan
seterusnya merupakan urutan unsur
penunjang urusan pemerintahan daerah.
Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur

penunjang urusan pemerintahan Provinsi disajikan

sebagai berikut:

(1) perencanaan dengan kode 5-1;

(2) keuangan dengan kode 5-2;

(3) kepegawaian dengan kode 5-3;

(4) pendidikan dan pelatihan dengan kode 5-4;

(5) penelitian dan pengembangan dengan kode 5-

5;

(6) pengelolaan perbatasan daerah dengan kode 5-
6; dan

(7) pengelolaan penghubung dengan kode 5-7.
Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur

penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota

disajikan sebagai berikut:

(1) perencanaan dengan kode 5-1;

(2) keuangan dengan kode 5-2;

(3) kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan
dengan kode 5-3;

(4) penelitian dan pengembangan dengan kode 5-
5; dan

(5) pengelolaan perbatasan daerah dengan kode 5-
0.

Unsur Pengawasan
Kode Organisasi berdasarkan unsur

Pengawasan digunakan oleh wunsur pengawas

penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan
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kabupaten/kota. Kodefikasi Organisasi atas unsur

pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah

disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap
kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai
berikut:

(1) digit pertama dengan angka 6, menunjukkan
kode unsur pengawas penyelenggaraan
pemerintahan daerah; dan

(2) digit kedua dengan hanya angka 1 karena
pelaksanaan unsur pengawas penyelenggaraan
pemerintahan daerah dilaksanakan oleh
inspektorat daerah.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur
pengawas urusan pemerintahan dimaksud
disajikan dengan kode 6-1.

Unsur Kewilayahan
Kode Organisasi berdasarkan unsur

kewilayahan disusun dengan 2 (dua) digit kode

pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan
sebagai berikut:

(1) digit pertama dengan angka 7, menunjukkan
kode wunsur kewilayahan penyelenggaraan
pemerintahan daerah; dan

(2) digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan
seterusnya merupakan urutan unsur
kewilayahan.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur
kewilayahan dimaksud disajikan sebagai berikut:

(1) Bagi provinsi, terdapat kota administrasi dan
kabupaten administrasi dengan kode 7-1; dan

(2) Bagi kabupaten/kota, terdapat kecamatan
dengan kode 7-1.
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Unsur Pemerintahan Umum
Kode Organisasi berdasarkan unsur

pemerintahan umum merupakan pelaksanaan

urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan

oleh kesatuan bangsa dan politik disusun dengan 2

(dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan

dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) digit pertama dengan angka 8, menunjukkan
kode unsur pemerintahan umum
penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

(2) digit kedua dengan hanya angka 1 karena
pelaksanaan kesatuan bangsa dan politik
merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan
umum dilaksanakan oleh kesatuan bangsa dan
politik.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas kesatuan
bangsa dan politik dimaksud disajikan dengan kode
8-1.

Unsur Kekhususan dan Keistimewaan
Unsur kekhususan dan keistimewaan disusun

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur kekhususan dan
keistimewaan. Kodefikasi, Klasifikasi dan

Nomenklatur unsur kekhususan dan keistimewaan

terdiri dari:

o Pemerintah Provinsi Papua yang mengacu pada
ketentuan  peraturan  perundang-udangan
mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua
menggunakan kode Organisasi yang
dikhususkan dengan tanda *) dan **);

o Pemerintah  Provinsi Papua Barat yang
mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-udangan menggunakan kode
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Organisasi yang dikhususkan dengan tanda *)
dan **¥);

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta yang mengacu pada ketentuan
peraturan

perundang-udangan mengenai

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

menggunakan kode Organisasi yang
dikhususkan dengan tanda ****);

Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta yang
mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-udangan mengenai yang berlaku
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia menggunakan kode Organisasi yang
dikhususkan dengan tanda *****); dan

Pemerintah  Aceh pada

yang

peraturan

mengacu
ketentuan perundang-udangan
mengenai keistimewaan Aceh menggunakan
kode Organisasi yang dikhususkan dengan

tanda ******)

[lustrasi: 1 (satu) perumpunan

Dinas Pendidikan

1-1 0-0 | 0-0

wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar

bidang pendidikan

[lustrasi: 2 (dua) perumpunan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1-1 2-22 0-0
wajib yang | bidang wajib yang bidang
berkaitan pendidikan | tidak kebudayaan
dengan berkaitan
pelayanan dengan
dasar pelayanan
dasar




d.

[lustrasi: 3 (tiga) perumpunan
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Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

1-1 2-22 2-19

wajib bidang | wajib bidang wajib bidang
yang pendidi | yang kebuday | yang kepemu-
berkait- | kan tidak aan tidak daan dan
an berkait- berkait- | olahraga
dengan an an
pelayan dengan dengan
an pelayan- pelayan-
dasar an dasar an dasar

Pemutakhiran terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Organisasi dilakukan terhadap pemindahan

Kodefikasi,

Klasifikasi,

dan Nomenklatur Majelis Rakyat

Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat, sebagai berikut:

Semula:
KODE NOMENKLATUR
NO \URUSAN/UNSUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
4-2|Sekretariat DPRD i
4-210-0l0-0| 05 Sekr‘eta'rlat MRP
Provinsi Papua**
Sekretariat MRP
4-2/0-00-0} 06 Provinsi Papua Barat**
Menjadi:
KODE NOMENKLATUR
NO URUSAN/UNSUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
9-2 Majelis Rakyat 9-2/0-0l0-0l01 Sekr‘eta'rlat MRP
Papua Provinsi Papua**
Majelis Rakyat Sekretariat MRP
9-3 Papua Barat 9-30-0/0-001 Provinsi Papua Barat**
Sumber Pendanaan
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber

Pendanaan ditujukan untuk memberikan informasi atas

sumber dana berdasarkan tujuan penggunaan dana dari

setiap pelaksanaan wurusan pemerintahan daerah yang
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dijabarkan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan

dalam rangka pengendalian masing-masing kelompok dana

meliputi pengawasan/control, akuntabilitas/accountability

dan transparansi/transparency (CAT). Penyajian Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan terdiri atas:

1)

Dana Umum

Dana umum atau general fund adalah dana yang
digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana
transfer dari anggaran pendapatan dan belanja negara
yang bersifat blockgrant dan lain-lain pendapatan daerah
yang sah. Penyajian Sumber Pendanaan berupa dana
umum tersebut disajikan mulai dari kelompok, jenis,
hingga objek pendapatan daerah. Penggunaan Sumber
Pendanaan bersifat pilihan dalam melekatkan tingkatan
dari pendapatan daerah sebagai informasi Sumber
Pendanaan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan
sub kegiatan.

Penyajian Dana Umum diberikan kode 1, meliputi:
a) pendapatan asli daerah dengan kode 1.1;
b) pendapatan transfer dengan kode 1.2; dan
c) lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan kode

1.3.
d) dan seterusnya hingga tingkatan objek pendapatan

daerah dengan kode 1.x.x.x.
Dana Khusus

Dana khusus atau restricted fund adalah dana yang
digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna
mendanai kebutuhan daerah yang sudah jelas
penggunaannya/peruntukkannya dalam rangka
desentralisasi, terdiri atas pendapatan asli daerah yang

peruntukannya telah ditentukan sesuai dengan
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ketentuan  peraturan perundang-undangan, dana

transfer dari anggaran pendapatan dan belanja negara

yang bersifat earmarked, bantuan keuangan dengan
tujuan tertentu, dan hibah dengan tujuan tertentu.

Penyajian Sumber Pendanaan berupa dana khusus

bersifat baku dalam melekatkan tingkatan dari

pendapatan daerah  sebagai informasi  Sumber

Pendanaan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan

sub kegiatan sebagaimana ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Penyajian Dana Khusus diberikan kode 2, meliputi:

a) pendapatan asli daerah dengan kode 2.1;

b) pendapatan transfer dengan kode 2.2; dan

c) lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan kode

2.3.

d) dan seterusnya hingga tingkatan objek pendapatan

daerah dengan kode 2.x.x.x.

Pemutakhiran terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Sumber Pendanaan dilakukan sebagai dampak
antara lain perubahan kebijakan Dana Transfer dari
Pemerintah Pusat dan pendapatan yang bersumber dari
Retribusi Daerah  berdasarkan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Sumber Pendanaan disajikan dalam huruf H.

Wilayah Administrasi Pemerintahan

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Wilayah
Administrasi Pemerintahan mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai Kode dan Data
Wilayah Administrasi Pemerintahan yang digunakan dalam
penentuan lokasi kegiatan dan barang milik daerah yang

menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota.
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Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Wilayah
Administrasi Pemerintahan tidak disajikan dalam Lampiran
Peraturan Menteri ini, dikarenakan secara langsung
menggunakan kode dan data yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan mengenai Kode dan Data Wilayah
Administrasi Pemerintahan yang disajikan secara elektronik
dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Rekening
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening

dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan alat dalam
proses perencanaan anggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, akuntansi dan pelaporan serta
pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas
akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian
objek.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening
meliputi:

1) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-
Neraca;

2) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-
Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran
(LRA);

3) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-
Laporan Operasional.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening
disusun berdasarkan urutan akun aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan/pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan,
pendapatan-LO, dan beban. Penyusunan Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening digunakan dalam
tahapan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban
keuangan daerah yang dihasilkan dari laporan keuangan

primer ditinjau berdasarkan sumber informasi/transaksi
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penyusun laporan keuangan yakni neraca, LRA dan LO yang

terdiri atas:

1)

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-
Neraca
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening
Neraca disusun berdasarkan penggolongan, pemberian
kode, dan daftar penamaan akun aset, kewajiban, dan
ekuitas yang ditujukan untuk digunakan dalam
penyusunan neraca pemerintah daerah. Penyusunan
neraca ditujukan untuk menggambarkan posisi
keuangan pemerintah daerah.
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening
Neraca, terdiri atas:
a) Aset dengan kode 1;
b) Kewajiban dengan kode 2; dan
c) Ekuitas dengan kode 3.
sebagai berikut:
a) Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang
dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah
maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam
satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
b) Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari
peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.
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c) Ekuitas
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah
yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban
pemerintah.
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-
Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran
(LRA)

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening
Penyusunan Anggaran dan LRA disusun berdasarkan
penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan
akun pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah yang ditujukan untuk digunakan
dalam penyusunan anggaran dan LRA. Penyusunan
anggaran ditujukan untuk menyusun rencana keuangan
tahunan daerah. Penyusunan LRA ditujukan untuk
mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah
yang menunjukan ketaatan terhadap APBD serta
menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan
sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah
daerah dalam satu periode pelaporan.

LRA adalah laporan yang menyajikan informasi
realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang
pembiayaan anggaran yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu
periode. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Penyusunan Anggaran dan LRA, terdiri atas:

a) Pendapatan dengan kode 4;
b) Belanja dengan kode 5; dan
c) Pembiayaan dengan kode 6.

sebagai berikut:
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a) Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah adalah semua hak daerah
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran yang
berkenaan. Selanjutnya, pendapatan-LRA adalah
penerimaan oleh bendahara umum daerah atau
oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah
saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah
daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah daerah.
b) Belanja Daerah
Belanja daerah adalah semua kewajiban
Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang berkenaan.
c) Pembiayaan Daerah
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang Dberkenaan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-
Laporan Operasional (LO)

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening-
Laporan Operasional disusun berdasarkan
penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan
akun pendapatan-LO dan beban yang ditujukan untuk
digunakan dalam LO. Penyusunan LO ditujukan untuk
menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola
pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
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Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening-
LO, terdiri atas:
a) Pendapatan-LO dengan kode 7; dan
b) Beban dengan kode 8.
sebagai berikut:
a) Pendapatan-LO dengan kode 7
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
b) Beban dengan kode 8
Beban adalah kewajiban pemerintah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Berdasarkan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

sebagaimana dimaksud di atas dan analisis artikulasi neraca,

LRA, LO dan sumber informasi transaksi keuangan maka

disusun laporan keuangan sekunder ditinjau berdasarkan

sumber informasi/transaksi penyusun laporan keuangan

yakni LPE, LPSAL dan LAK. Selanjutnya seluruh penyajian
dalam neraca, LRA, LO, LPE, LPSAL dan LAK diungkapkan

dalam CaLK. Berikut masing-masing penjelasan LPE, LPSAL
dan LAK, sebagai berikut:

LPE adalah laporan yang menyajikan informasi
mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas
awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang
terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL
akhir.

LAK adalah laporan yang menyajikan informasi
mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo
kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya
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disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan

informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau

analisis atas nilai suatu pos yang disajdikan dalam LRA,

LPSAL, LO, LPE, neraca dan LAK dalam rangka

pengungkapan yang memadai.

Pemutakhiran terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan
berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan
kebijakan dan perubahan peraturan perundang-undangan.

Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota

disajikan dalam huruf I, huruf J dan huruf K.
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B. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI

KODE
g 2
2 |8 2 | z | £
S~
% Oz z S < <
= % f}; o & 2 O] NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN
Z, AS 0 - <)
< 2Bz 9 g M
=
é == I~
=) | @
x XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
X XX 1 1.01
0 0 Kinerja Perangkat Daerah
X XX 01 101 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat|Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen
Daerah Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- Ters'edlany a .Dok'urnen RKA-SKPD dan Laporan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil
X XX 01 1.01 02 Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- . . Dokumen
SKPD SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penvusunan Dokumen Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD|Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan
X XX 01 1.01 03 Perubahan RKA—SK}I;IE) dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan|Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen| Dokumen
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan .
1 Dok DPA-SKPD L Hasil
X XX 01 1.01 04 |Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- Juma.h .O umen S dan Laporan Hasi Dokumen
SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penvusunan Perubahan DPA- Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD|Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan
X XX 01 1.01 05 SKPD yu dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan|Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen| Dokumen
Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan|Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
x XX 01 101 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian|Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan|Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Laporan
) Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian|Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja P
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X XX 01 101 07 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat|Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Laporan
Daerah Daerah
X XX 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
X XX 01 1.02 01 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN ngﬁgan(fgﬁg yang Menerima Gaji dan Orang/ Bulan
x XX 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas|Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Dokumen

ASN

ASN

Pelaksanaan Tugas ASN
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KODE
g 2
3 |3 = | =z |2
S~
% Oz z S < <
= % ;f) o & 2 O] NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN
Z, AS 0 - <)
< 2Bz 9 g M
=
é == I~
=) M @
x XX 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Terlaksananya Penatausahaan dan|Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Dokumen
) Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
. . . Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan|Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
X XX 01 1.02 04 |Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD Dokumen
Koordinasi dan Penvusunan Laporan Keuanean Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun|Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
X XX 01 1.02 05 Akhir Tahun SKPD yu P 831 SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan|dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
x XX 01 1.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan|Tersedianya Dokumen Bahan  Tanggapan|Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan Dokumen
' Pemeriksaan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/|Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
x XX 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan|Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan|Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Laporan
’ Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan|Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan p
Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD
X XX o1 1.02 08 Pen}{usgnan Pelaporan dan Analisis Prognosis Tersedlal.nya D.oku.men Pelaporan dan Analisis Jumlah. Dok},lme.n Pelaporan dan Analisis Dokumen
Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran
x XX 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang|Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik|Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
X | XX | ot | 103 Ol |yilik Daerah SKPD Daerah SKPD SKPD Dokumen
i Terlaksananya Pengamanan Barang Milik|Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik
X XX 01 1.03 02 |Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Daerah SKPD Daerah SKPD Dokumen
. . o - Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang|Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik
K Penil B Milik D h
X XX 01 1.03 03 S;c;r];imam dan Penilaian Barang Mili a8 Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian|Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Laporan
Barang Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
X XX o1 1.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan iurrlnlaphnLaI;?i;al? nHa;ﬂrPrelmbll\;l;iin,DPer;giwasaE, Laporan
' Barang Milik Daerah pada SKPD Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD S?{PD cnge a arang aeral paca apora
x XX 01 103 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang|Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan|Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
’ Milik Daerah pada SKPD Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD p
x XX 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik|Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Laporan

SKPD

Daerah pada SKPD

Daerah pada SKPD
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. Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik|Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang
X XX 01 1.03 07 |Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Dokumen
X XX 01 1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan
Perangkat Daerah
x XX 01 1.04 01 |Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi|Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Dokumen
Daerah Daerah
Analisa dan Pengembanean Retribusi Daerah Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan|Jumlah Dokumen Hasil  Analisis serta
X XX 01 1.04 02 gembang . . ’|Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi|Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan| Dokumen
serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah ; .
Daerah Retribusi Daerah
X XX o1 1.04 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan|Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Laporan
' Retribusi Daerah Kebijakan Retribusi Daerah Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah P
x XX 01 1.04 04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Ters.edialea Data Objek, Subjek dan Wajib|Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Dokumen
Daerah Retribusi Daerah Daerah
o1 (Sub Kegiatan Berlaku untuk Karakter Retribusi
yang Membutuhkan Pendataan dan Pendaftaran)
. . Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan|Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan,
X XX 01 1.04 05 |Pengolahan Data Retribusi Dacrah Pelaporan Data Retribusi Daerah dan Pelaporan Data Retribusi Daerah Laporan
(Sub Kegiatan Berlaku untuk Karakter Retribusi
yang Membutuhkan Pendataan dan Pendaftaran)
T i Dok K Retri i
X XX 01 1.04 06 [Penetapan Wajib Retribusi Daerah Dzr:readﬁany a oxumen etetapan etribusi Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah Dokumen
(Sub Kegiatan Berlaku untuk Karakter Retribusi
yang Membutuhkan Pendataan dan Pendaftaran)
. . Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi . .
X XX 01 1.04 07 |Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Laporan
X XX 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
X XX 01 1.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan|Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Unit

Pegawai

Prasarana Disiplin Pegawai

Disiplin Pegawai
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Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut|Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut
X XX 01 1.05 02 Paket
Kelengkapannya Kelengkapan Kelengkapan
X XX 01 1.05 03 Pendataar% dan Pengolahan Administrasi Terla'k§anan'ya Penda_taan dan Pengolahan Jum%al_’l Dqkumen Pe_ndataan dan Pengolahan Dokumen
Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi|Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan|{Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
X XX 01 1.05 04 . . . . . . . Dokumen
Kepegawaian Sistem Informasi Kepegawaian Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
x XX 01 1.05 05 Momtor.lng, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Terl.ak.sanar}ya . Momto.rlng, Evaluasi, dan Jurr.lla.h D.okuTnen Mor.utormg, Evaluasi, dan Dokumen
Pegawai Penilaian Kinerja Pegawai Penilaian Kinerja Pegawai
X XX 01 1.05 06 [Pemulangan Pegawai yang Pensiun g:;lsailflsr;ananya Pemulangan  Pegawai  yang Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan Orang
x XX 01 1.05 07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang|Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Laporan
’ Melaksanakan Tugas Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Meninggal dalam Melaksanakan Tugas p
X XX 01 1.05 08 |Pemindahan Tugas ASN Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan Orang
X XX o1 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan|Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan PegawailJumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Oran
' Tugas dan Fungsi Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan &
X XX 01 1.05 10 |Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-|Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Orang
Undangan Peraturan Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi|Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis
X XX 01 1.05 11 . Orang
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
X XX 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 P K I i
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi J}lm.ah alket omponen nstalasi
X XX 01 1.06 01 L o Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor .
Disediakan
lah P P Perl k K
X XX 01 1.06 02 [Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jum ah al.<et eralatan dan Perlengkapan Kantor Paket
yang Disediakan
X XX 01 1.06 03 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga L];?;ziiai:kaiaket Peralatan Rumah Tangga yang Paket
X XX 01 1.06 04 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah  Paket Bahan Logistik Kantor yang Paket

Disediakan
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X XX 01 1.06 05 [Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Paket
yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan|Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan
X XX 01 1.06 06 S Dokumen
Perundang-Undangan Perundang-Undangan Perundang-Undangan yang Disediakan
X XX 01 1.06 07 |Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket
X XX 01 1.06 08 [|Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan
x XX 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat|Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Laporan
) Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD P
X XX 01 1.06 10 |Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis|Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Dokumen
pada SKPD pada SKPD
x XX 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan|Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem|Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Dokumen
’ Berbasis Elektronik pada SKPD Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
x XX 01 1.07 Pengadaan Ba1‘*ang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau|Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau|Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau .
X XX 01 1.07 01 . . . . . Unit
Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau|Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau|Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau .
X XX 01 1.07 02 . . Unit
Lapangan Lapangan Lapangan yang Disediakan
X XX 01 1.07 03 [Pengadaan Alat Besar Tersedianya Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan Unit
X XX 01 1.07 04 |Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor |Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Ur%lt Alat Anglkutan Darat Tak Bermotor Unit
yvang Disediakan
X XX 01 1.07 05 |Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Paket
X XX 01 1.07 06 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya L];?srzcllai:kgr?lt Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit
X XX 01 1.07 07 |Pengadaan Aset Tetap Lainnya Tersedianya Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Unit
X XX 01 1.07 08 |Pengadaan Aset Tak Berwujud Tersedianya Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan Unit
X XX 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan|Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan|Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Unit

Lainnya

Lainnya

Lainnya yang Disediakan
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X XX o1 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung|Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung|Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Unit
) Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung|Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah Unit Sarana dan Prasarana .Pendukung .
X XX 01 1.07 11 . . Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya .1
Disediakan
X XX 01 1.08 Penye(?haan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
X XX 01 1.08 01 [Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan
X XX o1 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air|Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air|Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Laporan
’ dan Listrik dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan p
X XX 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan|Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan|Jumlah Laporan Penyediaar} J a§a Peralatan dan Laporan
Kantor Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
X XX 01 1.08 04 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Pe.nye.dlaan Jasa  Pelayanan Laporan
Umum Kantor yang Disediakan
X XX 01 1.09 Pemeliharaan ‘Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya|Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya|Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
X XX 01 1.09 01 |Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan|Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan|Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Unit
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya|Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya|Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
X XX 01 1.09 02 |Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan|Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan|Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Unit
Dinas Operasional atau Lapangan Dinas Operasional atau Lapangan dan Perizinannya
x XX 01 1.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya|Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Unit
) Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Dibayarkan Perizinannya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya|Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya
1 Alat Angk D Tak B
X XX 01 1.09 04 |Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat|Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat J1.1m ah at ng. utan Darat . ak ermotor yang Unit
Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya
Tak Bermotor Tak Bermotor
XX 01 1.09 05 |Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit
XX 01 1.09 06 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan|Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit

Mesin Lainnya

Dipelihara
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X XX 01 1.09 07 |Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya |Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Unit
X XX 01 1.09 08 [Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud |Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan|Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi|Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya .
X XX 01 1.09 09 ! . - . e Unit
Bangunan Lainnya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan|Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi|Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
X XX 01 1.09 010 |Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan|Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau|atau Bangunan Lainnya yang Unit
Lainnva Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan|Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi|Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung
X XX 01 1.09 011 |Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau|Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung|Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit
Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
X XX 01 1.09 012 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas . Tanah s .yang Dilakukan Ha
Pemeliharaan/Rehabilitasi
X XX 01 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
x XX 01 110 01 |Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedlanyg BLUD yang Menyediakan Pelayanan Jumlal.'l BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Unit Kerja
dan Penunjang Pelayanan Penunjang Pelayanan
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala
X XX 1 1.11
0 Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan
oleh Sekretariat Daerah)
. .. . . .. . Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
P Kepala D h(T Kepala D h
X XX 01 1.11 01 enyecha'an Gaji dan Tunjangan Kepala Daera ersechar}ya Gaji dan Tunjangan Kepala Daera Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala| Orang/Bulan
dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah
Penyediaan  Pakaian Dinas dan  Atribut|Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut{Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut
X XX 01 1.11 02 |[Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala|Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala|Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Paket
Daerah Daerah Daerah yang Disediakan
x XX 01 111 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah|Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah|Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Oran
’ dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah &
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala|Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang
X XX 01 1.11 04 Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah giiiimnal Kepala Daerah dan Wakil Kepala| Orang/ Bulan
X XX 01 1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
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(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan
oleh Sekretariat Daerah)
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala|Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala|Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala
X XX 01 .12 01 . . Paket
Daerah Daerah Daerah yang Disediakan
x XX 01 12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil|Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil|Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Paket
) Kepala Daerah Kepala Daerah Kepala Daerah yang Disediakan
x XX 01 12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga|Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Paket
) Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah yvang Disediakan
X XX 01 .13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan
oleh Sekretariat Daerah)
X XX 01 .13 01 Penyiapan Materi Pimpinan Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan \];?gzian Dokumen  Materi  Pimpinan  yang Dokumen
X XX 01 .13 02 |Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan ;Ennllolilan Laporan  Hasil Fasilitasi Komunikasi Laporan
X XX 01 13 03 |Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan Tc?rlal'(sananya Pengelolaan Dokumentasi J}lmlfih Laporan Pengelolaan Dokumentasi Laporan
Pimpinan Pimpinan
X XX 01 .14 Fasilitasi Keprotokolan
(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan
oleh Sekretariat Daerah)
X XX 01 14 01 |Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi|Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Laporan
Pelaksanaan Acara Pelaksanaan Acara
x XX o1 14 02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan|Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu|Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan
’ Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah p
X XX 01 14 03 |Pengelolaan Hubungan Keprotokolan Terlaksananya Pengelolaan Hubungan|Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Laporan
Keprotokolan Keprotokolan
X XX 01 .15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan
oleh Sekretariat DPRD)
X XX 01 .15 01 |Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD |Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD Jumlah Anggota  DPRD yang Menerima Hak Orang/ Bulan
Keuangan DPRD
Terlak P i Pakai Di 1 Paket Pakai Di Atri DPRD
x XX 01 15 02 |Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD erlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan|Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Paket

Atribut DPRD

yang Disediakan
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. . lah Mengikuti Medical Check
X XX 01 1.15 03 [Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Terlaksananya Medical Check Up DPRD %1’113112]3 Orang yang Mengikuti Medical Check Up Orang
X XX 01 1.16 Layanan Administrasi DPRD
(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan
oleh Sekretariat DPRD)
.. . Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasil[Jumlah  Dokumen Hasil  Penyelenggaraan
X XX 01 1.16 01 [Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD Keanggotaan DPRD Administrasi Keanggotaan DPRD Dokumen
X XX 01 1.16 02 [Fasilitasi Fraksi DPRD Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD Laporan
e L . Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan|Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi
X XX 01 1.16 03 |Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Konsultasi DPRD dan Konsultasi DPRD Laporan
Terlak P i K h R h 1 P K h R h T DPRD
X XX 01 1.16 04 |Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD erlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah|Jum ah a.ket ebutuhan Rumah Tangga Paket
Tangga DPRD yang Disediakan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1 01 02 1.01 01 |Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Sekolah Baru yang Terbangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Unit
1 01 02 1.01 02 |Penambahan Ruang Kelas Baru Ruang Kelas Baru Bertambah Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Ruang
1 01 02 101 03 |Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Jumlah_ Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Ruang
Terbangun Telah Dibangun
1 01 02 1.01 04 |Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi Ruang Laboratorium Biologi yang Terbangun ‘];T:; f;ufuang Laboratorium Biologi yang Telah Ruang
1 01 02 1.01 05 |Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika Ruang Laboratorium Fisika yang Terbangun L]])T,:; lj:urlfuang Laboratorium Fisika yang Telah Ruang
1 01 02 1.01 06 |Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia Ruang Laboratorium Kimia yang Terbangun ‘];T:; ljélufuang Laboratorium Kimia yang Telah Ruang
1 01 02 1.01 07 |Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Ruang Laboratorium Komputer yang Terbangun Jumlah_ Ruang  Laboratorium = Komputer yang Ruang
Telah Dibangun
1 01 02 1.01 08 [Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa Ruang Laboratorium Bahasa yang Terbangun Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Ruang

Dibangun
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1 01 02 1.01 09 [Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Ruang Laboratorium IPA yang Terbangun %ler; f:unRuang Laboratorium IPA yang Telah Ruang
1 01 02 1.01 10 |Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun Jumlah_ Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Ruang
Telah Dibangun
1 01 02 1.01 11 |Pembangunan Perpustakaan Sekolah Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun é?éi f:un Perpustakaan  Sekolah yang  Telah Ruang
1 R Aul Telah
1 01 02 1.01 12 |Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun ‘]]3111;2 Iilun uang Serba Guna/Aula yang Tela Ruang
1 01 02 1.01 13 |Pembangunan Asrama Sekolah Asrama Sekolah yang Terbangun Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun Unit
1 01 02 101 14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas|Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang|Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Unit
’ Sekolah Terbangun yang Telah Dibangun
1 01 02 1.01 15 |Pembangunan Fasilitas Parkir Fasilitas Parkir yang Terbangun Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun Unit
1 01 02 1.01 16 |Pembangunan Kantin Sekolah Kantin Sekolah yang Terbangun Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun Unit
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah,{Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, PenjagalJumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, .
1 01 02 1.01 17 . . . Unit
Guru, Penjaga Sekolah Sekolah yang Terbangun Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun
1 01 02 1.01 18 |Pembangunan Ruang/Sudut Baca Ruang/Sudut Baca yang Terbangun Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun Ruang
e Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasij{Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah
1 01 02 1.01 19 |Rehabil B R Kel kolah R
ehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekola Sedang/Berat Direhabilitasi Sedang/Berat vang
1 01 02 101 20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala|Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang|Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Ruan
’ Sekolah/TU Terehabilitasi Sedang/Berat Telah Direhabilitasi Sedang/Berat &
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium|Ruang Laboratorium Biologi yang Terehabilitasi|Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah
1 01 02 1.01 21 . . . e Ruang
Biologi Sedang/Berat Direhabilitasi Sedang/Berat
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium|Ruang Laboratorium Fisika yang TerehabilitasilJumlah Laboratorium Fisika yang Telah
1 01 02 1.01 22 .. . —— Ruang
Fisika Sedang/Berat Direhabilitasi Sedang/Berat
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium|{Ruang Laboratorium Kimia yang Terehabilitasil{Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah
1 01 02 1.01 23 .. - e Ruang
Kimia Sedang/Berat Direhabilitasi Sedang/Berat
1 01 02 101 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium|Ruang Laboratorium Komputer yang|Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Ruang

Komputer

Terehabilitasi Sedang/Berat

Direhabilitasi Sedang/Berat
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Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium|Ruang Laboratorium Bahasa yang Terehabilitasi|Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah
1 01 02 1.01 25 . e Ruang
Bahasa Sedang/Berat Direhabilitasi Sedang/Berat
1 01 02 1.01 26 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium|Ruang Laboratorium IPA yang Terehabilitasi|Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Ruan
’ IPA Sedang/Berat Direhabilitasi Sedang/Berat &
1 01 02 1.01 o7 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit|Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang|Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Ruan
’ Kesehatan Sekolah Terehabilitasi Sedang/Berat Telah Direhabilitasi Sedang/Berat g
e s Perpustakaan Sekolah yang TerehabilitasilJumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah
1 01 02 1.01 28
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sedang//Berat Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang
1 01 02 1.01 29 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba|Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasil[Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Ruan
’ Guna/Aula Sedang/Berat Direhabilitasi Sedang/Berat g
1 01 02 1.01 30 |Rehabilitasi Asrama Sekolah Asrama Sekolah yang Terehabilitasi Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Unit
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas|Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang|Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah .
1 01 02 1.01 31 cer . . e s Unit
Sekolah Terehabilitasi yang Telah Direhabilitasi
1 01 02 1.01 32 |Rehabilitasi Fasilitas Parkir Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Unit
1 01 02 1.01 33 |Rehabilitasi Kantin Sekolah Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Unit
1 01 02 101 34 Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,|Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, PenjagalJumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Unit
’ Penjaga Sekolah Sekolah yang Terehabilitasi Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi
lah R B Telah
1 01 02 1.01 35 |Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca Ruang/Sudut Baca yang Terehabilitasi Jlflm a - 1:1ang/ Sudut aca  yang ca Ruang
Direhabilitasi
1 01 02 1.01 36 |Pengadaan Mebel Sekolah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket
1 01 02 1.01 37 |Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia %Err;li?i?a Alat Rumah Tangga Sekolah yang Paket
1 01 02 1.01 38 |Pengadaan Perlengkapan Sekolah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Paket
1 01 02 1.01 39 |Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Paket
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1 01 02 1.01 40 |[Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia Unit
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta|Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang|Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1 01 02 1.01 41 4 . . Paket
Didik Tersedia yang Tersedia
Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan|Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung|Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah .
1 01 02 1.01 42 . . Unit
Ruang Sekolah dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
1 01 02 1.01 43 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan|Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, PrasaranalJumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Unit
’ Utilitas Sekolah dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
1 01 02 1.01 44 Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala|Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas{Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Unit
’ Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah|Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah|Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas L
1 01 02 1.01 45 - L . . . o Peserta didik
Menengah Atas Atas Diterima oleh Peserta Didik yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
1 01 02 1.01 46 |Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa %zgii?a Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Paket
1 01 02 101 47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi|Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian Bagi|Jumlah Satuan Pendidikan yang Satuan
) Peserta Didik Peserta Didik Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan
1 01 02 1.01 48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan|Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap|[Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Satuan
’ Pendidikan Menengah Atas Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Pendidikan
. . . . Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba|Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang 1.
1 01 02 1.01 49
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Akademik dan Non Akademik Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Peserta Didik
1 01 02 101 50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan|Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi %zzi?i?apenilc?;k d;;g:iagieﬁ?gﬁi:lka;& alZ}% Oran
’ bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas |Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas b &
Menengah Atas
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Pendidik dan Tenaga . .Kependldlkan yang Jumlah Pendidik dan Tengga Kependldlkan yang
: 3 1 Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan|Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan
1 01 02 1.01 51 |Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah . . . . Orang
Menengah Atas Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, |Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
1 01 02 101 50 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen|Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan|Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Satuan
’ Sekolah Menengah Atas Manajemen Sekolah Menengah Atas Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan
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1 01 02 101 53 |Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah|Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Sat.u:.:m
Menengah Atas Dana BOS Pendidikan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS|Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana Jumlah = Tenaga Pengelola = yang Meningkat
1 01 02 1.01 54 g p g 5 4 P & g Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Orang
Sekolah Menengah Atas BOS Sekolah Menengah Atas
Sekolah Menengah Atas
1 01 02 1.01 55 |Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlgh Mebel  Sekolah  yang  Dilaksanakan Unit
Pemeliharaan
1 01 02 1.02 Peljlgelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Kejuruan
1 01 02 1.02 01 |Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Sekolah Baru yang Terbangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Unit
1 01 02 1.02 02 |Penambahan Ruang Kelas Sekolah Ruang Kelas Baru Bertambah Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Ruang
1 01 02 1.02 03 |Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Jumlah. Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Ruang
Terbangun Telah Dibangun
1 01 02 1.02 04 |Pembangunan Ruang Praktik Siswa Ruang Praktik Siswa yang Terbangun \];ng llii,:,'lun Ruang  Praktik Siswa yang Telah Ruang
1 01 02 1.02 05 |Pembangunan Ruang Laboratorium Ruang Laboratorium yang Terbangun ‘]]Dl:];:l f:un Ruang  Laboratorium  yang  Telah Ruang
. . 1 R it Keseh kolah
1 01 02 1.02 06 [Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun Jum ah. uang Unit Kesehatan Sekolah yang Ruang
Telah Dibangun
1 01 02 1.02 07 |Pembangunan Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah yang Terbangun ‘]]Dl:];:l f:un Perpustakaan  Sekolah yang  Telah Ruang
1 R Aul Telah
1 01 02 1.02 08 |Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun ‘]]3111];2 j;un uang Serba Guna/Aula yang Tela Ruang
1 01 02 1.02 09 |Pembangunan Asrama Sekolah Asrama Sekolah yang Terbangun Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun Unit
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas|Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang|Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah .
1 01 02 1.02 10 . Unit
Sekolah Terbangun yang Telah Dibangun
1 01 02 1.02 11 |Pembangunan Fasilitas Parkir Fasilitas Parkir yang Terbangun Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun Unit
1 01 02 1.02 12 |Pembangunan Kantin Sekolah Kantin Sekolah yang Terbangun Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun Unit
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah,{Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjagal|Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, .
1 01 02 1.02 13 . . . Unit
Guru, Penjaga Sekolah Sekolah yang Terbangun Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun
1 01 02 1.02 14 |Pembangunan Ruang/Sudut Baca Ruang/Sudut Baca yang Terbangun Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun Ruang
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1 01 02 1.02 15 |Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Jlflmlah. . Ru‘ang Kelas  Sekolah  yang  Telah Ruang
Direhabilitasi
e Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang|(Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang
1 1 1. 1
0 02 02 6 |Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Terehabilitasi Telah Direhabilitasi Ruang
1 01 02 1.02 17 |Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa Ruang Praktik Siswa yang Terehabilitasi Jl‘lmlah‘ . Ru.ang Praktik  Siswa yang Telah Ruang
Direhabilitasi
1 01 02 1.02 18 |Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Jl.lmlah. . Rgang Laboratorium  yang  Telah Ruang
Direhabilitasi
e s . Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang|Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang
.0 19
1 01 02 1.02 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah Terehabilitasi Telah Direhabilitasi Ruang
Telah
1 01 02 1.02 20 [Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Jl.lmlah. . Pe'rpustakaan Sekolah  yang ca Ruang
Direhabilitasi
1 01 02 1.02 21 |[Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Jl‘lmlah‘ .Rua.mg Serba Guna/Aula yang Telah Ruang
Direhabilitasi
1 01 02 1.02 22 |Rehabilitasi Asrama Sekolah Asrama Sekolah yang Terehabilitasi Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Unit
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas{Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang|Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah .
1 01 02 1.02 23 e . e Unit
Sekolah Terehabilitasi yvang Telah Direhabilitasi
1 01 02 1.02 24 |Rehabilitasi Fasilitas Parkir Rehabilitasi Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi [Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Unit
1 01 02 1.02 25 |Rehabilitasi Kantin Sekolah Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Unit
1 01 02 1.02 26 Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,|Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, PenjagalJumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Unit
’ Penjaga Sekolah Sekolah yang Terehabilitasi Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi
1 01 02 1.02 27 |Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca Ruang/Sudut Baca yang Terehabilitasi Jlflmlah. . Rgang/ Sudut  Baca yang Telah Ruang
Direhabilitasi
1 01 02 1.02 28 |Pengadaan Mebel Sekolah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket
kolah
1 01 02 1.02 29 |[Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia %zrri?i?a Alat - Rumah  Tangga Sekola yang Paket
1 01 02 1.02 30 |Pengadaan Perlengkapan Sekolah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia Paket
1 01 02 1.02 31 |Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Paket




-51 -

KODE
g 2
2 |8 2 | z | £
S~
£ 9z z = < <
= % ;f) o & 2 O] NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN
Z, AS 0 - <)
< 2Bz 9 g M
=
% @ =} E ﬁ N m
& = =
=) M «
1 01 02 1.02 32 |Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia Unit
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta|Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang|Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1 01 02 1.02 33 . . . Paket
Didik Tersedia yang Tersedia
1 01 02 1.02 34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan|Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Bangunan|Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah Unit
’ Ruang Sekolah Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
1 01 02 1.02 35 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan|Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana,|{Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Unit
’ Utilitas Sekolah Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
1 01 02 1.02 36 Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala|Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas{Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Unit
’ Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah|Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Ju@lah Peserta Dl,dlk .Sekolah Menengah 1.
1 01 02 1.02 37 . . o o Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta| Peserta didik
Menengah Kejuruan Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik Didik
1 01 02 1.02 38 |Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia %zgii?a Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Paket
1 01 02 1.02 39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi|Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi|Jumlah Satuan Pendidikan yang Satuan
) Peserta Didik Peserta Didik Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan
1 01 02 1.02 40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan|Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Siap J:;nlah Ssi:tuanDiiZ?;iﬁan (xznenﬁi}; ali 22:11:2 Satuan
’ Pendidikan Menengah Kejuruan Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi yang P Pendidikan
Rekomendasi
. . . . Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba|Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang 1.
1 01 0 1.0 41
2 2 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Akademik dan Non Akademik Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Peserta Didik
Penyedlaan Pendldll? fian Tenaga Kependidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Jumlaltl Pendidik dan Tenaga Kepegdldlkan yang
1 01 02 1.02 42 |bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah .. . Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Orang
- Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan .
Kejuruan Menengah Kejuruan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Pendidik dan Tenaga . .Ke}.)endldlkan yang Jumlah Pendidik dan Tengga Kependldlkan yang
: 3 1 Mendapatkan Fasilitasi kenaikan|Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan
1 01 02 1.02 43 |Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah . . - : Orang
Menengah Kejuruan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, |Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
. . . . Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah .
1 01 02 1.02 44 [Pembangunan Bengkel/Unit Produksi Bengkel/Unit Produksi yang Terbangun Unit

Dibangun
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Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen|Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Jlflmlah Sekolah Menengah Kejuruan - yang Satuan
1 01 02 1.02 45 . . . Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan 1
Sekolah Menengah Kejuruan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Manajemen Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah|Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah|[Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Satuan
1 01 02 1.02 46 . . < 1
Kejuruan Menengah Kejuruan Mengelola Dana BOS Pendidikan
. . . . Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat
1 01 02 1.02 47 Peningkatan Kapas1ta.s Pengelolaan Dana BOS|Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelolaan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Orang
Sekolah Menengah Kejuruan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan .
Sekolah Menengah Kejuruan
1 01 02 1.02 48 |Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumla'h Mebel - Sekolah  yang  Dilaksanakan Unit
Pemeliharaan
1 01 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus
1 01 02 1.03 01 |Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Baru yang Terbangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Unit
1 01 02 1.03 02 [Penambahan Ruang Kelas Sekolah Ruang Kelas Sekolah Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah Ruang
1 01 02 1.03 03 |Pembangunan Ruang Guru,/Kepala Sekolah/TU Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Jumlah. Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Ruang
Terbangun Telah Dibangun
1 01 02 1.03 04 [Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun Jumlah. Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Ruang
Telah Dibangun
1 P k kolah Telah
1 01 02 1.03 05 |Pembangunan Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah yang Terbangun ‘]]3111];2 Ii::lun erpustakaan  Sekola yang ca Ruang
1 01 02 1.03 06 [Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun ‘]]Dl:];:l lr?:unRuang Serba Guna/Aula yang Telah Ruang
1 01 02 1.03 07 |Pembangunan Asrama Sekolah Asrama Sekolah yang Terbangun Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun Unit
1 01 02 1.03 08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas{Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang|Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Unit
) Sekolah Terbangun yang Telah Dibangun
1 01 02 1.03 09 |Pembangunan Fasilitas Parkir Fasilitas Parkir yang Terbangun Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun Unit
1 01 02 1.03 10 |Pembangunan Kantin Sekolah Kantin Sekolah yang Terbangun Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun Unit
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah,|Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, PenjagalJumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, .
1 01 02 1.03 11 . . . Unit
Guru, Penjaga Sekolah Sekolah yang Terbangun Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun
1 01 02 1.03 12 |Pembangunan Ruang Laboratorium Ruang Laboratorium yang Terbangun Jumlah —Ruang  Laboratorium  yang Telah Ruang

Dibangun
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1 01 02 1.03 13 |Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Terbangun %?122 lr:;l:uliuang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Ruang
1 01 02 1.03 14 Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan|{Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk{Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama Ruan
’ Irama untuk Tunarungu (B) Tunarungu (B) yang Terbangun untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun &
Pembangunan Ruang Bina Diri untuk|Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang|Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
1 01 02 1.03 15 . . Ruang
Tunagrahita (C) Terbangun yang Telah Dibangun
1 01 02 1.03 16 Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak{Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk|{Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Ruan
’ untuk Tunadaksa (D) Tunadaksa (D) yang Terbangun Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun g
1 01 02 1.03 17 Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial|Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras{Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Ruan
) untuk Tunalaras (E) (E) yang Terbangun Tunalaras (E) vang Telah Dibangun g
e . Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah
1 01 02 1.03 18 |Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Ruang Kelas Sekolah yang Terehabiltasi . e Ruang
Direhabilitasi
e s Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang|Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang
1 01 0 1.03 19
2 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Terehabilitasi Telah Direhabilitasi Ruang
1 01 | 02 | 1.03 | 20 |Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah Ruang  Unit  Keschatan  Sekolah  yang/Jumlah Ruang Unit Keschatan Sekolah yang| — p ..,
Terehabilitasi Telah Direhabilitasi
1 01 02 1.03 21 |[Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi thlmlah. . Pe?pustakaan Sekolah yang  Telah Ruang
Direhabilitasi
e e 1 R Aul Telah
1 01 02 1.03 22 |Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi J1.1m ah. Suang Serba Guna/Aula yang Tela Ruang
Direhabilitasi
1 01 02 1.03 23 [Rehabilitasi Asrama Sekolah Asrama Sekolah yang Terehabilitasi Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Unit
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas|Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang|Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah .
1 01 02 1.03 24 e . e Unit
Sekolah Terehabilitasi yang Telah Direhabilitasi
1 01 02 1.03 25 |Rehabilitasi Fasilitas Parkir Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Unit
1 01 02 1.03 26 |Rehabilitasi Kantin Sekolah Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Unit
1 01 02 1.03 o7 Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,|Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjagal|Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Unit
’ Penjaga Sekolah Sekolah yang Terehabilitasi Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi
1 01 02 1.03 28 [Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Jumlah ~Ruang  Laboratorium  yang Telah Ruang

Direhabilitasi
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1 01 02 1.03 29 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak|Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan|Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Ruan
’ Berkebutuhan Khusus Khusus yang Terehabilitasi Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi &
1 01 02 1.03 30 |Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas Ruang i Or.1 entasl dan Mobilitas yang Jlflmlah 'R'uar'lg Orientasi dan Mobilitas yang Telah Ruang
Terehabilitasi Direhabilitasi
1 01 02 1.03 31 Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan|Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk|Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama Ruan
’ Irama untuk Tunarungu (B) Tunarungu (B) yang Terehabilitasi untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi g
Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita|Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang|Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
1 01 02 1.03 32 et . e Ruang
(C) Terehabilitasi yang Telah Direhabilitasi
1 01 02 1.03 33 Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak|Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk|{Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Ruan
’ untuk Tunadaksa (D) Tunadaksa (D) yang Terehabilitasi Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi g
1 01 02 1.03 34 Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial|Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras{Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Ruan
’ untuk Tunalaras (E) (E) yang Terehabilitasi Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi g
1 01 02 1.03 35 |Pengadaan Mebel Sekolah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket
1 01 02 1.03 36 |Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga yvang Tersedia Paket
1 01 02 1.03 37 |Pengadaan Perlengkapan Sekolah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Paket
1 01 02 1.03 38 [Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Paket
1 01 02 1.03 39 |[Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia Unit
1 01 02 1.03 40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta|Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang|Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Paket
) Didik Tersedia yang Tersedia
1 01 02 1.03 41 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan|Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Bangunan|Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah Unit
) Ruang Sekolah Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
1 01 02 1.03 42 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan|Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana,|{Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Unit
) Utilitas Sekolah Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
1 01 02 1.03 43 Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala|Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas{Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Unit
’ Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
. . . S . 1 s Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang
P B P 1 P Didik|B P 1P Didik P k Kh
1 01 02 1.03 44 enyediaan iaya ersoni eserta idik|Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Menerima Biaya Personil Peserta Didik Peserta Didik

Pendidikan Khusus

Diterima oleh Peserta Didik
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1 01 02 1.03 45 |Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia ?elrrii}ila Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Paket
1 01 02 1.03 46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi|Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi{Jumlah Satuan Pendidikan yang Satuan
’ Peserta Didik Peserta Didik Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan
1 01 02 1.03 47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan|Satuan Pendidikan Khusus Siap Dievaluasi dan|Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Satuan
’ Pendidikan Khusus Melaksanakan Rekomendasi Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Pendidikan
. . . . Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba|Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang 1.
1 01 02 1.03 48
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Akademik dan Non Akademik Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Peserta Didik
1 01 02 1.03 49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan|Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi|Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Oran
’ bagi Satuan Pendidikan Khusus Satuan Pendidikan Khusus Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus &
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang|Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang
1 01 02 1.03 50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga|Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan|Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Oran
’ Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus |Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, |Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, &
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
. . . Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang
1 01 02 1.03 51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen|Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Satuan
Sekolah Pendidikan Khusus Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Manajemen Pendidikan
1 01 02 1.03 50 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan|Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah|Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Satuan
) Khusus Pendidikan Khusus Mengelola Dana BOS Pendidikan
. . . . Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat
1 01 02 1.03 53 Peningkatan ‘K“elpasuas Pengelolaan Dana BOS|Meningkatnya Kap.a§1tas Tenaga Pengelola Dana Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Orang
Sekolah Pendidikan Khusus BOS Sekolah Pendidikan Khusus L 1
Sekolah Pendidikan Khusus
1 01 02 1.03 54 |Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlalh Mebel - Sekolah  yang  Dilaksanakan Unit
Pemeliharaan
1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
1 01 03 101 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan
Menengah
1 01 03 101 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal|Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal{Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen
’ Pendidikan Menengah Pendidikan Menengah Pendidikan Menengah yang Tersusun
1 01 03 101 02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan|Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah|Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dokumen

Menengah

Tersusun

Menengah yang Tersusun
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1 01 03 1.01 03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal|Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan|Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Buku
’ Pendidikan Menengah Menengah Tersedia Pendidikan Menengah yang Tersedia
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal|Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Juml.a h Penyusun Kurikulum ~Muatan .Lokal
1 01 03 1.01 04 1 . . Pendidikan Menengah yang Meningkat Orang
Pendidikan Menengah Menengah Meningkat Kompetensinya .
Kompetensinya
1 01 03 1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan
Khusus
1 01 03 1.02 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal{Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan|{Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Dokumen
’ Pendidikan Khusus Khusus Tersusun Pendidikan Khusus yang Tersusun
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan|Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus|{Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1 01 03 1.02 02 Dokumen
Khusus Tersusun yang Tersusun
1 01 03 1.02 03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal|Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan|Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Buku
’ Pendidikan Khusus Khusus Tersedia Pendidikan Khusus yang Tersedia
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal{Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Juml,al’,l Penyusun ~Kurikulum Muatan .Lokal
1 01 03 1.02 04 . . . Pendidikan Khusus yang Meningkat Orang
Pendidikan Khusus Khusus Meningkat Kompetensinya .
Kompetensinya
1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1 01 04 1.01 . .
Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Tersedianya Do.klllmen Hasil Perh1tungar.1 .dan Jumlah Dokurlnefn Hasil Perhltungan. .dan
iy 1 Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan|Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1 01 04 1.01 01 |Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan L - . . Dokumen
s 1 Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan|Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan
Pendidikan Khusus
Khusus Khusus
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga|Terlaksananya Penataan Pendistribusian ;Eﬁil;lriblfg;an H;: rllldi(l;iilaksaréiin Pef;:;iaz
1 01 04 1.01 02 |Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan|Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan - < 1 & Laporan
1 - 1 1 Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Khusus Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 1
Pendidikan Khusus
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan|Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan|Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari
1 01 04 3.01 03 |dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan|dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan|Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Orang

untuk Sekolah Dasar di Papua

untuk Sekolah Dasar di Papua

Sekolah Dasar di Papua yang Tersedia
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Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan|Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan|Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari
1 01 04 3.01 04 |[dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan|dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan|Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Orang
Sekolah Menengah di Papua untuk Sekolah Menengah di Papua Sekolah Menengah di Papua yang Tersedia
1 o1 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN
PENDIDIKAN
1 01 05 101 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang
) Diselenggarakan oleh Masyarakat
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan .. 1 Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul
. Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang .. ..
1 01 05 1.01 01 [Menengah yang Diselenggarakan oleh| . . . Perizinan Pendidikan Menengah yang| Dokumen
Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi .
Masyarakat Diselenggarakan oleh Masyarakat
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan|Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Jumlah . Dokumen Hasil Pelaksgr}aan
L s . .. . Pengendalian dan  Pengawasan  Perizinan
1 01 05 1.01 02 |[Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan|Perizinan Pendidikan Menengah yang 4 . Dokumen
. Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh
oleh Masyarakat Diselenggarakan oleh Masyarakat
Masvarakat
1 01 05 1.02 Pe?nerb1tan Izin Pendidikan Khusus yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan|{Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Jur.nl.ah Dokumen Ha§11 Penilaian Kelayakan Usul
! ol 05 1.02 ol Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat |Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi Perizinan Pendidikan Khusus yang| Dokumen
yang g8 Y g8 Y Diselenggarakan oleh Masyarakat
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan|Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan ;u;nla:d ali nDoku;nen P rI;Ias; npeliki?z?iaﬁ
1 01 05 1.02 02 |Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh|Perizinan Pendidikan Khusus yang eheendata an cngawasa N a Dokumen
. Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat Diselenggarakan oleh Masyarakat
Masyarakat
1 01 05 1.02 03 Pembinaan Pendidikan Khusus yang|Terlaksananya Pembinaan Pendidikan|{Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Dokumen
’ Diselenggarakan oleh Masyarakat Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat|Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN
SASTRA
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan
1 01 06 101 Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas

Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi
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1 01 06 1.01 01 E:;);(il:;am Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun Kamus
o . T Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi|{Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan
Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan .. .. . .. o xpea e .
1 01 06 1.01 02 .. yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan|Provinsi yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi Bahasa
Sastra Daerah Kewenangan Provinsi e .. e o
Terevitalisasi Kewenangan Provinsi dan Terevitalisasi Kewenangan Provinsi
Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah|Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah|Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan o
1 01 06 1.01 03 .. . L. Publikasi
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi Daerah Kewenangan Provinsi
1 Tokoh Kebah K
Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan|Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Jumlah - Toko cba asaan dan  Kesastraan
1 01 06 1.01 04 .. . Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Orang
Daerah Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi Mendapat Penghargaan
Penghargaan
Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita|Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi|[Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang
1 01 06 1.01 05 |Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan|Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan|Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Buku
Provinsi Terdistribusi Terdistribusi
Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa|Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah|Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra 1
1 01 06 1.01 06 o o . Peserta Didik
dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi Daerah Kewenangan Provinsi
Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa|Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah|{Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah
1 01 06 1.01 07 - S o Dokumen
Daerah Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi yang Tersusun Kewenangan Provinsi yang Tersusun
1 01 o7 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH
1 01 07 7.01 Pengelolaan Pendidikan Dayah
1 01 07 7.01 01 |Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah Sarana dan Prasarana Dayah Terbangun é?;i lr(?;liarana dan Prasarana Dayah yang Telah Unit
1 P Dayah Telah
1 01 07 7.01 02 |Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah Sarana dan Prasarana Dayah Terehabilitasi J1.1m ah. .Saraima dan Prasarana Dayah yang Tela Unit
Direhabilitasi
1 01 07 701 03 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga|Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah|Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Oran
’ Kependidikan Dayah Meningkat Mutunya Dayah yang Meningkat Mutunya &
1 i Telah  Dididik
1 01 07 7.01 04 |Pemberdayaan dan Pendidikan Santri Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan J1.1m ah  Santri  yang ca ididi dan Peserta Didik
Diberdayakan
1 01 07 701 05 |Pembinaan Manajemen Dayah Manajemen Dayah yang Telah Dibina Sesuai{Jumlah Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Sat‘ugn
dengan Ketentuan Ketentuan Pendidikan
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- s . Jumlah Dayah yang Telah Diteliti dan Satuan
1 01 07 7.01 06
Penelitian dan Pengembangan Dayah Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan Dikembangkan Pendidikan
1 01 07 701 07 Peningkatan  Kualitas dan Pengembangan|Dayah yang Meningkat Kualitas dan|Jumlah Dayah yang Meningkat Kualitas dan Satuan
’ Kelembagaan Dayah Pengembangan Kelembagaannya Pengembangan Kelembagaannya Pendidikan
1 01 07 7.01 08 |[Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia Jumlah Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia Buku
Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah|Tempat Ibadah Dayah yang|Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang .
1 01 07 7.01 09 e e Unit
Dayah Terbangun/Terehabilitasi Terbangun/Terehabilitasi
1 01 07 701 10 Koordinasi dan  Sinkronisasi Pelaksanaan|Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi|{Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Dokumen
’ Kependidikan Dayah Pelaksanaan Kependidikan Dayah Kependidikan Dayah
1 01 07 701 11 Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan|Terlaksananya Akreditasi Pendidikan|Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren yang Satuan
’ Dayah/Pesantren Dayah/Pesantren Terakreditasi Pendidikan
Satuan
1 01 07 7.01 12 |Fasilitasi Pendirian Sekolah Tinggi/Ma’had ‘Aly |Sekolah Sekolah Tinggi/Ma'had ‘Aly yang Berdiri |Jumlah Sekolah Tinggi/Ma'had ‘Aly yang Berdiri Pendidikan
Tinggi
Sekolah Tinggi/Ma'had ‘Aly Terfasilitasi dalam|Jumlah Sekolah Tinggi/Ma'had ‘Aly Terfasilitasi| _ S2ruan
1 01 o7 7.01 13 |Fasilitasi Akreditasi Sekolah Tinggi/Ma’had ‘Aly &6 Ny o g8 e Y Pendidikan
Pelaksanaan Akreditasi dalam Pelaksanaan Akreditasi Tinggi
Fa3111.ta.31 dan Pengawasan Penyelenggaraar{ Pendidikan  Dayah/Pesantren  dan Balai Jum}ah Pendlc.l.lkan Dayah /Pesgntren dan Satuan
1 01 07 7.01 14 |Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai .. . Balai Pengajian Terkendali dalam 1
.. Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya Pendidikan
Pengajian Penvelenggaraannya
Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah|{Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan|Jumlah Dayah Mendapatkan Bantuan Satuan
1 01 07 7.01 15 |Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-|Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-|Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan 1
Pendidikan
Undangan Undangan Perundang-Undangan
1 01 07 7.01 16 |Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah |Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun Jumlah Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun Dokumen
Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses|Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi{Jumlah Peserta Didik pada Dayah yang Berskala
1 01 07 7.01 17 |Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah|Menerima Biaya Penyelenggaraan  Proses|Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses| Peserta Didik
yang Berskala Provinsi Evaluasi Hasil Belajar Evaluasi Hasil Belajar
Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan|Terlaksananya Supervisi dan Fasilitasi Satuan|Jumlah  Supervisi dan Fasilitasi Satuan
1 01 07 7.01 18 |Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu|Pendidikan Dayah/Pesantren untuk|Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian| Dokumen

Pendidikan Aceh

Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh

Mutu Pendidikan Aceh
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1 01 08 PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS
PENDIDIKAN ACEH
1 01 08 7.01 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh
1 01 08 7.01 01 |[Penetapan Standar Pendidikan Aceh Ditetapkannya Standar Pendidikan Aceh é?trgsskatandar Pendidikan  Aceh  yang Dokumen
. . . - 1 Pendidik: Telah
Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen|Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Jumlah  Satuan . endidikan ?’ang . ca Satuan
1 01 08 7.01 02 1 . . ; g Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen . 4
Pendidikan Aceh Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh s 1 Pendidikan
Pendidikan Aceh
Fasilitasi Pendirian Universitas, Institut,|Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, |Jumlah Universitas, Institut, Politeknik, Satuan
1 01 08 7.01 03 [Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan|Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang|Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program| Pendidikan
dan/atau Program Studi yang Dibutuhkan Aceh |Dibutuhkan Aceh yang Berdiri Studi yang Dibutuhkan Aceh yang Berdiri Tinggi
Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan|Terlaksananya Pengawasan, Pengendalian, dan|Jumlah Pengawasan, Pengendalian, dan
Terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan Asing|Pembinaan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta|Pembinaan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta
1 01 08 7.01 04 |yang Beroperasi di Aceh Bersama dengan Majelis|dan Asing yang Beroperasi di Aceh Bersama|dan Asing yang Beroperasi di Aceh Bersama| Dokumen
Pendidikan Daerah Sesuai dengan Peraturan|{dengan Majelis Pendidikan Daerah Sesuaildengan Majelis Pendidikan Daerah Sesuai dengan
Perundang-Undangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
1 01 08 7.02 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh
Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai|Terkelolanya TDBH Migas untuk MembiayailJumlah Dokumen Pengelolaan TDBH Migas
1 01 08 7.02 01 |Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan|Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan|untuk Membiayai Program dan Kegiatan| Dokumen
Aceh Aceh Pembangunan Pendidikan Aceh
Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai|Terkelolanya Dana Otsus untuk Membiayai LI\I/Iur::SP D(.)kumergrPe?greiolaan ](Zi)a;la OtsuKs uiniui
1 01 08 7.02 02 |Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan|Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan cmbayat ogra an | calara Dokumen
. . . . Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah
Alokasi Pemerintah Aceh Alokasi Pemerintah Aceh Aceh
Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan|Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non|Jumlah Satuan Pendidikan Formal dan Satuan
1 01 08 7.02 03 |Non Formal bagi Satuan Pendidikan yang|Formal yang Menerima Pembiayaan dari|Pendidikan Non Formal yang Menerima Pendidikan

Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh

Pembiayaan dari Pemerintah Aceh
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. . Terlaksananya Pemberian Bantuan|Jumlah Satuan Pendidikan yang Menerima
Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk . .
L Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan|{Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan
Madrasah dan Satuan Pendidikan yang 1. . . 1. .
. Pendidikan yang Diselenggarakan oleh|Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Satuan
1 01 08 7.02 04 [Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan . 4 . . . 4 . ] . ‘3
s . . . Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi|Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai| Pendidikan
Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Ketentuan .
Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-|dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Peraturan Perundang-Undangan
Undangan Undangan
1 01 08 703 Penyt.ele.nggaraan Kurikulum dan Pengajaran
Pendidikan Aceh
Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk|Tersusunnya Kurikulum Aceh yang Islami untuk|{Jumlah Kurikulum Aceh yang Islami untuk
1 01 08 7.03 01 |Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan|Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan|Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan| Dokumen
Menengah Menengah Menengah yang Tersusun
Pencawasan Kurikulum Pendidikan Asama pada Terlaksananya Pengawasan Kurikulum|Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum
1 01 08 7.03 02 & g P Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan|Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan| Dokumen
Sekolah Umum dan Madrasah
Madrasah Madrasah
. . . . . . . Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Satuan
01 08 7.03 03 |Impl Kurikulum Aceh Isl T 1 Kurikulum Aceh Isl
mplementasi Kurikulum Aceh yang Islami erimplementasi Kurikulum Aceh yang Islami Kurikulum Aceh yang Islami Pendidikan
Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga
1 01 08 7.04
Kependidikan Pendidikan Aceh
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaca Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidik dan|Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1 01 08 7.04 01 gxat . _-enag Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan|Dayah Salafiah dan Diniyah yang Meningkat Orang
Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah .. .
Diniyah Kompetensinya
Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan|Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap|Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada
1 01 08 7 04 02 Penghargaan dan Perlindungan kepada Pendidik|Satuan Pendidikan yang Memperoleh|Setiap Satuan Pendidikan yang Memperoleh Oran
’ dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan|Peningkatan Kesejahteraan, Mendapatkan|Peningkatan Kesejahteraan, Mendapatkan &
Pendidikan Penghargaan dan Perlindungan Penghargaan dan Perlindungan
1 01 08 705 Penyelenggfslr'aan Penjaminan dan Pengendalian
Mutu Pendidikan Aceh
Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses|Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah yang|Jumlah Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah
1 01 08 7.05 01 |Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada|Berskala Provinsi Menerima Biaya|yang Berskala Provinsi Menerima Biaya| Peserta Didik

Sekolah/Madrasah yang Berskala Provinsi

Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar

Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar
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Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan|{Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan|{Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Satuan
1 01 08 7.05 02 |[Dasar dan Pendidikan Menengah untuk|Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi|Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pendidikan
Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh
1 01 08 705 03 Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh|Satuan Pendidikan di Aceh yang Terevaluasi|Jumlah Satuan Pendidikan di Aceh yang Satuan
’ pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh Pencapaian Standar Pendidikannya Terevaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya Pendidikan
o . s Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus|{Jumlah Pendidikan Menengah dan Pendidikan
Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh . S . . s )
. o yang Telah Dilakukan Penilaian Terkait|Khusus yang Telah Dilakukan Penilaian Terkait Satuan
1 01 08 7.05 04 |dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan . s 1 . 1 - 1
L s Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan|Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan| Pendidikan
Menengah dan Pendidikan Khusus .. ..
Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1 02 02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
1 02 02 101 Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP
' Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Pembaneunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio|Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio
1 02 02 1.01 01 Prasarariéa Pendukunenva Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk|Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Unit
gy Minimal 1:1000 Minimal 1:1000
i . i . Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang .
1 02 02 1.01 02 |Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya Dibangun Unit
Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan|Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana,
Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM/|Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai
1 02 02 101 03 |Pengembangan Rumah Sakit agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah|Standar Jenis Pelayanan Rumah  Sakit Unit

Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang
Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah
Penduduk Minimal 1:1000

Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi
Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk
Minimal 1:1000
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Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang|Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang
1 02 02 1.01 04 |Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan|Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Unit
dan SDM agar Sesuai Standar dan SDM agar Sesuai Standar
1 02 02 1.01 05 |Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Terlaksananya Pengembangan Rumah Dinas Jljlrnlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Unit
Tenaga Kesehatan Dilakukan Pengembangan
Pengembangan Pendekatan Pelayanan|Terlaksananya Pengembangan Pendekatan|Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan
1 02 02 101 06 Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan|Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan|Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Lavanan
’ Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan|Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan|Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang ¥
Berbasis Telemedicine, dll) Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) Dilakukan Pengembangan
Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas|Terlaksananya Pengembangan Unit{Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
1 02 02 1.01 07 |[Kesehatan Regional/ Regional =~ Maintainance |Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan|Regional/Regional Maintainance Center yang Unit
Center Regional/Regional Maintainance Center Dilakukan Pengembangan
e s . e Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan|Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang
1 02 02 1.01 08 EZ::E;%;iSLain:az Pemeliharaan Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada|Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Unit
y Fasilitas Kesehatan Lainnya Prasarana dan Alat Kesehatan
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Keschatan
1 02 02 1.01 09 [Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Y . ’ yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Unit
dan Alat Kesehatan Rumah Sakit .
oleh Rumah Sakit
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang|Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang|Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik .
1 02 02 1.01 10 , e . o . . Unit
Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan
1 02 02 101 11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan|Tersedianya Sarana di Fasilitas Layanan|{Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan Unit
) Kesehatan Kesehatan yvang Disediakan
1 02 02 101 12 Pengadaaaan Prasarana  Fasilitas Layanan|Tersedianya Prasarana  Fasilitas Layanan|Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan Unit
) Kesehatan Kesehatan yang Disediakan
Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat|Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit
. . . Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan|Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan .
1 02 02 1.01 13 |P P lih Alat Kal
engadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Fasilitas Kesehatan Regional/Regional [Regional/Regional Maintainance Center yang Unit
Maintainance Center Disediakan dan Dipelihara
. . . . . . Lo . [Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei,
1 02 02 101 14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei,|Tersedianya Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Paket

Handuk dan Habis Pakai Lainnya)

Handuk dan Habis Pakai Lainnya)

Disediakan
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Pencadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat{Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan
1 02 02 1.01 15 & . Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium|Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Unit
Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan .
Kesehatan Dipelihara
1 02 02 101 16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional|Tersedianya Barang Penunjang Operasional{Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Unit
’ Rumah Sakit Rumah Sakit Sakit yang Disediakan
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Terp.ehharar}}fa Alat Kesehatan/Alat Penunjang Jurrhllhah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medlk ‘
1 02 02 1.01 17 . s Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai|Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Unit
Medik Fasilitas Layanan Kesehatan .
Standar Sesuai Standar
1 02 02 101 18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan|Terpeliharanya  Sarana  Fasilitas Layanan|Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Unit
’ Kesehatan Kesehatan Dipelihara
1 02 02 101 19 Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan|Terpeliharanya Prasarana Fasilitas Layanan|{Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan Unit
) Kesehatan Kesehatan vang Dipelihara
Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh|Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan
. .. . . Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)|(Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh
1 02 02 1.01 20 EZ:ZE;Z?IH Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Melalui Pelayanan Telemedicine untuk|Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine Unit
Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang|untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan
Berkualitas vang Berkualitas
Distribusi  Alat Kesehatan, Obat, Vaksin,|Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat,|Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan,
1 02 02 1.01 21 |Makanan dan Minuman serta Fasilitas|Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas|Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta| Dokumen
Kesehatan Lainnya Kesehatan Lainnya Fasilitas Kesehatan Lainnya
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan|Tersedianya Obat, Vaksin, Makanan dan Jumlah Ob%?’ Vaksin, Makanan d.a n Minuman
1 02 02 1.01 22 . .- . . o . serta  Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Paket
Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Disediakan
Distribusi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ke|Terlaksananya Distribusi Bahan Medis Habis|Jumlah Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang
1 02 02 1.01 23 . e . Paket
Kabupaten/Kota Pakai (BMHP) ke Kabupaten/Kota Didistribusikan ke Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui|Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Jlfl.mlah Ke.l uarga yang Sudah Dikunjungi dan
1 02 02 1.01 24 . . . Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga keluarga
Pendekatan Keluarga Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga
Kesehatan Puskesmas
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP
1 02 02 1.02 Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat

Daerah Provinsi
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Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Terllaksananya Pengelolaan Pelaya‘m.an Kesehatan|Jumlah Penduduk yang Mendapa.ltl.qan Layanan
. . bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan|Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan
1 02 02 1.02 01 |Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat| - . . . Orang
. Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana|Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
Bencana dan/atau Berpotensi Bencana .. . o .
Provinsi Sesuai Standar Provinsi Sesuai Standar
. 1 P k M ki L:
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi|Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan i::;}?i anem::iiu Kg’r?;li ; Ii:i?;:; asuarayggzz
1 02 02 1.02 02 |Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa|bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa L. P J Orang
.. . Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
(KLB) (KLB) Provinsi Sesuai Standar .
Sesuai Standar
1 02 02 1.02 03 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tbu dan Anak Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan|Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Dokumen
Ibu dan Anak Kesehatan Ibu dan Anak
Terlak Pel Keseh i 1 Dok Hasil P lol Pel
1 02 02 1.02 04 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif cra sa'nanya clayanan eschatan  Usia|Jumlah Do gmen as% cngelotaan relayanan)  pokumen
Produktif Kesehatan Usia Produktif
1 02 02 1.02 05 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Teljlaksar}anya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan|Jumlah Dokgmen .Hasﬂ Pengelolaan Pelayanan Dokumen
Usia Lanjut Kesehatan Usia Lanjut
1 02 02 1.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Te'ﬂaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan|Jumlah Dok'u.rnen Hasil Pengelolaan Pelayanan Dokumen
Masyarakat Gizi Masyarakat Kesehatan Gizi Masyarakat
1 02 02 1.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan TerlAaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan|Jumlah Doku@en Hasil Pengelolaan Pelayanan Dokumen
Olahraga Kerja dan Olahraga Kesehatan Kerja dan Olahraga
Terlak P lol Pel Keseh 1 Dok Hasil P 1ol Pel
1 02 02 1.02 08 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan ‘.Sr aksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan|Jumlah Do .umen ast Fengelolaan Felayanan! - pokumen
Lingkungan Kesehatan Lingkungan
1 02 02 1.02 09 |Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah. Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Dokumen
Kesehatan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal,|Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional,|Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan
1 02 02 1.02 10 |Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional|Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional|Kesehatan Tradisional, @Akupuntur, Asuhan| Dokumen
Lainnya Lainnya Mandiri dan Tradisional Lainnya
1 02 02 1.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit|Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan|Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Dokumen
’ Menular dan Tidak Menular Penyakit Menular dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Terlak P lol Pel Keseh 1 Dok Hasil P 1ol Pel
1 02 02 1.02 12 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji erlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan|Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Dokumen

Haji

Kesehatan Haji
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Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan|Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan
1 02 02 1.02 13 . . Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan| Dokumen
Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) .
Jiwa (ODMK)
1 02 02 1.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan|Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan|Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Oran
’ Kecanduan NAPZA bagi Penyalahguna NAPZA Rehabilitasi Medis &
Terlak P lol Pel Keseh lah Dok Hasil P lol Pel
1 02 02 1.02 15 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus erlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan|Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Dokumen
Khusus Kesehatan Khusus
1 02 02 1.02 16 |Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan|Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Dokumen
Masyarakat Kesehatan Masyarakat
1 Dok Hasil P lol il
1 02 02 1.02 17 |Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan \I]{:Is?al'?:tano umen Hasil Pengelolaan Surveilans Dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM|Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan Jl,lmlah. ]Z?okumen Hasil Koordma& dan
1 02 02 1.02 18 . . . . Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan| Dokumen
Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota .
Lintas Kabupaten/Kota
1 02 02 1.02 19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan|Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan|Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Dokumen
Kesehatan Kesehatan Upaya Pelayanan Kesehatan
Verifikasi dan Penilaian Kelavakan Puskesmas Terverifikasi dan  Terlaksananya Penilaian|Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian
1 02 02 1.02 20 © . . ¥ Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi|Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi| Dokumen
untuk Registrasi Puskesmas
Puskesmas Puskesmas
Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca|Terlaksananya Investigasi Lanjutan Kejadian|Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan
1 02 02 1.02 21 |Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh|lkutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat|Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian| Dokumen
Kabupaten/Kota Massal oleh Kabupaten/Kota Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
i R h
1 02 02 1.02 22 |Operasional Pelayanan Rumah Sakit Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit élalgiah Dokumen Operasional Pelayanan Ruma Dokumen
Tersedianya dan Terkelolanya Public Safety|Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia,
1 02 02 1.02 23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan|Center (PSC 119) yang Terintegrasi dengan|Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit Unit
’ Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan|dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Terpadu (SPGDT)
1 02 02 1.02 24 |Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik Terlaksananya Pengelolaan Rujukan dan Rujuk|Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Dokumen

Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
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1 02 02 1.02 25 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit|Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial{Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB Paket
’ Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional KLB ke Lab Rujukan/Nasional ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan €
1 02 02 1.02 26 |Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Terlaksananya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Jll,lr'nlah .]Z?okumen Hasil Upaya Pengurangan Dokumen
Kesehatan Risiko Krisis Kesehatan
1 02 02 1.02 27 |Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Pendampingan Fasilitas[Jumlah  Dokumen Pendampingan Fasilitas Dokumen
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan
. " Jumlah  Dokumen  Pengelolaan  Penelitian
1 02 02 1.02 28 |[Pengelolaan Penelitian Kesehatan Terkelolanya Penelitian Kesehatan Kesehatan Dokumen
Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat|Terlaksananya Penilaian / Appraisal Sarana Jumlah  Dokumen  Hasil Penilaian/Appraisal
1 02 02 1.02 29 Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca| Dokumen
Kesehatan Pasca Bencana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana Bencana
1 02 02 1.03 Penyelenggaraan .Slstem Informasi Kesehatan
Secara Terintegrasi
1 02 02 1.03 01 |Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi|Jumlah .Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Dokumen
Kesehatan Informasi Kesehatan
1 02 02 1.03 02 |Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi|Jumlah .Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Dokumen
Kesehatan Informasi Kesehatan
1 02 02 1.03 03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi|Tersedianya Alat/Perangkat Sistem Informasi|Jumlah  Alat/Perangkat Sistem Informasi Unit
’ Kesehatan dan Jaringan Internet Kesehatan dan Jaringan Internet Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan|Tersedianya Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas|Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas
1 02 02 1.04 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah|Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan,|Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi Unit
Provinsi Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya dan Ditindaklanjuti Perizinannya
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak . . . .
1 02 02 1.04 01 |Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Jurr_llah Rumah  Sakit yang Melakukan Unit
e Standar Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan|Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan
1 02 02 1.04 02 [Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran|Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Unit
Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan
1 02 02 1.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas

Kesehatan
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1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN
1 02 03 1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
' Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
. |Terpenuhinya Kebutuhan  Sumber Daya|Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang
P h K h D. M
1 02 03 1.01 01 K:;ﬂiasn ebutuhan Sumber Daya Manusia Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan|Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Orang
Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar |Kesehatan (Fasyankes)
1 02 03 101 02 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya|Terlaksananya Distribusi dan Pemerataan{Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Oran
’ Manusia Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Terdistribusi g
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
1 02 03 1.02 Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber|Terlaksana  Peningkatan  Kompetensi dan|{Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan
1 02 03 1.02 01 R o . K R K . . Orang
Daya Manusia Kesehatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat
1 02 03 1.02 02 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya|Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan|Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Dokumen
’ Manusia Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi
1 02 04 1.01 (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat
Kesehatan (PAK)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak|Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan|Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang
1 02 04 1.01 01 [Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan|serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF|Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Sarana
Cabang PAK Cabang dan Cabang PAK Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan|Tersedianya Data Perizinan Pengakuan PBF[Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang
1 02 04 1.01 02 |Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK|Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan|yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha| Dokumen
Berbasis Elektronik Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik [dan Cabang PAK Berbasis Elektronik
1 02 04 1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional

(UKOT)
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Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak|Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan gﬁz fdh alilngr?ha dalfleCﬂDigv}iZZi Trg:;j;gnalrazaii
1 02 04 1.02 01 [Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat|serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil . . . . g. Sarana
Tradisional Obat Tradisional Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin
Usaha Kecil Obat Tradisional
P.enyed1aan 'dan Pengelolaan ]?ata Perizinan dgn Tersedianya Dokumen Hasil Dat'a. Sarana UKQT Jumlah Dokumen Hasil Data Sarana UKOT yang
1 02 04 1.02 02 |Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis|yang Sudah Menerapkan Perizinan Berbasis .. . . Dokumen
. . Sudah Menerapkan Perizinan Berbasis Elektronik
Elektronik Elektronik
1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
1 02 05 1.01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas
Sektor Tingkat Daerah Provinsi
Peningkatan  Upaya  Advokasi  Kesehatan,|Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan,|[Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan,
1 02 05 101 01 Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran|Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran|Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Dokumen
serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat|serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat|serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Provinsi Daerah Provinsi Daerah Provinsi
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi
1 02 05 1.02 (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam
rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Provinsi
1 02 05 1.02 01 Penyelenggaraan  Promosi Kesehatan dan|Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan|Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Dokumen
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Penumbuhan  Kesadaran Keluarga dalam|Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran|Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran
1 02 05 1.02 02 Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan|Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan|dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Dokumen
Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup|Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan|dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku
Bersih dan Sehat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Hidup Bersih dan Sehat
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
1 02 05 1.03 Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Tingkat Daerah Provinsi
1 02 05 1.03 01 |Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi|[Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Dokumen

UKBM

Supervisi UKBM
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1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
(SDA)
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman
1 03 02 1.01 Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen|Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen|Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen
1 03 02 101 01 Lingkungan Hidup untuk Konstruksi|Lingkungan Hidup untuk Konstruksi|Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan,
' . ) Dokumen
Bendungan, Embung, dan Bangunan|Bendungan, Embung, dan Bangunan|Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Penampung Air Lainnva Penampung Air Lainnva vang Disusun
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen|Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen|Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen
1 03 02 1.01 02 |Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah|Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah|Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah| Dokumen
dan Air Baku dan Air Baku dan Air Baku vang Disusun
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen|Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen|Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen
1 03 02 101 03 Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali|Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali|Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Dokumen
Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan|Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman|Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman
Pengaman Pantai Pantai Pantai
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA|Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA|Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS
1 03 02 1.01 04 L L L . Dokumen
WS Kewenangan Provinsi WS Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi yang Disusun
1 03 02 1.01 05 |Pembangunan Bendungan Terbangunnya Bendungan Jumlah Bendungan yang Dibangun Bendungan
1 03 02 1.01 06 Pembangunan Embung dan Penampung Air|Terbangunnya Embung dan Penampung Air{Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya Unit
Lainnya Lainnya yang Dibangun
1 03 02 1.01 07 |Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku |Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku é?gi lrzj:u:umur Air Tanah untuk Air Baku yang Titik
1 03 02 1.01 08 |Pembangunan Unit Air Baku Terbangunnya Unit Air Baku Panjang Unit Air Baku yang Dibangun KM
1 03 02 1.01 09 |Pembangunan Tanggul Sungai Terbangunnya Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun KM
1 03 02 1.01 10 |Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing PD?;li ir;:in Bangunan  Perkuatan Tebing yang KM
1 03 02 101 11 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali|Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendalil[Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Unit
Banijir Banjir yang Dibangun
1 03 02 1.01 12 [Pembangunan Kanal Banjir Terbangunnya Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang Dibangun KM
1 03 02 1.01 13 |Pembangunan Stasiun Pompa Banjir Terbangunnya Stasiun Pompa Banjir Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun Unit
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1 03 02 1.01 14 |Pembangunan Polder/Kolam Retensi Terbangunnya Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun Unit
03 02 1.01 15 |Pembangunan Bangunan Sabo Terbangunnya Bangunan Sabo Jumlah Bangunan Sabo yang Dibangun Unit
1 03 02 1.01 16 |Pembangunan Check Dam Terbangunnya Check Dam Jumlah Check Dam yang Dibangun Unit
1 03 02 1.01 17 |Pembangunan Breakwater Terbangunnya Breakwater Panjang Breakwater yang Dibangun KM
1 03 02 101 18 Pembangunan Seawall dan Bangunan|Terbangunnya Seawall dan Bangunan |Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai KM
) Pengaman Pantai Lainnya Pengaman Pantai Lainnya Lainnya yang Dibangun
1 03 02 101 19 Pembangunan Flood Forecasting And Warning|Terbangunnya Flood Forecasting And Warning|Jumlah Flood Forecasting And Warning System Unit
’ System (FEFWS) System (FFWS) (FFWS) yang Dibangun
1 03 02 1.01 20 |Rehabilitasi Bendungan Terehabilitasinya Bendungan Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi Bendungan
1 03 02 101 21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air|Terehabilitasinya Embung dan Penampungan Air|[Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya Unit
) Lainnya Lainnya yang Direhabilitasi
1 03 02 1.01 22 |Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku Terehabilitasinya Sumur Air Tanah untuk Air Jl}mlahﬁumur Air Tanah untuk Air Baku yang Titik
Baku Direhabilitasi
1 03 02 1.01 23 |Rehabilitasi Unit Air Baku Terehabilitasinya Unit Air Baku Panjang Unit Air Baku yang Direhabilitasi KM
1 03 02 1.01 24 |Rehabilitasi Tanggul Sungai Terehabilitasinya Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi KM
1 03 02 1.01 25 |Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Terehabilitasinya Bangunan Perkuatan Tebing PDail;léizﬁﬂitaB;ngunan Perkuatan  Tebing  yang KM
1 03 02 1.01 26 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali|Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung PengendalilJumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Unit
) Banjir Banjir yang Direhabilitasi
1 03 02 1.01 27 |Rehabilitasi Kanal Banjir Terehabilitasinya Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi KM
1 03 02 1.01 28 |Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir Terehabilitasinya Stasiun Pompa Banjir Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi Unit
1 03 02 1.01 29 [Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi Terehabilitasinya Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi Unit
1 03 02 1.01 30 |Rehabilitasi Bangunan Sabo Terehabilitasinya Bangunan Sabo Jumlah Bangunan Sabo yang Direhabilitasi Unit
1 03 02 1.01 31 |Rehabilitasi Check Dam Terehabilitasinya Check Dam Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi Unit
1 03 02 1.01 32 |Rehabilitasi Breakwater Terehabilitasinya Breakwater Panjang Breakwater yang Direhabilitasi KM
1 03 02 101 33 Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman|Terehabilitasinya Seawall dan  Bangunan|Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai KM
) Pantai Lainnya Pengaman Pantai Lainnya Lainnya yang Direhabilitasi
1 03 02 1.01 34 |Peningkatan Tanggul Sungai Meningkatnya Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan KM
; Tebi
1 03 02 1.01 35 |Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing PD?trllJn a;rll{gatkaB;ngunan Perkuatan ebing  yang KM
1 03 02 101 36 Peningkatan Pintu Air/Bendung PengendalilMeningkatnya Pintu Air/Bendung Pengendalil[Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Unit

Banjir

Banjir

yang Ditingkatkan
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1 03 02 1.01 37 |Peningkatan Kanal Banjir Meningkatnya Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan KM
1 03 02 1.01 38 |Peningkatan Stasiun Pompa Banjir Meningkatnya Stasiun Pompa Banjir Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan Unit
1 03 02 1.01 39 [Peningkatan Polder/Kolam Retensi Meningkatnya Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan Unit
1 03 02 1.01 40 |Peningkatan Bangunan Sabo Meningkatnya Bangunan Sabo Jumlah Bangunan Sabo yang Ditingkatkan Unit
1 03 02 1.01 41 |Peningkatan Check Dam Meningkatnya Check Dam Jumlah Check Dam yang Ditingkatkan Unit
1 03 02 1.01 42 |Peningkatan Breakwater Meningkatnya Breakwater Panjang Breakwater yang Ditingkatkan KM
1 03 02 1.01 43 Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman|Meningkatnya Seawall dan Terbangunanya|Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai KM
’ Pantai Lainnya Pengaman Pantai Lainnya Lainnya yang Ditingkatkan
1 03 02 101 44 Peningkatan Flood Forecasting And Warning |Meningkatnya Flood Forecasting And Warning [Jumlah Flood Forecasting And Warning System Unit
) System (FFWS) System (FFWS) (FFWS) vang Ditingkatkan
1 03 02 1.01 45 |Revitalisasi Danau Terlaksananya'l Re.v1taillsa31 Danau dan Jumlah Da.nal';l da.n Penampung Air Alami Lainnya Unit
Penampung Air Alami Lainnya yang Direvitalisasi
1 03 02 1.01 46 |Normalisasi/Restorasi Sungai Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi KM
1 03 02 1.01 47 Pembangunan Insfrastruktur untuk Melindungi|Terbangunnya Infrastruktur untuk Melindungi{Jumlah infrastruktur untuk Melindungi Mata Air Unit
) Mata Air Mata Air yang Dibangun
1 03 02 1.01 48 |[Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Beroperasi dan Terpeliharanya Bendungan L];?;r;iillqaraBendungan yang Dioperasikan dan Bendungan
1 03 02 101 49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan|Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan{Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya Unit
) Penampung Air Lainnya Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara
1 03 02 101 50 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah|Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Air Tanah|Jumlah Sumur Air Tanah Untuk Air Baku yang Titik
) Untuk Air Baku Untuk Air Baku Dioperasikan dan Dipelihara
1 03 02 1.01 51 |Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku Beroperasi dan Terpeliharanya Embung Air Baku ‘];?;zfﬁlaimbung Air Baku yang Dioperasikan dan Unit
1 03 02 1.01 52 |Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku Beroperasi dan Terpeliharanya Unit Air Baku E?;Je ?ill}lir:mt Air Baku yang Dioperasikan dan KM
1 03 02 1.01 53 Opera§1 dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai Pa}n_]alng Tanggul dan Tebing Sungai yang KM
Sungai Dipelihara
1 03 02 1.01 54 |Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir Beroperasi dan Terpeliharanya Kanal Banjir E?;Je ill}lgaraKanal Banjir yang Dioperasikan dan KM
1 03 02 101 55 |Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa|Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan Unit

Banjir

dan Dipelihara
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1 03 02 101 56 |Operasi dan Pemeliharaan Polder,/Kolam Retensi Berope.ra51 dan Terpeliharanya Polder/Kolam Jumla.h P.older/ Kolam Retensi yang Dioperasikan Unit
Retensi dan Dipelihara
1 03 02 1.01 57 |Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo Terpeliharanya Bangunan Sabo Jumlah Bangunan Sabo yang Dipelihara Unit
1 03 02 1.01 58 |Operasi dan Pemeliharaan Check Dam Terpeliharanya Check Dam Jumlah Check Dam yang Dipelihara Unit
1 03 02 101 59 Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall |Terpeliharanya Breakwater/ Seawall dan|Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan KM
’ dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS|Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air|[Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi
1 03 02 1.01 60 .. . . . .. Dokumen
Kewenangan Provinsi WS Kewenangan Provinsi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
. Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan|Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan o o
1 03 02 1.01 61 . Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan|Kewenangan  Provinsi yang Dibina dan Lembaga
Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi .. .
Provinsi Diberdayakan
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Tersusunnya Evaluasi dan Rekomendasi Teknis|Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi
1 03 02 1.01 62 .. (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan|Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS| Dokumen
Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi . o .
Provinsi Kewenangan Provinsi yang Disusun
Koordinasi dan  Sinkronisasi Peningkatan|Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi|Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA
1 03 02 1.01 63 |[Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA|Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan|Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Lembaga
Kewenangan Provinsi SDA Kewenangan Provinsi Kapasitasnya
1 03 02 101 64 |Operasi dan Pemeliharaan Danau Terpghhgranya Danau, Situ dan Penampung Air JuTnlah Danau,. Sl.tu dan Penampung Air Alami Unit
Alami Lainnya Lainnya yang Dipelihara
1 03 02 1.01 65 |Operasi dan Pemeliharaan Sungai Terpeliharanya Sungai Panjang Sungai yang Dipelihara KM
1 03 02 101 66 Operasi dan Pemeliharaan Insfrastruktur untuk|Terpeliharanya Infrastruktur untuk Melindungi{Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air Unit
) Melindungi Mata Air Mata Air yang Dipelihara
1 03 02 3.01 67 |Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Tersedianya Air Bersih dan Sanitasi Jumlah Air Bersih dan Sanitasi yang Tersedia Unit
1 03 02 4.01 68 |Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Tersedianya Air Bersih dan Sanitasi Jumlah Air Bersih dan Sanitasi yang Tersedia Unit
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
1 03 02 1.02 Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang

Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
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Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen|Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen|Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen
1 03 02 1.02 01 |Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan|Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan|Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan| Dokumen
Rawa Rawa Rawa yang Tersusun
1 03 02 1.02 02 |Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan E?,:Ja ir;in Jaringan  Irigasi  Permukaan  yang KM
1 03 02 1.02 03 |Pembangunan Bendung Irigasi Terbangunnya Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun Bendung
1 03 02 1.02 04 |Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun KM
1 03 02 1.02 05 |Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak Terbangunnya Jaringan Irigasi Tambak Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun KM
i Irigasi Air Tanah "
1 03 02 1.02 06 |Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah |Terbangunnya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah ;;T;Z lliiélufumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Titik
. L . S Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang
1 03 02 1.02 07 |Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Terbangunnya Jaringan Irigasi Air Tanah Dibangun KM
. . Iricasi P Kk
1 03 02 1.02 08 |Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan Par,l'] ang Jaringan  Irigasi crmukaan  yang KM
Ditingkatkan
1 03 02 1.02 09 |Peningkatan Bendung Irigasi Meningkatnya Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan Bendung
1 03 02 1.02 10 |Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Meningkatnya Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan KM
j i Irigasi  T: k
1 03 02 1.02 11 |Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak Meningkatnya Jaringan Irigasi Tambak Psimr'l_]ang Jaringan rgast amba yang KM
Ditingkatkan
i igasi Air Tanah "
1 03 02 1.02 12 |Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah |Meningkatnya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah é?tﬂzlﬁaiﬁur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Titik
j i Irigasi Air Tanah
1 03 02 1.02 13 |Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah Meningkatnya Jaringan Irigasi Air Tanah Pa,lr,l'] ang Jaringan - lrigasi r ana yang KM
Ditingkatkan
- - —— K
1 03 02 1.02 14 |Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan E?gizgﬂit:;rmgan Irigasi  Permukaan  yang KM
1 03 02 1.02 15 [Rehabilitasi Bendung Irigasi Terehabilitasinya Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi Bendung
1 03 02 1.02 16 |Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi KM
: ; —— bak
1 03 02 1.02 17 |Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Tambak Panjang ~ Jaringan  Irigasi  Tamba yang KM

Direhabilitasi
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1 03 02 1.02 18 |Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Terehabilitasinya Sumur Jaringan Irigasi Air Jlrlmlah.Sun.lur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Titik
Tanah Direhabilitasi
1 03 02 1.02 19 |Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Air Tanah Pa'tn_] ang | Ja'rlngan Irigasi  Air  Tanah  yang KM
Direhabilitasi
1 03 02 1.02 20 Koordmas%, Sinkronisasi ~ dan  Pelaksanaan Terlaksananya Konservasi Kawasan Rawa Jumlah Kawasan Rawa yang Dikonservasi Kawasan
Konservasi Kawasan Rawa
1 03 02 1.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi|{Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi|Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang KM
’ Permukaan Permukaan Dioperasikan dan Dipelihara
1 03 02 1.02 22 |Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi él:;r;iilllarfendung Irigasi yang Beroperasi dan Bendung
1 03 02 1.02 23 |Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Panjar'lg J'arlngan Irigasi Rawa yang Dioperasikan KM
Rawa dan Dipelihara
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi|{Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi|Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang
1 03 02 1.02 24 . . L KM
Tambak Tambak Dioperasikan dan Dipelihara
Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan|Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi|Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang .
1 03 02 1.02 25 S . . . Lo Titik
Irigasi Air Tanah Air Tanah Dioperasikan dan Dipelihara
1 03 02 1.02 26 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air{Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi|Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang KM
) Tanah Air Tanah Dioperasikan dan Dipelihara
1 03 02 1.02 27 |Operasional Unit Pengelola Irigasi ﬁf;:;era& dan  Berfungsinya Unit Pengelola Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan Unit
. +. . . |Terlaksananya Daerah Irigasi yang Mengelola|Jumlah  Daerah Irigasi yang Mengelola
1 03 02 1.02 28
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air DI
1 03 02 1.02 29 Koord%nas1, Sinkronisasi dan  Pelaksanaan Terpeliharanya Kawasan Rawa Jumlah Kawasan Rawa yang Dipelihara Kawasan
Pemeliharaan Kawasan Rawa
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1 03 03 PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
1 03 03 1.01 Penyediaan  Air Minum  (SPAM) Lintas
Kabupaten/Kota
1 03 03 101 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan|Tersusunnya Kebijakan dan Strategi|{Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Dokumen

Teknis SPAM

Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota

SPAM
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Supervisi Terselenggaranya supervisi dalam|Jumlah Konsultasi Supervisi
1 03 03 1.01 02 |Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaika |Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimali |Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalis Dokumen
n SPAM sasi SPAM Regional asi SPAM Regional
1 03 03 1.01 03 |Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan |Terbangunnya SPAM Regional Kapasitas Pembangunan SPAM Regional Liter/Detik
1 03 03 1.01 04 |Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Meningkatnya Kapasitas SPAM Regional Kapasitas Peningkatan SPAM Regional Liter/Detik
. . . Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui
1 03 03 1.01 05
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Meluasnya Layanan SPAM Regional Perluasan SPAM Regional SR
. . . . L . Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui
1 03 03 1.01 06 [P k. PAM P T 1 PAM R 1 R
erbaikan S Jaringan Perpipaan eroptimalisasinya S egiona optimalisasi SPAM Regional S
1 03 03 101 07 Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional|Terfasilitasinya Kerjasama antar PenyelenggaralJumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Kab/Kota
) Lintas Kabupaten/Kota SPAM fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM
1 03 03 1.01 08 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan|Meningkatnya kelembagaan pelaksanalJumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Kab/Kota
’ Pengelolaan SPAM Provinsi penyelenggaraan SPAM Provinsi pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM
1 03 03 101 09 Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas|Beroperasi dan Terpeliharanya SPAM Lintas{Jumlah wunit SPAM yang beroperasi dan Unit
) Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota terpelihara
Survei dan Investigasi untuk Pengembangan|Tersedianya Data dan Informasi Pengembangan|Jumlah Data dan Informasi Pengembangan SPAM
1 03 03 1.01 10 . . . Dokumen
SPAM Lintas Kabupaten/Kota SPAM Lintas Kabupaten/Kota Lintas Kabupaten/Kota
1 03 03 1.01 11 Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM/|Tersedianya Lahan untuk Pengembangan SPAM |Luas Lahan yang Disediakan untuk Ha
’ Lintas Kabupaten/Kota Lintas Kabupaten/Kota Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
1 03 03 101 12 Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas T.erbentuknya Badan Usaha Pengelola SPAM nglah Badan Usaha Pengelola SPAM yang Badan Usaha
Kabupaten/Kota Lintas Kabupaten/Kota dibentuk
1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
1 03 04 101 Pengembangan . Sistem dan Pengelolaan
Persampahan Regional
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan|Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan|Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis
1 03 04 1.01 01 |Teknis Sistem  Pengelolaan Persampahan|Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan|Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan| Dokumen
TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi Provinsi yang Disusun
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ | Terlaksananya Supervisi|Jumlah Konsultasi Supervisi
1 03 04 1.01 02 |Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan|Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Dokumen
Provinsi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi
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1 03 04 101 03 Pembangunan  TPA/TPST/SPA  Kewenangan|Terbangunnya TPA/TPST/SPA  Kewenangan|Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh Rumah
’ Provinsi Provinsi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi Tangga
1 03 04 1.01 04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan [Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA Kewenangan|Jumlah TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi Unit
’ Provinsi Provinsi yang Dilakukan Optimalisasi
- - Jumlah Rumah langga yang teflayanl oleh
P k TPA/TPST/SPA K M k TPA/TPST/SPA K R h
1 03 | 04 | 1.01| o5 |Peningkatan /TPST/S ewenangan Meningkatnya /TPST/S ewenangan| . hingkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi uma
Provinsi Provinsi o Tttt s Tangga
. . Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang .
1 03 04 1.01 06 |Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan |Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan Disediakan Unit
1 03 04 101 07 Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas|Terfasilitasinya Kerja Sama Persampahan Lintas nglah Dokumen Kerja Sama Persampahan Dokumen
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Lintas Kabupaten/Kota
Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan|Terlaksananya Pembinaan Teknis dan|Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Kelompok
1 03 04 1.01 08 |Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur|Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan|Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam P
) Masyarakat
Persampahan Persampahan bagi Kelompok Masyarakat Pengelolaan Persampahan
1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1 03 05 1.01 P.engelolaan cla.m Pe.ngembangan Sistem Air
Limbah Domestik Regional
1 03 05 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan|Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan|Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis Dokumen
’ Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik |Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik |sistem Air Limbah domestik yang Tersusun oxume
Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
1 03 05 1.01 02 |(PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana|Penyediaan Prasarana Cubluk Jumlah Unit Prasarana Cubluk yang Disediakan Unit
Cubluk
1 03 05 101 03 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah|Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Limbah[Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Rumah
’ Domestik Terpusat Domestik Terpusat Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Tangga
Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sistem|Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Jurlnlah. Rgmal’,l Tangga yang terlaye}nl rr}elalul Rumah
1 03 05 1.01 04 L . . . . . optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah
Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Limbah Domestik Regional . Tangga
Domestik Terpusat
Supervisi Terlaksananya Konsultasi Supervisi . ..
e . e . Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/
1 03 05 101 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perlua |[Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perlua Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem| Dokumen

san Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusat

san Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusat

Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
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Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Meningkatnya Kapasitas Ke}ompok Masyarakat Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan
. . dengan melakukan Pembinaan Teknis dan . . Kelompok
1 03 05 1.01 06 [Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat
. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan . . Masyarakat
Domestik S . dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
Air Limbah Domestik
Pengembangan SDM dan Kelembagaan Meningkatnya kualitas SDM da}'l Jumlah personil yang mendapatkan
1 03 05 1.01 07 Pencelolaan Air Limbah Domestik Penguatan/Pembentukan Lembaga Pengelola Air|pengembangan SDM dan kelembagaan Orang
g Limbah Domestik pengelolaan Air Limbah Domestik
Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah|Terfasilitasinya Kabupaten/Kota dalam Kerja Jumlah Doku@en . Fasilitasi Kega Sama
1 03 05 1.01 08 S s . Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas| Dokumen
Domestik Lintas Kabupaten/Kota Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik
Kabupaten/Kota
1 03 05 101 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan|Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem|Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Unit
’ Air Limbah Domestik Pengelolaan Air Limbah Domestik Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara
1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas
1 03 06 1.01 .
Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis
Provinsi
1 03 06 101 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan|Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan|Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Dokumen
) Teknis Sistem Drainase Perkotaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Sistem Drainase Perkotaan
Supervisi Terlaksananya Konsultasi Supervisi|Jumlah Konsultasi Supervisi
1 03 06 1.01 02 |Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem|Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem|Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem| Dokumen
Drainase Perkotaan Drainase Perkotaan Drainase Perkotaan
. . Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan
M k K Kel
1 03 06 1.01 03 |Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan eninglkatny 2 apasrcas elembagaan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Orang
Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan .
Drainase Perkotaan
. . . . . . Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang .
1 03 06 1.01 04 |Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan Tersedianya Sistem Drainase Perkotaan - Unit
Disediakan
Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana|Tersedianya Drainase Perkotaan dan SaranalJumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana .
1 03 06 1.01 05 . . Unit
Pendukungnya Pendukungnya Pendukung Lainnya yang Disediakan
1 03 06 1.01 06 |[Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Unit

Terpelihara
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1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Penyelenggaraan Infrastruktur pada
1 03 07 1.01 Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
Provinsi
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur|Terbangunnya dan Berkembangnya Sistem|Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Sistermn
1 03 07 1.01 01 |Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis|Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di|Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan .
.. . .. . . .. Jaringan
Daerah Provinsi Kawasan Strategis Daerah Provinsi di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur|Terpeliharanya Sistem Jaringan Prasarana dan{Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Sistermn
1 03 07 1.01 02 |Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis|Sarana Permukiman di Kawasan Strategis|Permukiman di Kawasan Strategis Daerah .
.. . o i Jaringan
Daerah Provinsi Daerah Provinsi Provinsi yang Dipelihara
. Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian . .
Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur| . . Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana .
. . . |Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana . . . .. Sistem
1 03 07 1.01 03 |Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis . . . .|Permukiman di Kawasan Strategi Daerah Provinsi .
o Permukiman di Kawasan Permukiman di . ; Jaringan
Daerah Provinsi . . yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian
Kawasan Strategis Daerah Provinsi
Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Jumla}q Peserta yang Mengikuti Peningkatan
: . . |Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan|Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan
1 03 07 1.01 04 |Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis . . . . . Orang
. Permukiman di Kawasan Strategis Daerah|Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan
Daerah Provinsi .. . .
Provinsi Strategis Daerah Provinsi
1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan
1 03 08 1.01 Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah
Provinsi
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan ’;Z;Si:lansr;i a d:flren;iﬁ:g};aataiem%a;ngun:ar; Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan,
1 03 08 1.01 01 |Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk & g1 Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung| Dokumen

Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah
Provinsi

untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
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Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan|Terlaksananya Rehabilitasi, Renovasi dan|Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan
1 03 08 1.01 02 |[Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah|Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan|Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Unit
Provinsi Strategis Daerah Provinsi Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai
. . 1 B k K i
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung|Terpeliharanya Bangunan Gedung untuk Jum ah angunan Gedu'n g' untu ep.entmgan .
1 03 08 1.01 03 . . o . . .. Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Unit
untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Kepentingan Strategis Daerah Provinsi .
Pemeliharaan
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan|Terlaksananya Konsultasi Bantuan Teknis|Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis
1 03 08 1.01 04 |Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis|Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk|Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk| Dokumen
Provinsi Kepentingan Strategis Provinsi Kepentingan Strategis Provinsi
. . . Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah
Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan|Terlaksananya Identfikasi dan  Penetapan .. . e
Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan .
1 03 08 1.01 05 |Bangunan Gedung Cagar Budaya yang|Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Penetapan  sebagai  Cacar  Budava an Unit
Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi . p. £ & o4 yang
Dilestarikan
Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik|Terlaksananya Konsultasi Bantuan Teknis bagi|Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis bagi
1 03 08 1.01 06 |Bangunan Gedung Cagar Budaya yang|Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar|Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar| Dokumen
Ditetapkan Tingkat Provinsi Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi
Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif Terlaksa.n.anya .Pemberlan Kompe.nsash Insentif{Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola
i dan Disinsentif Kepada Pemilik, Pengguna,(Bangunan Gedung Cagar Budaya yang
1 03 08 1.01 07 |kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola . . Pengelola
dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar{Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan
Bangunan Gedung Cagar Budaya .. .
Budava Disinsentif
. . Terlaksananya Pembinaan Teknis|Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan
Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada|Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedun
1 03 08 6.01 08 |[Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Y &8 su g p Y g8 g1 g Orang
Penyelenggara Bangunan Gedung, dan|kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan
Gedung, dan Masyarakat
Masvarakat Masvarakat
1 03 08 101 09 Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo)|Terdaftarnya Huruf Daftar Nomor (HDNo)[Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Unit
) Bangunan Gedung Negara Bangunan Gedung Negara Huruf Daftar Nomor (HDNo)
1 03 08 1.01 10 |Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara Terlaksananya Pengelolaan Rumah Negara ;1;:;1121 Dokumen  Hasil Pengelolaan  Rumah Dokumen
1 03 08 101 11 Pényelfzngggraan Penerbitan dan Perpanjangan Tfersed}anyg Penerbitan dan Perpanjangan Jl}mlah .Llsen51 Arsitek yang Diterbitkan dan Dokumen
Lisensi Arsitek Lisensi Arsitek Diperpanjang
1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN

LINGKUNGANNYA
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Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
1 03 09 1.01 Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah
Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan|Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan|Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis
Teknis Sistem Penataan Bangunan  dan|Teknis Sistem Penataan Bangunan dan|Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di
1 03 09 1.01 01 . . . . . . . s . Dokumen
Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah|Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah|Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas
Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun
1 isi P P lih
Tertata/Terpeliharanya Kawasan Cagar Budaya Jumlah SuperYls1 enatfian/ cmerharaan
.. . .. . .. Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar
Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan|dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, L .
1 03 09 1.01 02 . . . Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan| Kawasan
dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan . . .
. . Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional
Kawasan Strategis Lainnya . .
dan Kawasan Strategis Lainnya
Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Jumlah Penataan Bangunan dan ngkunga}n di
.. . Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional
. Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, . e .
1 03 09 1.01 03 |Penataan Bangunan dan Lingkungan M . Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Kawasan
Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan . X
. . . Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis
Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya .
Lainnva
Terpeliharanya Bangunan dan Lingkungan|Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional{di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional
1 03 09 1.01 04 |Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan|Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Kawasan
Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan|Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis
Strategis Lainnva Lainnva
. . 1 P Mengikuti Meningk:
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan|Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Juma.h eserta yang engtkuti eningkatan
1 03 09 6.01 05 . . Kapasitas Masyarakat dalam Penataan Bangunan Orang
Bangunan dan Lingkungan Penataan Bangunan dan Lingkungan .
dan Lingkungan
. . Meningkatnya Kapasitas Pemerintah|Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan
Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan . .
1 03 09 1.01 06 . . Kabupaten/Kota dalam Penataan Bangunan dan|Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah| Dokumen
Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota .
Lingkungan Kab/Kota
Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan Terlaksananya Monitoring|Jumlah Dokumen Monitoring
1 03 09 1.01 07 orng gl Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan|Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan| Dokumen
dan Lingkungan . .
Lingkungan Lingkungan
1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
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1 03 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi|Terlaksananya Advis dan Layanan Teknis,[Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan
1 03 10 101 01 Pengembangan Jaringan Jalan serta|Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan|Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Dokumen
’ Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan|Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan|Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan
Jembatan Terkelolanya Pengendalian Pengendalian
1 03 10 1.01 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Tersedianya Lahan untuk Penyelenggaraan Jalan Luas Lahan yang Tersedia untuk M=
Penyelenggaraan Jalan Penyelenggaraan Jalan
1 03 10 1.01 03 |Pengelolaan Leger Jalan Tersusunnya Dokumen Leger Jalan Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan Dokumen
1 03 10 101 04 |Survey Kondisi Jalan/Jembatan Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi|Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Dokumen
Jalan/Jembatan Jalan/Jembatan
1 03 10 1.01 05 |Pembangunan Jalan Terbangunnya Jalan Panjang Jalan yang Dibangun KM
1 03 10 1.01 06 |[Pelebaran Jalan Menuju Standar Meningkatnya Lebar Jalan Menuju Standar g?:ljl Zr;% Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju KM
1 03 10 101 07 |Pelebaran Jalan Menambah Lajur Me.mngkatnya Lebar Jalan Dengan Menambah|Panjang Jalan. yang Dilakukan Pelebaran Dengan KM
Lajur Menambah Lajur
1 03 10 1.01 08 [Rekonstruksi Jalan Terlaksananya Rekonstruksi Jalan Ezlniing Jalan yang Dilakukan = Rekonstruksi KM
1 03 10 1.01 09 |Rehabilitasi Jalan Terlaksananya Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi KM
1 03 10 1.01 10 |Pemeliharaan Berkala Jalan Terpeliharanya Jalan Secara Berkala Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan KM
Secara Berkala
1 03 10 1.01 11 |Pemeliharaan Rutin Jalan Terpeliharanya Jalan Secara Rutin Panjang J.a lan yang Dilakukan Pemeliharaan KM
Secara Rutin
1 03 10 1.01 12 |Pembangunan Jembatan Terbangunnya Jembatan Panjang Jembatan yang Dibangun M
1 03 10 1.01 13 |Pembangunan Flyover Terbangunnya Flyover Panjang Flyover yang Dibangun M
1 03 10 1.01 14 |Pembangunan Underpass Terbangunnya Underpass Panjang Underpass yang Dibangun M
1 03 10 1.01 15 |Pembangunan Terowongan/ Tunnel Terbangunnya Terowongan/ Tunnel Panjang Terowongan/Tunnel yang Dibangun M
1 03 10 1.01 16 |Penggantian Jembatan Tergantinya Jembatan Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian M
1 03 10 1.01 17 |Pelebaran Jembatan Terlaksananya Pelebaran Jembatan Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran M
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1 03 10 1.01 18 |Rehabilitasi Jembatan Terehabilitasinya Jembatan Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi M
1 03 10 1.01 19 |Pemeliharaan Rutin Jembatan Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin Panjang Je.m batan yang Dilakukan Pemeliharaan M
Secara Rutin
1 03 10 1.01 20 |Pemeliharaan Berkala Jembatan Terpeliharanya Jembatan Secara Berkala Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan M
Secara Berkala
Terehabilitasinya/Terekonstruksinya Jalan dan|Panjang Jalan dan Jembatan yang
1 03 10 1.01 21
Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat Jembatan Akibat Bencana Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana KM
1 03 10 1.01 29 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan|Terpantaunya dan Terevaluasinya|Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Dokumen
’ Jalan/Jembatan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
1 03 10 101 23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan |Terlaksananya Pengawasan Teknis|Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Dokumen
Jalan/Jembatan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI
1 03 11 101 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli
Konstruksi
1 03 11 101 01 Penyiapan Training Need Assessment (TNA)|Tersedianya Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja|Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Dokumen
’ Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli
. Tersedianya Instruktur/Asesor/Pelaksana .
1 03 11 1.01 02 Peny%apan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jumlah In.struktur/ As<?sor/ Ffelaks'ana Pelatlhgn Orang
Pelatihan . Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli
Jabatan Ahli
1 03 11 101 03 Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan|Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan|{Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Dokumen
’ Tenaga Ahli Konstruksi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli |Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli
. . . |Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja|Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi
1 03 11 1.01 04
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan Orang
1 03 11 101 05 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan|Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan|Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Dokumen
) Pemberdayaan Jasa Konstruksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi
1 03 11 101 06 |Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja|Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Orang

Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli

Jabatan Ahli yang Tersertifikasi
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1 03 11 1.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas|Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan|Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Oran
’ Kelembagaan Konstruksi Konstruksi Kapasitas Kelembagaan Konstruksi &
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Terlaksananya Pemantauan dan  Evaluasi|[Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi
1 03 11 1.01 08 Tenaca Ahli Konstruksi & Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi{Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi| Dokumen
& Kualifikasi Jabatan Ahli Kualifikasi Jabatan Ahli
1 03 11 1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa
’ Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa|Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem|Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan
1 03 11 1.02 01 . > , . . . . Laporan
Konstruksi Informasi Jasa Konstruksi Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi
Penvediaan Peranckat Pendukun Lavanan Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan|Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari
1 03 11 1.02 02 ol . & . & 4 Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi{Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa| Dokumen
Informasi Jasa Konstruksi . .
Jasa Konstruksi Konstruksi
1 03 11 1.02 03 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan|Terselenggaranya Pembinaan Pengelolaan|Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Oran
’ Kapasitas Administrator SIPJAKI SIPJAKI Pengelolaan SIPJAKI &
Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang|Tersedianya Data dan Informasi Proyek Bidang|Jumlah Dokumen Hasil Data dan Infromasi
1 03 11 1.02 04 |PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema|PUPR yang Dapat Dilaksanakan Dengan Skema|Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan| Dokumen
KPDBU KPDBU Dengan Skema KPDBU
1 03 11 1.02 05 |Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Tersedianya D'atal' dan Informasi Jasa Konstruksi|Jumlah Data' d'an Infromasi Jasa Konstruksi Dokumen
Cakupan Provinsi Cakupan Provinsi
1 03 11 1.03 Kebijakan Khu‘sus Terhadap Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi
Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus|Tersedianya NSPK Kebijakan Khusus|Jumlah NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan
1 03 11 1.03 01 |Penyelenggaraan Jasa  Konstruksi Sesuai|Penyelenggaraan Jasa  Konstruksi Sesuai|Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-| Dokumen
Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan Undangan
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Terlaksananytet Pengawasan dan Evaluasi Tert%b Jumlah Lap01ran Pengawasan dan Evaluasi Tert{b
. Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib|Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib
1 03 11 1.03 02 |Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa . . Laporan
- . Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD|Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD
Konstruksi pada APBD Provinsi o .
Provinsi Provinsi
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Terlaksanany..a Pengawasan dan Evaluasi Tert%b Jumlah Lapor.an Pengawasan dan Evaluasi Tert%b
. Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib|Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib
1 03 11 1.03 03 |Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa . . . . Laporan
; . Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas{Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas
Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota
Kab /Kota Kab /Kota
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1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN
RUANG
1 03 12 1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
’ Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
. . . . . .|Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi|Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi . .
1 03 12 1.01 01 .. . Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW| Dokumen
dan Penetapan RTRW Provinsi dan Penetapan RTRW Provinsi L.
Provinsi
1 03 12 101 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi|Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi{Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Dokumen
’ dan Penetapan RRTR Provinsi dan Penetapan RRTR Provinsi Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi
1 03 12 1.01 03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan|Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan|Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain Dokumen
’ Penataan Ruang Penataan Ruang selain RTRW Provinsi RTRW Provinsi
C .. Terlaksananya  Sosialisasi  Kebijakan  dan|Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- . ;
1 03 12 1.01 04 . Peraturan Perundang-Undangan Bidang|Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan| Dokumen
Undangan Bidang Penataan Ruang
Penataan Ruang Ruang
1 03 12 1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata
Ruang
1 03 12 1.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW|Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi{Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen
’ Provinsi Penyusunan RTRW Provinsi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR|Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi|Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
1 03 12 1.02 02 o A .. Dokumen
Provinsi Penyusunan RRTR Provinsi Penyusunan RRTR Provinsi
Evaluasi Rancanean Peraturan Daerah tentan Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan|Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan
1 03 12 1.02 03 & &|Daerah Tentang RTRW dan RRTR|Daerah Tentang RTRW dan RRTR| Dokumen
RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan|Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan|Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan
1 03 12 1.02 04 Laporan
Ruang Tanggung Jawab Masyarakat Tanggung Jawab Masyarakat
1 03 12 1.03 Koordinasi d.an.Smkromsam Pemanfataan Ruang
Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi|Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
1 03 12 1.03 01 &|Pemanfaatan Ruang wuntuk Investasi dan|Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan| Dokumen

untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah
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1 03 12 1.03 02 |Sistem Informasi Penataan Ruang Tgrsedlanya Datf':l dan Informasi yang Dihasilkan nglah Data da.n Informasi yang Dihasilkan dari Dokumen
Sistem Informasi Penataan Ruang Sistem Informasi Penataan Ruang
1 03 12 6.03 03 |Pengelolaan Kawasan Khusus Tersedianya Dokumen Tentang Pengelolaan|Jumlah Dokumen Tentang Pengelolaan Kawasan Dokumen
Kawasan Khusus Khusus
1 03 12 1.04 Koordinasi dan SlnkromsaS{ Pengendahan
Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
. . . N . ..|Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi{Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif . . . . . . . . . .
1 03 12 1.04 01 .. R Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang|Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang| Dokumen
dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
Penataan Ruang Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi|Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
1 03 12 1.04 02 . Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang|Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang| Dokumen
Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
Penataan Ruang Penataan Ruang
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik|Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan . . L s .
1 K D P k P
1 03 12 1.04 03 |Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan|Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil \lzllén;ihSi ;S(E;Ny;)n ]§i daﬁanl;geﬁztaae;lﬁi;n ceawal
Ruang (PPNS) Bidang Penataan Ruang g p g g Kasus
1 03 12 1.04 04 |Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan|Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Dokumen
Ruang Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN
1 03 13 KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA
RUANG
1 03 13 5.01 Perencanaan Tata lelang Satuan Ruang Strategis
Kasultanan dan Kadipaten
P R Rinci T: R
cayusiinan hencana inct ata Ruang pada Tersusunnya Dokumen dan Laporan RTBL pada|Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis
1 03 13 5.01 01 [Satuan Ruang strategis Kasultanan dan . . . Dokumen
Kadipaten Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten Kesultanan dan Kadipaten
P.enyusunan Rencana Tata Bapgunan dan|Tersusunnya Dokumen dan. Laporan Rencana Jumlah Dokumen Rencana Induk pada Ruang
1 03 13 5.01 02 |Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan|Induk Pada Ruang Strategis Kesultanan dan . . Dokumen
- . Strategis Kesultanan dan Kadipaten
dan Kadipaten Kadipaten
Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk|Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk
Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang . .
1 03 13 5.01 03 . . Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan|{Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan| Dokumen
Strategis Kasultanan dan Kadipaten . ;
Kadipaten Kadipaten
1 03 13 5.01 04 |Penetapan RTR KSP DIY
1 03 13 501 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata|Terlaksananya Perencanaan Program/Kegiatan|Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen

Ruang

Urusan Tata Ruang

Program /Kegiatan Urusan Tata Ruang
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1 03 13 5.01 06 |Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang Terlaksananya Penyebarluasan Informasi|Jumlah Laporan Penyebarluasan Informasi Laporan
Rencana Tata Ruang Rencana Tata Ruang
1 03 13 5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis
Kasultanan dan Kadipaten
Pemanfaatan Ruane Satuan Ruang Stratesis Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan|Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan
1 03 13 5.02 01 . g & & Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan{Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan| Dokumen
Sumbu Filosofis . .
Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis|Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan|{Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan
1 03 13 5.02 02 . . . . . Dokumen
Pantai Selatan Ruang Strategis Pantai Selatan Ruang Strategis Pantai Selatan
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis|Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan|{Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan
1 03 13 5.02 03 . . Dokumen
Karst Gunung Sewu Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Ruang Strategis Karst Gunung Sewu
1 03 13 5.02 04 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis|Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan|{Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Dokumen
’ Perbukitan Menoreh Ruang Strategis Perbukitan Menoreh Ruang Strategis Perbukitan Menoreh
Pemanfaatan Ruane Satuan Ruane Stratesis Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan|Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan
1 03 13 5.02 05 g . g i Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-RajajRuang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja| Dokumen
Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri . .. ) .
Mataram di Imogiri Mataram di Imogiri
. |Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan|Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis . . . .
1 03 13 5.02 06 . - Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-|Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-| Dokumen
Kawasan Candi Prambanan-Candi [jo o .
Candi Ijo Candi Jjo
1 03 13 5.02 07 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Terlaksananya. Pemanfaatan Ruang Satuan|Jumlah Doku.men Pemanfaatan Ruang Satuan Dokumen
Kotabaru Ruang Strategis Kotabaru Ruang Strategis Kotabaru
1 03 13 5.02 08 Peman.faatan Ruang Satuan Ruang Strategis Terlaksananya. Pemal}faatan Ruang Satuan|Jumlah Doku_men Pemanfaatan Ruang Satuan Dokumen
Merapi Ruang Strategis Merapi Ruang Strategis
1 03 13 5.02 09 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis|Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan|Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Dokumen
’ Kotagede Ruang Strategis Kawasan Kotagede Ruang Strategis Kawasan Kotagede
1 03 13 5.02 10 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis|Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan|Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Dokumen
’ Pantai Samas-Parangtritis Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis
1 03 13 5.02 11 Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-|Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Kawasan|Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Dokumen

Wates

Kiskendo-Sermo Wates

Kiskendo-Sermowates
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Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis|Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan|{Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan
1 03 13 5.02 12 . . Dokumen
Kawasan Kerto-Pleret Ruang Strategis Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret
1 03 13 5.02 13 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis|Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan|{Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Dokumen
’ Pantai Selatan Kulon Progo Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Terlaksananya. Pemanfaatan  Ruang = Satuan Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan
1 03 13 5.02 14 Ruang Strategis . Dokumen
Karaton Ruang Strategis Karaton
Karaton
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis|Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan|{Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan
1 03 13 5.02 15 . . . . . Dokumen
Sokoliman Ruang Strategis Sokoliman Ruang Strategis Sokoliman
1 03 13 5.02 16 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis|Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan|{Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Dokumen
’ Puro Pakualaman Ruang Strategis Puro Pakualaman Ruang Strategis Puro Pakualaman
1 03 13 5.02 17 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis|Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan|{Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Dokumen
’ Makam Girindo Ruang Strategis Makam Girindo Ruang Strategis Makam Girindo
1 03 13 5.02 18 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis|Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan|{Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Dokumen
’ Pantai Selatan Gunungkidul Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul
1 03 13 5.02 19 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis|Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan|Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Dokumen
’ Masjid Pathok Nagoro Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro
1 03 13 5.03 Pengendalian Peman.faatan Penataan Ruang
Satuan Ruang Strategis
1 03 13 503 01 |Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan|Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Dokumen
Penataan Ruang Penataan Ruang
1 03 13 5.04 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan
Tata Ruang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung|Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana|Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana
1 03 13 5.04 01 |Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan|Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan|dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan| Dokumen
Tata Ruang Urusan Tata Ruang Keistimewaan Urusan Tata Ruang
1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
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1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1 04 02 1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah
’ Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
. . . . Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi|Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan . . . ;
1 04 02 1.01 01 . . .|Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi|Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena| Dokumen
Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi . e . e
Terkena Relokasi Program Provinsi Relokasi Program Provinsi
1 04 02 1.01 02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai|Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial|Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial Dokumen
’ Lokasi Relokasi Perumahan sebagai Lokasi Relokasi Perumahan sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Tersusunnya. D.okumen Data Rumah Korban Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana
1 04 02 1.01 03 Lo . Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum|_ . . . Dokumen
Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Tertangani Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Tersusunnya Dokumen DaFa Rumah Terkena Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena
1 04 02 1.01 04 Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan . Dokumen
Bencana Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah
Rumah
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi|Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen DatalJumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah
1 04 02 1.01 05 |Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi|Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana|bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi| Dokumen
Program Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi Program Provinsi yang Terverifikasi
1 04 02 1.01 06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat,|Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik|Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Dokumen
’ Rumah Susun dan Rumah Khusus Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus |Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan
1 04 02 1.02 Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau
Relokasi Program Provinsi
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan|Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan|{Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti
1 04 02 1.02 01 |Rehabilitasi Rumah kepada|Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada|Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Orang
Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
. . . C . . Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang
1§ Mek P Hak|T Mek P H
1 04 02 1.02 02 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak|Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian Hak Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Orang

Atas Tanah dan Bangunan

atas Tanah dan Bangunan

Bangunan
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Sosialisasi Pengembanean Perumahan Baru dan Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan|Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi
1 04 02 1.02 03 Mekanisame Alfses Perimahan KPR-FLPP Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-|(Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Orang
FLPP Akses Perumahan KPR-FLPP
1 04 02 1.02 04 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim|Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim|Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, Oran
’ Pendamping dan Fasilitator Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih &
1 04 02 1.02 05 Rembug Warga untuk Menentukan Calon|Tersusunnya Dokumen Data Calon Penerima|Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah Dokumen
’ Penerima Rumah bagi Korban Bencana Rumah bagi Korban Bencana Provinsi bagi Korban Bencana Provinsi oxume
Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan|Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan|Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan
1 04 02 1.02 06 . . . Dokumen
Jenis Pelayanan Berdasarkan Jenis Layanan Berdasarkan Jenis Layanan
1 04 02 1.03 Pembangunan dan Rc.ehablhtam Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1 04 02 1.03 01 |Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Terehab.lhtasmya Rumah bagi Korban Bencana Jumlah.l.?urr.lah Korban Bencana Provinsi yang Unit Rumah
Provinsi Terehabilitasi
Penyusunan  Site Plan danj/atau  Detail Ters.usur%nya Slte Plan d.an/ atau  Detail Jurr.llah Site Plan c.ian/ atau Detail Engineering
. . . . Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban|Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana
1 04 02 1.03 02 [Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban .. . o . Dokumen
. . Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi{Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program
Bencana atau Relokasi Program Provinsi .. o
Program Provinsi Provinsi
Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Rumah|Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan
1 04 02 1.03 03 EznigiiiSZnL];:j?arﬁantuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Tidak Berada|Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Tidak Ha
g dalam Lokasi yang Sama (Eksitu) Berada dalam Lokasi yang Sama (Eksitu)
1 04 02 1.03 04 |Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Terb_angunnya Rumah bagi Korban Bencana|Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi Unit Rumah
Provinsi yang Terbangun
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Terbangunnya Rumah Khusus Beserta PSU bag? Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU ba}gl Korban .
1 04 02 1.03 05 . . . |Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi|Bencana atau yang Terkena Relokasi Program| Unit Rumah
Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi .. .
Program Provinsi Provinsi yang Terbangun
Operasional dan Pemeliharaan Linekunean Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di|Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program
1 04 02 1.03 06 p . _g . & Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi|Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan| Unit Rumah
Perumahan pada Relokasi Program Provinsi .. .
Program Provinsi Pemeliharaan
1 04 02 1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi

Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
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. . Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Korban|Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban . . .
1 04 02 1.04 01 o . .. |Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasilkepada Korban Bencana Provinsi atau yang Laporan
Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi .. . o
Program Provinsi Terkena Relokasi Program Provinsi
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi|Terlaksananya Penatausahaan Serah TerimalJumlah Dokumen Serah Terima Rumah kepada
1 04 02 1.04 02 |[Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program|Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau yang|Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena| Dokumen
Provinsi Terkena Relokasi Program Provinsi Relokasi Program Provinsi
1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan
1 04 03 1.01 Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah
15 (Lima Belas) Ha
Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di|Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di|Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya
1 04 03 1.01 01 . . . . Laporan
Permukiman Kumuh Permukiman Kumuh Masyarakat di Permukiman Kumuh
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Terlaksananya Penyadaran Publik Pencegghan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik
1 04 03 1.01 02 . Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman|Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Laporan
Berkembangnya Permukiman kumuh .
Kumuh Permukiman Kumuh
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian|Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi{Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan
1 04 03 1.01 03 |Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman|Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan|Sinkronisasi Pengendalian Penataan Laporan
Kembali Permukiman kumuh Permukiman Kumuh Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat|Terlaksananya Pembagian Rumah bagi|Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada
1 04 03 1.01 04 |Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan|Masyarakat Terdampak Program|Masyarakat Terdampak Program Laporan
Permukiman Kumuh Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi|Terlaksananya Penatausahaan Serah TerimalJumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi
1 04 03 1.01 05 |Masyarakat Terdampak Program|Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program|Masyarakat Terdampak Program| Dokumen
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat|Terlaksananya Pembagian Rumah bagi|Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada
1 04 03 1.01 06 |Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan|Masyarakat Terdampak Program|Masyarakat Terdampak Program Laporan

Permukiman Kumuh

Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
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Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi
Masyarakat Terdampak Program
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima
Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi
Masyarakat Terdampak Program
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

Dokumen

04

03

1.01

08

Penyusunan/Review/Legalisasi
Bidang PKP

Kebijakan

Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya
Bidang PKP

Kebijakan

Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang
Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi

Dokumen

04

03

1.01

09

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

dan Sinkronisasi
Perumahan dan

Terlaksananya Koordinasi
Penyelenggaraan  Urusan
Kawasan Permukiman

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan
dan Kawasan Permukiman

Laporan

04

03

1.01

10

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam
Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni
serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan
Rumah

Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga
dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak
Huni serta Kesadaran Hukum tentang
Kepemilikan Rumah

Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kesadaran
dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak
Huni serta  Kesadaran Hukum  tentang
Kepemilikan Rumah

Dokumen

04

03

1.02

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai
dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

04

03

1.02

01

Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan
Detail Engineering Design (DED)
Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di
Bawah 15 (Lima Belas) Ha

Tersusunnya Rencana Tapak (Site Plan) dan
Detail Engineering Design (DED)
Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di
Bawah 15 (Lima Belas) Ha

Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail
Engineering Design (DED)
Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di
Bawah 15 (Lima Belas) Ha

Dokumen

04

03

1.02

02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/
Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan
Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan
Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya
Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh)
Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan
Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan
Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk
Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas
10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15
(Lima Belas) Ha

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengendalian Penataan
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan
Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah
Tidak Layak Huni untuk Pencegahan
Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh)
Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

Laporan

04

03

1.02

03

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam
Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh)
Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas
10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15
(Lima Belas) Ha

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan
Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha
sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang
Diperbaiki

Unit Rumah
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Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10
(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima
Belas) Ha

Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan
Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha
sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan
Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha
sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

Dokumen

04

03

1.02

05

Koordinasi dan  Sinkronisasi
Penyelenggaraan

Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali
Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh)

Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

Pengendalian

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Penyelenggaraan
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di

Bawah 15 (Lima Belas) Ha

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di
Bawah 15 (Lima Belas) Ha

Laporan

04

03

1.02

06

Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal
Sementara bagi Masyarakat yang Terkena
Program Peremajaan Permukiman Kumuh
dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di
Bawah 15 (Lima Belas) Ha

Tersusunnya Dokumen Data  Masyarakat
Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal
Sementara bagi Masyarakat yang Terkena
Program Peremajaan Permukiman Kumuh
Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di
Bawah 15 (Lima Belas) Ha

Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima
Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara
bagi Masyarakat yang Terkena Program
Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10
(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima
Belas) Ha

Dokumen

04

03

1.02

07

Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/
Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas
10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15
(Lima Belas) Ha

Terlaksananya Pembangunan
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di
Bawah 15 (Lima Belas) Ha

Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10
(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima
Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar

04

04

PROGRAM PERUMAHAN
PERMUKIMAN KUMUH

DAN KAWASAN

Tidak Ada Kewenangan Provinsi

04

05

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM (PSU)

04

05

1.01

Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman

04

05

1.01

01

Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan
PSU Permukiman

Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU
Permukiman

Dokumen
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Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas|Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas[Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan
1 04 05 1.01 02 [Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi|Umum di Permukiman yang Menunjang Fungsi|Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Lokasi
Permukiman Permukiman Menunjang Fungsi Permukiman
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka|Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Jl.lmlah. ;aporan Hasil Koordinasi .dan
. o . Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan
1 04 05 1.01 03 [Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas|dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, . Laporan
. s . Prasarana, Sarana, dan  Utilitas Umum
Umum Permukiman dan Utilitas Umum Permukiman .
Permukiman
Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari|Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU|Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU
1 04 05 1.01 04 . . . . . . Laporan
Pengembang Permukiman dari Pengembang Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang
1 04 05 1.01 05 Kerja .Sama Penyediaan/Pengelolaan  PSU Terlaks'ananya Kerja ' Sama Jumlah. Dokumen Kerja. Sama Dokumen
Permukiman Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
1 04 06 SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN
REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan
Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan
1 04 06 1.01 Perencanaan Rumah serta Perencanaan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU
Tingkat Kemampuan Menengah
. . . . . Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi|Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan . . . . s L . . . . .
. . . . Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi|Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi
1 04 06 1.01 01 [Sertifikasi dan Registrasi Pengembang . e Laporan
. . Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi|Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi
Perumahan dengan Kualifikasi Menengah
Menengah Menengah
1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
1 05 02 1.01 Ketertiban Umum Lintas Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
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Ketenteraman dan
Deteksi Dini dan
dan Penyuluhan,

Pengamanan, dan

Pencegahan Gangguan
Ketertiban Umum Melalui
Cegah Dini, Pembinaan
Pelaksanaan Patroli,
Pengawalan

Terlaksananya Pencegahan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui
Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan

Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi
Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan
Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan
Pengawalan

Kasus

05

02

1.01

02

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan
Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Penindakan atas
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui
Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa

Terlaksananya Gangguan

Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan
Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang
Dilakukan Penindakan

Kasus

05

02

1.01

03

Koordinasi  Penyelenggaraan  Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tingkat Provinsi

Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan
Koordinasi  Penyelenggaraan  Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tingkat Provinsi

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi
Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat
Provinsi

Dokumen

05

02

1.01

04

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam
rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam
rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Jumlah  Dokumen yang Memuat Hasil
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam
rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dokumen

05

02

1.01

05

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi
Pamongpraja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas
yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM
Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat termasuk dalam
Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi

Manusia

Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan
Satuan Perlindungan Masyarakat yang
Ditingkatkan Kapasitasanya

Orang

05

02

1.01

06

Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan
dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja
Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam
Teknik Pencegahan Kejahatan

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama
Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik
Pencegahan Kejahatan

Dokumen

05

02

1.01

07

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tersedianya Sarana dan Prasarana

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan
Ketertiban Umum yang Tersedia

Unit

05

02

1.01

08

Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat

Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum
dan Ketenteraman Masyarakat

Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan
Dimutakhirkan

Dokumen

05

02

1.01

09

Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah

Tersedianya Pelayanan dalam rangka
Penyelesaian Dampak Penegakan Perda dan
Perkada

Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan
Perda dan Perkada yang Terlayani

Laporan
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1 05 02 1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Gubernur
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan|Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi
1 05 02 1.02 01 Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Laporan
Peraturan Gubernur Daerah dan Peraturan Gubernur
Gubernur
. lah L Hasil Pelak P
Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap|Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan J:;n ah ]{;ﬁ(;;?lnkanaSI ’I?efhaslzzaan Er;gz\fjizi
1 05 02 1.02 02 [Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan|Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan yang P b Laporan
Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur Daerah dan Peraturan Gubernur
Gubernur
Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran|Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1 05 02 1.02 03 Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernurfatas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Laporan
dan Peraturan Gubernur . .
Sesuai SOP Peraturan Gubernur Sesuai SOP
1 05 02 1.03 Peml.olnfelan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Provinsi
Terlak'sananya. Pengembangan dan Peningkatan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan
Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung ; .
. . . Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung
1 05 02 1.03 01 ([Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan . Laporan
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan
Perda Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS|Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan|Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan
1 05 02 1.03 02 Penegak Peraturan Daerah, Dukungan|oleh PPNS Penegak Perda. Pelaksanaan Sidang dilatas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dokumen
’ Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan|Tempat Operasional Sekretariat PPNS Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat
Sekretariat Bersama PPNS PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif
1 05 02 704 Pe.ngelolaan‘ Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah Aceh
. . Tersedianya Dokumen Program dan Kegiatan|Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan
Penyusunan Program dan Kegiatan Pembinaan . . . .
1 05 02 7.04 01 . Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat|Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam| Dokumen
dan Pengawasan Qanun Syariat Islam . . . .
Islam yang Disusun dan Ditetapkan yang Telah Disusun dan Ditetapkan
Operasionalisasi Penecakan. Pembinaan dan Terlaksananya  Operasionalisasi  Penegakan,|Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
1 05 02 7.04 02 P 8 ’ Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat|{Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Laporan

Pengawasan Qanun Syariat Islam

Islam

Svyariat Islam
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7.04

Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar
Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam

Terlaksananya Pengawasan yang Telah
Dilakukan Terhadap Masyarakat agar Mematuhi
dan Mentaati Qanun Syariat Islam

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan
yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat agar
Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam

Laporan

05

02

7.04

04

Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan
Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam

Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi
Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan
Syariat Islam yang Diselenggarakan

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan
dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-
Undangan Syariat Islam yang Diselenggarakan

Laporan

05

02

7.04

05

Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap
Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota

Terlaksananya  Konsultasi, Informasi dan
Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah
Kabupaten/Kota, yang Telah Dilaksanakan

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi,
Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul
Hisbah Kabupaten/Kota, yang Telah
Dilaksanakan

Laporan

05

02

7.04

06

Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah
Aceh dan Kabupaten/Kota

Terlaksananya Bimbingan Teknis yang
Dilaksanakan bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh
dan Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan
Teknis yang Dilaksanakan bagi Polisi Wilayatul
Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota

Laporan

05

02

7.04

07

Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
Berlaku

Terlaksananya Eksekusi Cambuk Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
Berlaku

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi
Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang Berlaku

Laporan

05

02

7.04

08

Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif,
Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka
Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat
Islam

Terlaksananya  Konsultasi dengan  Badan
Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait
dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan
Qanun Syariat Islam

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi
dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan
Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan
Pengawasan Qanun Syariat Islam

Laporan

05

02

7.04

09

Pemberdayaan untuk Penyelesaian Qanun
Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja
Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim

Terlaksananya  Pemberdayaan  Penyelesaian
Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi
Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan
Mukim

Jumlah laporan yang Memuat Hasil Penyelesaian
Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi
Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan
Mukim

Laporan

05

02

7.04

10

Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat
serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang
Bersifat Non Yustisi

Tersedianya Dokumen yang Memuat Laporan
dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan
Pelanggaran Qanun yang Bersifat Nonyustisi

Jumlah Dokumen yang Memuat Laporan dan
Pengaduan  Masyarakat serta Penanganan
Pelanggaran Qanun yang Bersifat Nonyustisi

Dokumen
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. . L Terlaksananya Koordinasi dengan Organisasi|[Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi
Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, .. . c .
.. Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan|dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi
Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya . .
1 05 02 7.04 11 . . . Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang|Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Laporan
Masyarakat di Bidang Pembinaan dan . . L )
. Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat{di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun
Pengawasan Qanun Syariat Islam .
Islam Svariat Islam
1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1 05 03 1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
1 05 03 1.01 01 |Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana Jljlmlal"l Df)kumen Kajian Risiko Bencana yang Dokumen
yang Sah dan Legal Dilegalisasi
Tersediannya  Personil untuk Mendukung
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi|Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan|Jumlah Orang yang Tersedia untuk
1 05 03 1.01 02 |(KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis|Kabupaten/Kota dalam Memberikan|Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana Orang
Bencana) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan|(Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota
Bencana Lintas Kabupaten/Kota
1 05 03 1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
1 05 03 1.02 01 |Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan|Jumlah Dokur.nen Rencana Penanggulangan Dokumen
Bencana yang Sah dan Legal Bencana yang Dilegalkan
Terlaksananya Dukungan Peningkatan
EZ:I algi?laI;tiir/lIﬁfriﬁginMiiaZﬁzir P;?:;:; Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di
1 05 03 1.02 02 |Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana pate . Y £8 Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Orang
dan Memberikan  Pelatihan Pencegahan dan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Mitigasi Bencana yang Dampak Kejadiannya & g
Berpotensi menjadi Urusan Provinsi
. . . Tersdianya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi|Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana . L . L
1 05 03 1.02 03 L dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan|dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan| Dokumen
Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Terhadap Bencana Terhadap Bencana
1 05 03 1.02 04 Penyediaan  Peralatan Perlindungan  dan|Tersedianya  Peralatan  Perlindungan  Diri|Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Unit

Kesiapsiagaan Bencana

Terhadap Bencana

Bencana
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Tersedianya Dokumen Analisis Risiko Bencana|Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada
1 05 03 1.02 05 [Pengelolaan Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai|Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko| Dokumen
Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana Tinggi Menimbulkan Bencana
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk|Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan|Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
1 05 03 1.02 06 L L o Kawasan
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
1 05 03 1.02 07 |Penanganan Pascabencana Provinsi
Meningkatnya Kemampuan Teknis dan|Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang
1 05 03 1.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat{Manajerial Personil TRC Tingkat Provinsi Dalam|Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Oran
’ (TRC) Bencana Melaksanakan Penanganan Awal Darurat|Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan &
Bencana Awal Darurat Bencana
1 05 03 1.02 09 |Penyusunan Rencana Kontijensi Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Dokumen
1 05 03 1.02 10 |Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Terlaksanar.lya% Gladl' .Ke51ap31agaan untuk Jun.ﬂah. Laporan Pelaksanaan Gladi Laporan
Bencana Prioritas Provinsi Kesiapsiagaan
1 05 03 1.02 11 Penyusunan Rencana Penanggulangan |Tersusunnya Dokumen Rencana|Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Dokumen
’ Kedaruratan Bencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) |[Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi
1 05 03 1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Bencana
1 05 03 1.03 01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa|Terlaksananya  Koordinasi  Respon Cepat|Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Respon Cepat Laporan
’ Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas P
1 L Pel R
1 05 03 1.03 02 |Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Jumlah Laporan  Pelaksanaan Respon  Cepat Laporan
Darurat Bencana
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan,
1 05 03 1.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban|{Menolong, maupun Memindahkan Korban|Jumlah Laporan Pelaksanaan  Pencarian, Laporan
’ Bencana Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang|Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana P
Aman
1 K B M k
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi|Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Jl.lm.ah . orb:?m. encana yang endapat an.
1 05 03 1.03 04 . Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Orang
Korban Bencana Evakuasi Korban Bencana
Korban Bencana
s Terlaksananya Pengerahan dan A
1 05 03 1.03 05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Laporan

Bencana

Bencana Tingkat Provinsi,

Komando Penanganan Darurat Bencana
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1 05 03 1.03 06 Respon Cepat Bencana Non ALam|Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam|Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Laporan
’ Epidemi/Wabah Penyakit Epidemi/Wabah Penyakit Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit po
1 05 03 1.04 Penataan  Sistem  Dasar  Penanggulangan
Bencana
. Tersedianya Regulasi Pendukung .
1 05 03 1.04 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jumlah Regulasi Pendukgng Penyelenggaraan Dokumen
Daerah Daerah Penanggulangan Bencana di Daerah
1 05 03 1.04 02 |Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan|Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Dokumen
Bencana Daerah Bencana Daerah
1 05 03 1.04 03 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan|Terlaksananya Kerja Sama Antar Lembaga dan|Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Dokumen
’ dalam Penanggulangan Bencana Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
1 05 03 1.04 04 Ezgiilgiia;mdan Pemanfaatan Sistem Informasi Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan Dokumen
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan . Jumlah  Laporan Hasil Pembinaan dan
.|Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan
1 05 03 1.04 05 [Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Laporan
. o . Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Wilayah Provinsi dan Bencana
Terlak Pelatih, Kel T 1 Kel Mengikuti Pelatih
1 05 03 1.04 06 |Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam craxsananya clatihan cluarga anggap|Jumlah cuarga yang engikuti - Pelatihan Keluarga
Bencana Alam Keluarga Tanggap Bencana Alam
Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan|Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca
L Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana|Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi
1 05 03 1.04 07 |P P B P Dok
changanan fasca behcana frovinst Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencanaldan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang oxumen
(R3P) Disusun
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
1 05 04 PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
1 05 04 1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana
Kebakaran
Penvediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Tersedianya  Dokumen  Informasi  Daerah|Jumlah Dokumen Informasi Daerah
1 05 04 1.01 01 Y (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta|(Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta| Dokumen

Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran

Rawan Kebakaran vang Sah dan Legal

Rawan Kebakaran vang Sah dan Legal
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o
N

Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk
Sistem Proteksi Kebakaran

Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem
Proteksi Kebakaran yang Sah dan Legal

Jumlah Dokumen Rencana Induk
Sistem Proteksi Kebakaran

Dokumen

05

04

1.01

03

Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi
dan Kabupaten/Kota

Laporan

05

04

1.01

04

Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi
Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan
Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non
Kebakaran

Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan
Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah
Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan
dalam Pencegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi
Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam
Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan

Dokumen

05

04

1.01

05

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan,
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung
Diri

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan,
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung
Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis
Terkait

Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia
untuk Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai
Standar Teknis Terkait

Unit

05

04

1.01

06

Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan,
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung
Diri

Tersedianya Dokumen secara Periodik
Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan
Prasarana Pencegahan, Penanggulangan
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara
Berkala, Sah, dan Legal

Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan,
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung
Diri

Dokumen

05

04

1.01

07

Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian
dan Pertolongan Terhadap Kondisi
Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan
Evakuasi

Tersedianya Dokumen Secara Periodik
Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan
Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap
Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan
dan Evakuasi

Jumlah Dokumen secara Periodik
Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian
dan Pertolongan terhadap Kondisi
Membahayakan  Manusia/Penyelamatan dan
Evakuasi

Dokumen

05

04

1.01

08

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan
Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian
dan Pertolongan Terhadap Kondisi
Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan
Evakuasi yang Sah dan Legal sesuai Standar
Teknis Terkait

Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian
dan Pertolongan terhadap Kondisi
Membahayakan  Manusia/Penyelamatan dan
Evakuasi

Unit
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Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan,
Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan
Kabupaten/Kota

Terlaksananya  Bimbingan  Teknis  Terkait
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Provinsi dan Kabupaten/Kota

Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non
Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Orang

05

04

1.01

10

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
Terkait Pencegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non
Kebakaran

Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi kepada Pemangku
Kepentingan dan Masyarakat terkait
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Melalui Media Sosial, Wahana Multi Media

Lainnva

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada
Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Dokumen

05

04

1.01

11

Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan
Kebakaran dan Penyelamatan Secara
Terintegrasi

Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi
Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa
Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara
Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang
Dimiliki oleh Kabupaten/Kota

Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem
Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan
Penyelamatan (SKIKP)

Kabupaten/Ko
ta

05

04

1.01

12

Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran
serta Penyelamatan

Data
serta

Tersedianya Dokumen yang Memuat
Kejadian dan Dampak Kebakaran
Penyelamatan vang Terintegrasi dan Valid

Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian
dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan

Dokumen

05

04

1.01

13

Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah
Tangga

Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap
Bencana Rumah Tangga

Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan
Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga

Keluarga

05

04

1.02

Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan,
Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non Kebakaran

05

04

1.02

01

Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan,
Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non Kebakaran

Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non
Kebakaran

Laporan

05

04

1.02

02

Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan,
Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non Kebakaran

Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non
Kebakaran

Laporan

06

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
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1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas
1 06 02 1.01 Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin|Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi{Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
1 06 02 1.01 01 |Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan|Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan|Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis| Dokumen
Uang atau Barang Pengumpulan Uang atau Barang Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
1 06 02 1.02 Perr}berdaygar} Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Provinsi
1 06 02 1.02 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial|Meningkatnya Kemampuan Potensi PekerjalJumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Oran
’ Masyarakat Kewenangan Provinsi Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi &
Peningkatan = Kemampuan Potensi Tenaga . . . Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
. . Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan .. .
1 06 02 1.02 02 |Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan . .. Kewenangan Provinsi yang Meningkat Orang
o Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi .
Provinsi Kapasitasnya
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber . . . .
M k K Kel K 1 Kel M kat K
1 06 02 1.02 03 |Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan en%ng. atnya Kapasitas Keluarga Kewenangan|Jumlah Ke uarga. ya}ng eningkat Kapasitasnya Keluarga
s Provinsi Kewenangan Provinsi
Provinsi
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber . . . . .
1 06 02 1.02 04 |Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Mer.ungkatnya Kapasﬁas Lgmbaga Kesejahteraan Jum.lah Lembaga Kesejahteraan Soswq yang Lembaga
o Sosial Kewenangan Provinsi Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi
Kewenangan Provinsi
1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA
MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
Pemulangan Warga Negara Migran Korban
1 06 03 101 Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah
’ Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah
Kabupaten /Kota Asal
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran|Terfasilitasinya Pemulangan Warga NegaralJumlah Warga Negara Migran Korban Tindak
1 06 03 101 01 Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di{Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik|Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi Oran
’ Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah|Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan|di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah &
Kabupaten/Kota Asal ke Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
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1 06 04 101 Rehab111ta51. Sosial Dasa.r Penyandang Disabilitas
TerlAntar di dalam Panti
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per|Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan
1 06 04 1.01 01 |Penyediaan Permakanan Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal{Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Orang
Kewenangan Provinsi Gizi Minimal Kewenangan Provinsi
. . . Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan
1 06 04 1.01 02 |[Penyediaan Sandang Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Orang
dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi s
Tahun Kewenangan Provinsi
1 06 04 101 03 |Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Orang yang Te.rak.ses Asrama Layak Huni|Jumlah Orang y@g T erakses Asrama Layak Huni Orang
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat|Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan
1 06 04 1.01 04 [Penyediaan Alat Bantu Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan|Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Orang
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
Terpenuhinya  Orang yang  Mendapatkan|Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan
1 06 04 1.01 05 |Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti|Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti|Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Orang
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Terlaksanany.a. Pemberian Bhlmbmgan Fisik, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,
1 06 04 1.01 06 . Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan|_ . . . e Orang
dan Sosial o Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
Provinsi
1 06 04 101 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-|Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas|Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari/ Oran
’ Hari Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi Hari Kewenangan Provinsi &
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Terpenuhinya Orang yang Membutuhkar% Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhar%
1 06 04 1.01 08 . L Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi|Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Orang
Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas . L. s .
Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi
4 Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses|Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke
Ak ke L P k Keseh
1 06 04 1.01 09 Da:j‘ ¢ Layanan Pendidikan dan Keschatan ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar|Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Orang
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
Terpenuhinya = Orang = yang  Mendapatkan Jumlah Oran ang Mendapatkan Pelayanan
1 06 04 1.01 10 |Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan & yang P ¥ Orang

Provinsi

Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi
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Terpenuhinya Orang yang  Mendapatkan
1 06 04 1.01 11 |Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Juml:.ﬂ? Qrang yang Mendapatkan .Pe.layanan Orang
Provinsi Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang|Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi|{Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi
1 06 04 1.01 12 |Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas|Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar|Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas| Dokumen
TerlAntar Penvandang Disabilitas TerlAntar TerlAntar
1 06 04 1.02 Rehab111tas1. Sosial Dasar Anak TerlAntar di
dalam Panti
1 06 04 1.02 01 |[Pengasuhan Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi Jumlah ~Anak  yang Mendgpfitkan Layanan Orang
Pengasuhan Kewenangan Provinsi
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per|Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan
1 06 04 1.02 02 [Penyediaan Makanan Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal|Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Orang
Kewenangan Provinsi Gizi Minimal Kewenangan Provinsi
. . . Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan
T P Kelengk L
1 06 04 1.02 03 |Penyediaan Sandang ersedianya Pakaian dan eeng apan annya Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Orang
dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi .
Tahun Kewenangan Provinsi
1 06 04 1.02 04 |Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Orang yang Te.rak.ses Asrama Layak HunilJumlah Orang yapg Terakses Asrama Layak Huni Orang
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
Terpenuhinya  Orang yang  Mendapatkan|Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan
1 06 04 1.02 05 |Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti|Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti|Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Orang
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Terlaksanany.a. Pemberian Bhlmbmgan Fisik, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,
1 06 04 1.02 06 . Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan|_ . . . . Orang
dan Sosial . Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
Provinsi
1 06 04 1.02 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-|Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas|Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari| Oran
’ Hari Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi Hari Kewenangan Provinsi &
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan|Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan
1 06 04 1.02 08 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor|Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk|{Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Oran
’ Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak |Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi|Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar &
Anak Terlsntar Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
4 . Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke
Ak ke L P k Keseh T h M kan Ak
1 06 04 1.02 09 ses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan|Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan ses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Orang

Dasar

ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Kewenangan Provinsi
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Terpenuhinya Orang yang  Mendapatkan
1 06 04 1.02 10 |Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Jumlah Orang yang Mendapatkan lf’ele.lyanan Orang
. Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi
Provinsi
Terpenuhinya  Orang yang  Mendapatkan
lah M k Pel
1 06 04 1.02 11 |Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Jum o Qrang yang endapatkan . e.ay anan Orang
. Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi
Provinsi
1 06 04 1.02 12 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga|Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada|Jumlah  Orang Mendapatkan Pengasuhan Oran
’ Penganti Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi ang
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan geifianiny{; llioorr(l:hnaﬁ Rdﬁnbﬂ:mikroglsailz Jumlah  Dokumen Hasil Koordinasi dan
1 06 04 1.02 13 |Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak| aa clagsanaan e. abitas oS .|Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak| Dokumen
. . Dasar Anak Terlantar di dalam Panti . .
TerlAntar di dalam Panti .. Terlantar di dalam Panti
Kewenangan Provinsi
1 06 04 1.03 Rehab111tas1‘ Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di
dalam Panti
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per|Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan
1 06 04 1.03 01 |Penyediaan Permakanan Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal{Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Orang
Kewenangan Provinsi Gizi Minimal Kewenangan Provinsi
. . . Jumlah Orang yang Menerima Pakajian dan
1 06 04 1.03 02 |Penyediaan Sandang Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Orang
dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi s
Tahun Kewenangan Provinsi
1 06 04 1.03 03 |Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Orang yang Te.rak.ses Asrama Layak HunilJumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Orang
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat|Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan
1 06 04 1.03 04 [Penyediaan Alat Bantu Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan|Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Orang
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
. . .|Terpenuhinya  Orang yang Mendapatkan|Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan
1 06 04 1.03 05 gz:izdlaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti|Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Orang
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual|Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik,|[Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,
1 06 04 1.03 06 . 7 . . . L Orang
dan Sosial Mental, Spiritual dan Sosial Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
1 06 04 1.03 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-|Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas|Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari| Orang

Hari

Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi

Hari Kewenangan Provinsi
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Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Terpenuhinya Orang yang Membutuhkar% Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhar%
1 06 04 1.03 08 . R Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi|Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Orang
Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas . . . . . .
Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi
1 Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses|Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke
Ak ke L P k Keseh
1 06 04 1.03 09 DaZ:* ¢ Layanan Pendidikan dan Keschatan ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar|Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Orang
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
Terpenuhinya ~ Orang ~ yang  Mendapatkan Jumlah Oran ang Mendapatkan Pelayanan
1 06 04 1.03 10 |Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan g yang P Loy Orang
. Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi
Provinsi
Terpenuhinya  Orang yang  Mendapatkan
1 M k Pel
1 06 04 1.03 11 |Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Jumé.ﬁ.l Qrang yang endapatkan . e.ayanan Orang
. Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi
Provinsi
1 06 04 1.03 12 |Pemulasaraan g:i/aiiziananya Pemulasaraan Kewenangan Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi Orang
Koordinasi, Slnkrom.s?ls1 . dan ' Pembinaan Terlaksananya Koordinasi, Slnkll"c?nls.am dc?ln Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar|Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial e - et
1 06 04 1.03 13 . . . .|Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas| Dokumen
Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam|Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di L
. . o Terlantar Kewenangan Provinsi
Panti dalam Panti Kewenangan Provinsi
1 06 04 1.04 Rehab111.tas1. Sosial Dgsar Gelandangan dan
Pengemis di dalam Panti
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per|Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan
1 06 04 1.04 01 |[Penyediaan Permakanan Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal{Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Orang
Kewenangan Provinsi Gizi Minimal Kewenangan Provinsi
. . . Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan
T P Kelengk L
1 06 04 1.04 02 |Penyediaan Sandang ersedianya Pakaian dan Ke cngiapan Lamnnya Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Orang
dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi .
Tahun Kewenangan Provinsi
1 06 04 1.04 03 |Penyediaan Asrama,/Wisma yang Mudah Diakses Orang yang Terak'ses. Asrama/Wisma Layak Huni|Jumlah O_rang yang Terak‘ses‘ Asrama/Wisma Orang
Kewenangan Provinsi Layak Huni Kewenangan Provinsi
Terpenuhinya  Orang yang  Mendapatkan|Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan
1 06 04 1.04 04 |Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti|Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti|kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Orang

Kewenangan Provinsi

Kewenangan Provinsi




- 108 -

KODE
g 2
2 |8 2 | z | £
S~
£ 9z z = < <
= % ;/C) o & 2 O] NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN
Z, AS 0 - <)
< 2Bz 9 g M
=
2 M58 E | & | m
& = =
=) M @
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual Terlaksanany‘a. Pemberian B‘1mb1ngar1 Fisik, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,
1 06 04 1.04 05 . Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan|_ . . . . Orang
dan Sosial . Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
Provinsi
1 06 04 1.04 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-|Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas{Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari| Oran
’ Hari Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi Hari Kewenangan Provinsi &
1 06 04 1.04 07 |Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Terlaksangnya Pemberian .Blr.nbmgan Jumlah .Orang yang Diberikan ‘Bl‘mbmgan Orang
Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi
Terpenuhinya  Orang yang Membutuhkan Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan
e s Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Tanda Penduduk. Akta Kelahir Surat Nikah Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu
1 06 04 1.04 08 |Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta anda Fenduduk, . a ie e a ’|Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Orang
. . . dan/atau Identitas Gelandangan bagi . .
Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak . dan/atau Identitas Gelandangan bagi
Gelandangan dan  Pengemis Kewenangan . .
Provinsi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi
L Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses|Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke
Ak Kel P k Keseh
1 06 04 1.04 09 DaZ:* elayanan Pendidikan dan  Keschatan ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar|Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Orang
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan|Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga
1 06 04 1.04 10 |Pemulangan ke Daerah Asal Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan|yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Orang
Provinsi Provinsi
EOIO fmjm’n Sn;kl;l‘gishatmi dars1 ill:’emblljn aan Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan|Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
1 06 04 1.04 11 claksanaa ena a,s osia . 8880 pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi  Sosial|Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar| Dokumen
Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam . . . .
Panti Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti|Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah
1 06 04 1.05 Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar
HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per|Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan
1 06 04 1.05 01 [Penyediaan Permakanan Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal|Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Orang
Kewenangan Provinsi Gizi Minimal Kewenangan Provinsi
. . . Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan
1 06 04 1.05 02 |[Penyediaan Sandang Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Orang

dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi

Tahun Kewenangan Provinsi
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1 06 04 1.05 03 |Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses Orang yang Terak.ses. Asrama/Wisma Layak Huni|Jumlah O.rang yang Tera.k.ses. Asrama/Wisma Orang
Kewenangan Provinsi Layak Huni Kewenangan Provinsi
Terpenuhinya  Orang yang Mendapatkan|Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan
1 06 04 1.05 04 |Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti|Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti|Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Orang
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual Terlaksanany.a. Pemberian Bhlmbmgan Fisik, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,
1 06 04 1.05 05 . Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan|_ . . . . Orang
dan Sosial o Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
Provinsi
1 06 04 1.05 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-|Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas|Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari/ Oran
’ Hari Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi Hari Kewenangan Provinsi g
1 06 04 1.05 07 |Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Terlaksangnya Pemberian ‘Blr‘nbmgan Jumlah .Orang yang Diberikan ‘Bl‘mbmgan Orang
Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan|Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu|Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda
Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah,|Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah,
1 06 04 1.05 08 |[Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta . . . . Orang
Kelahiran, Surat Nikah, dan /atau Identitas Anak dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang|dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang
’ ’ Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di{Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di
Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi
L s Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses|Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke
1 06 04 1.05 09 giztz Kelayanan Pendidikan dan  Kesehatan ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar|Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Orang
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
Terlaksananya Pemulangan Penyandang|Jumlah Penyandang Masalah
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di|Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar
1 06 04 1.05 10 |P 1 ke D h Asal
cmulangan ke Dacrah Asa Luar HIV/AIDS ke Daerah Asal Kewenangan|HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Orang
Provinsi Dipulangkan ke Daerah Asal
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Terlal?sananya Koordinasi .Smkromsam . .dan. Jumlah  Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandan
1 06 04 1.05 11 & &'lSosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Y &l Dokumen

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA

Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan
NAPZA

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di
Luar HIV/AIDS dan NAPZA
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1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL
1 06 05 101 Pengangkatan Anak antar WNI dan
Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang|Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua
1 06 05 1.01 01 |[Pengangkatan Anak antar WNI Tua Asuh/Oang Tua Angkat Sesuai Ketentuan|Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Orang
yang Berlaku Kewenangan Provinsi Berlaku Kewenangan Provinsi
Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang|Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua
1 06 05 1.01 02 |[Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Tua Tunggal Sesuai Ketentuan yang Berlaku|Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Orang
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
1 06 05 1.02 Peng.elo.laan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Provinsi
Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM)|Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang
1 06 05 1.02 01 [Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga |yang Mendapatkan Bantuan Sosial| Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi Keluarga Kewenangan Provinsi
1 06 05 1.02 02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah|Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir|[Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Keluarea
’ Kabupaten/Kota Miskin Lintas Kabupaten/Kota Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota &
e .|Terpenuhinya  Orang yang  Mendapatkan|Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan
Fasil: B P Eki
1 06 05 1.02 03 asilitasi antuan engembangan OnOM g ntuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat|Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Orang
Masyarakat .. s
Kewenangan Provinsi Provinsi
1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1 06 06 101 Per¥1ndung.an .Sos1a1 Korban Bencana Alam dan
Sosial Provinsi
Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan|Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan
1 06 06 1.01 01 [Penyediaan Permakanan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap|Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Orang

Darurat Kewenangan Provinsi

Darurat Kewenangan Provinsi
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Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian
dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada|Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan
1 06 06 101 02 |Penyediaan Sandang Masa Tanggap Darura_t (Pengungsian) dan Pasca|Kelengkapan Lainnya yang Te?sedia pada Masa Orang
Bencana Pengungsi yang Mendapatkan|Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca
Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap|Bencana Kewenangan Provinsi
Darurat Kewenangan Provinsi
1 06 06 1.01 03 |Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Ters.edlgnya Tempat Pengungsian Kewenangan Jum}ah. Tempat Pengungsian Kewenangan Unit
Provinsi Provinsi
Terpenuhinya  Orang yang  Mendapatkan|Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan
1 06 06 1.01 04 |Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan{Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Orang
Kewenangan Provinsi Provinsi
. . Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah - Korban Bencan? yagg Mendapatkan
1 06 06 1.01 05 [Pelayanan Dukungan Psikososial . . Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Orang
bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi L.
Provinsi
1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN
1 06 07 101 Pengelo}aan Taman Makam Pahlawan Nasional
Provinsi
e Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan|Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman .
1 06 07 1.01 01 . . Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan|Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman| Dokumen
Makam Pahlawan Nasional Provinsi . . . .
Nasional Provinsi Makam Pahlawan Nasional Provinsi
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional|Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam|Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya
1 06 07 1.01 02 .. . .. . . Makam
Provinsi Pahlawan Nasional Provinsi pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional|Terlaksananya Pengamanan Taman Makam|Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman
1 06 07 1.01 03 > . . . o Laporan
Provinsi Pahlawan Nasional Provinsi Makam Pahlawan Nasional Provinsi
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA
2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
2 07 02 1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
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2 07 02 1.01 01 |[Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Dokumen
. . TerlaksananyaPeningkatan Kapasitas SDM|Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti
2 07 02 1.01 02
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Kabupaten/Kota dalam Penyusunan RTK Mikro [Pelatihan Penyusunan RTK Mikro Orang
9 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
9 07 03 101 Pelaksanaa.n Latihan Kerja Berdasarkan Klaster
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan|Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan . .
. . . . . . . . Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan
2 07 03 1.01 01 |Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan|Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan . . Orang
. . Berbasis kompetensi Pada Tahun n
Klaster Kompetensi Klaster Kompetensi
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama|Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan|{Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka
9 07 03 1.01 02 Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan|{Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk|Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Lembaca
’ Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga|Penyediaan Instruktur serta Sarana dan|Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi &
Pelatihan Kerja Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja dan Produktivitas pada Tahun n
2 07 03 1.01 03 |Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Juml.ah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Unit
Pelatihan kerja
2 07 03 1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga|Terlaksananya Survey dan Penilaian AkreditasilJumlah  Lembaga  Pelatihan Kerja yang
2 07 03 1.02 01 . . . . L LPK
Pelatihan Kerja Kepada Lembaga Pelatihan Kerja Terakreditasi
9 07 03 1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan
Menengah
1 P h M h
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada|Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Jumlah crusahaan .enenga . yang
2 07 03 1.03 01 Mendapatkan Konsultasi Peningkatan| Perusahaan
Perusahaan Menengah Perusahaan Menengah ..
Produktivitas
9 07 03 104 Penguk.uran Produktivitas Tingkat Daerah
Provinsi
. .. . Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran
P k K P k Terlak P k K
9 07 03 1.04 01 engukuran ompetensi dan roduktivitas|Terla sananya Pengukuran ompetensi dan Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di| Dokumen
Tenaga Kerja Produktivitas Tenaga Kerja .
Tingkat daerah
2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
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9 07 04 101 Pelayanan  Antar Kerja Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
. . |Tersedianya SDM Pelayanan Antar Kerja|Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang
2 07 04 1.01 01
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja (PengAntar Kerja dan Petugas Antar Kerja) Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya Orang
. . . Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui
2 07 04 1.01 0
2 |Pelayanan Antar Kerja Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja layanan AKAD. AKL dan ULD Orang
9 07 04 1.01 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi|Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan|{Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Oran
’ Pencari Kerja Jabatan bagi Pencari Kerja Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan g
Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Terlaksananya ~ Pembinaan Operaglonahsam Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan
. . |Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD . ..
2 07 04 1.01 04 |Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerj Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Orang
Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) Lok:l] cna ar bae an ar sehja Kerja AKAD dan AKL
lah T Kerj Di Melalui
2 07 04 1.01 05 |Perluasan Kesempatan Kerja Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang 1berdayakan elalui Orang
Program Perluasan Kesempatan Kerja
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga
2 07 04 1.02 Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
9 07 04 1.02 01 Penyedlaal:l Sumjber Daya Perizinan LPTKS Tersedlanya Surn.ber Daya Perizinan LPTKS Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi Lembaga
secara Terintegrasi secara Terintegrasi
. Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian|Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan
2 07 04 1.02 02
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS LPTKS Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku Lembaga
2 07 04 1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Tersedianya Data dan In.f orrr.1a51 Pencaljl Kerja Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan
2 07 04 1.03 01 . . yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar . . . . Dokumen
Pasar Kerja Online . . Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
Kerja Online
Pelavanan dan Penvediaan Informasi Pasar Keria Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan|Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar
2 07 04 1.03 02 Y Y I8 Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem|Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online Orang
Online . . .
online (KarirHub) (KarirHub)
. . . . Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan
2 07 04 1.03 03 Fair /B K Terlak Fair /B K
Job Fair /Bursa Kerja erlaksananya Job Fair /Bursa Kerja Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja Orang
9 07 04 1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di

Daerah Provinsi
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Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon|Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan s .
2 o7 04 1.04 01 ([Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran|Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia %?tzr:aﬁatkaipg{/gr/n Pl\gensﬁmag Dilindungi  dan Orang
Indonesia (PMI) (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) & P 4
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang|Terlaksananya Kegiatan yang dilakukan untuk|{Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja
2 07 04 1.04 02 |Perusahaan Penempatan  Pekerja  Migran|verifikasi dan pemberian Izin kepada cabang|Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan| Perusahaan
Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik Perusahaan PMI secara Online Diberi Izin secara online
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja|Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon{Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur
2 07 04 1.04 03 . . . Orang
Migran Pekerja Migran dalam LTSA
9 07 04 1.04 04 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna|Terlaksananya Pemberdayaan PMI  Purna Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan Orang
Penempatan Penempatan
Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak
2 07 04 1.05 Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA,
dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA
yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan
2 07 04 1.05 01
Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu)| C'aksananya Pendataan TKA RPTKA Orang
Daerah Provinsi
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja
2 07 04 1.06 lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA
2 07 04 1.06 01 |yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan
9 07 05 1.01 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk

yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1
(satu) Kabupaten/Kota
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.. | Terlaksananya Pengesahan Peraturan
P han P P h k lah P ah M P
2 07 05 1.01 01 dzEgZiaHlalr];urfr:;ﬁrr?;usterliF:lsa aan yang terkait Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan ;zrﬁsahaairZZn ’ia‘:rr:iggr;gdi “?El}irgsg:lineeraturan Perusahaan
& & Industrial dan Terdaftar di WLKP Online
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yan, Terlaksananya Perjanjian Kerja Bersama yang Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian
2 o7 03 1.01 02 terkait dengan Hliban an Indilstrial YA Terkait Dengan = Hubungan  Industrial = dan Kerja Bersama dan Terydaf{tgar Di \};IIiKP OnlirJLe : Perusahaan
g g Terdaftar di WLKP Online )
.|Terselenggaranya Pendataan dan Informasi .
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi . Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB,
. . . .|Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur . .
2 07 05 1.01 03 [Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial . . . Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Laporan
Tenaga Kerja Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek
& J Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek Jjayang g
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan
2 07 05 1.02 Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1
(satu) Daerah Provinsi
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Terlaksananya P.e neegahan Per‘sehslhan
Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yan Hubungan  Industrial, Mogok  Kerja, dan
2 07 05 1.02 01 g . 38, P . y' g Penutupan  Perusahaan yang  Berakibat/|Jumlah Perselisihan yang Dicegah Perkara
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 . .
.. Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
(satu) Daerah Provinsi L
Provinsi
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,|Terselesaikannya Perselisihan Hubungan
Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang|Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan . .
2 07 05 1.02 02 lah Perkara P lisih T lesaik: Perk:
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1|Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan ereara
(satu) Daerah Provinsi Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi|Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi .
L L. . . . | Asosiasi dan
9 07 05 1.02 03 Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha,|Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha,|Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja Serikat
’ Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat|Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat|yang Diverifikasi .
L. L Pekerja
Buruh serta Non Afiliasi Buruh serta Non Afiliasi
9 07 05 1.02 04 Pe}aksgnaan Opera31‘on‘al Lembaga Kerja Sama Te_rlaks.ananya Opergsmpal Lembaga Kerja Sama Jumlah LKS Tripartit yang Dibina Lembaga
Tripartit Daerah Provinsi Tripartit Daerah Provinsi
Terlak P i P kal 1 P M k
2 07 05 1.02 05 |Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi erlaksananya Pembinaan Pengupahan Skala|Jumlah erusahaan yans endapatkan Perusahaan

Provinsi

Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi




-116 -

KODE
g 2
2 |8 2 | z | £
S~
£ 9z z = < <
= % ;f) o & 2 O] NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN
Z, AS 0 - <)
< 2Bz 9 g M
=
% @ =} E ﬁ N m
& = =
=) M @
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah
9 07 05 1.03 M%n%mum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah
Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
2 07 05 1.03 01 [Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jumlah Penetapan UMP Kesstrs:an
Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi
2 07 05 1.03 02
(UMSP)
9 07 05 1.03 03 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota|Ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota Jumlah penetapan UMK Surat
(UMK) (UMK) Keputusan
Penetapan Upah Minimum Sektoral
2 07 05 1.03 04
Kabupaten/Kota (UMSK)
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Terla.ksananya. Pengembanggn Pelaksapgan Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam
2 07 05 1.03 05 . L . . |Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas . ; . Orang
Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja . . Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kesejahteraan Pekerja
2 07 06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
2 07 06 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di|Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Jumlah Periusahaan‘ yang Menerapkan Norma
2 07 06 1.01 01 . . Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk| Perusahaan
Perusahaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan .
Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di|Terlaksananya Penegakan Hukum|Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang
2 07 06 1.01 02 , . . . Kasus
Perusahaan Ketenagakerjaan di Perusahaan Diselesaikan
9 07 06 101 03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Terlaksananya. P.elayanan Keselamatan dan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 Perusahaan
Perusahaan Kesehatan Kerja di Perusahaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
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Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUQG)
pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi

08

02

1.01

01

dan Sinkronisasi Perumusan
Pelaksanaan PUG Kewenangan

Koordinasi
Kebijakan
Provinsi

Sinkronisasi
Pelaksanaan
Kewenangan

Terlaksananya Koordinasi dan
Perumusan Kebijakan
Pengarustamaan Gender (PUG)

Provinsi

Jumlah  Dokumen Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan
Provinsi

Dokumen

08

02

1.01

02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG
Kewenangan Provinsi

Sinkronisasi
(PUG)

dan
Gender

Terlaksananya Koordinasi
PelaksanaanPengarustamaan
Kewenangan Provinsi

Jumlah  Dokumen Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan
Gender (PUG) Kewenangan Provinsi

Dokumen

08

02

1.01

03

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan
Provinsi

Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan
Gender (PUG) termasuk Perencaan
Pembangunan Responsif  Gender (PPRQG)
Kewenangan  Provinsi Kepada  Organisasi
Pemerintah

Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)
termasukPerencaan Pembangunan Responsif
Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi

Perangkat
Daerah

08

02

1.01

04

Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG

termasuk PPRG Kewenangan Provinsi

Terlaksananya sosialisasi kebijakan Pelaksanaan
Pengarustamaan  Gender (PUG) termasuk
Perencaan Pembangunan Responsif Gender
(PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan
Provinsi

Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender termasuk
Perencaan Pembangunan Gender

(PPRG)

(PUG)
Responsif

Perangkat
Daerah

08

02

1.02

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,
Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi
KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi

08

02

1.02

01

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di
Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
Kewenangan Provinsi

Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan
Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,
Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan
Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,
Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

Dokumen

08

02

1.02

02

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam
Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
Kewenangan Provinsi

Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Peningkatan Partisipasi
Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi Kewenangan Provinsi kepada
Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota

Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti
Advokasi dan Pendampingan Kebijakan
Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan
Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di
Kabuputaen/Kota

Organisasi
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Penguatan dan  Pengembangan  Lembaga
2 08 02 1.03 Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Provinsi
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Terlaksaqanya Advokasi K?bljékan da.n Jumlah Lembaga Penyedia Layanan
. Pendampingan kepada organisasi Penyedia ..
2 08 02 1.03 01 |Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi| Lembaga
. Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan . .
Perempuan Kewenangan Provinsi Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga|Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Lembaga|Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan
2 08 02 1.03 02 |[Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan|Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan|Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Orang
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas
Pengembangan Komunikasi Informasi dan|Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi|{Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan
2 08 02 1.03 03 |Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan|(KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan|Edukasi (KIE) Pemberdayaan = Perempuan| Dokumen
Kewenangan Provinsi Provinsi Kewenangan Provinsi yang Tersedia
2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
2 08 03 1.01 yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah
Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan  Sinkronisasi Pelaksanaan|Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi{[Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan|Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan|Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan
2 08 03 1.01 01 . Dokumen
Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan|Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan|Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap
Provinsi Kewenangan Provinsi Perempuan Kewenangan Provinsi
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Terlaksan.anya Advokasi Kebljaka_n dan|Jumlah . Perangkat Daerah _yang Mendapat Perangkat
2 08 03 1.01 02 . .. |Pendampingan Layanan Perlindungan |Advokasi dan Pendampingan Layanan
Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi - . .. Daerah
Perempuan Kewenangan Provinsi Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
9 08 03 1.02 Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan

Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
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Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi
Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah
Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat
bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat
Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten /Kota

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat
Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan
Pengaduan Masyarakat

Orang

08

03

1.02

02

Koordinasi dan  Sinkronisasi Pelaksanaan
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Provinsi

Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Provinsi yang Memerlukan Koordinasi dan
Sinkronisasi

Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang
Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Provinsi

Layanan

08

03

1.03

Penguatan dan  Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
Kewenangan Provinsi

08

03

1.03

01

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Provinsi

Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana
Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Provinsi

Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana
Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Provinsi

Laporan

08

03

1.03

02

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan
Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Lembaga
Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan
Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan
Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan
Kapasitas

Orang

08

03

1.03

03

Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan
dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus
Kewenangan Provinsi

Tersedianya Kebutuhan spesifik bagi Perempuan
dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus
Kewenangan Provinsi

Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan
Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang
Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik

Orang

08

03

1.03

04

Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia
Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan
Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Penguatan  Jejaring  Antar
Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan
Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar
Lembaga  Penyedia Layanan  Perlindungan
Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

Dokumen

08

04

PROGRAM
KELUARGA

PENINGKATAN KUALITAS

08

04

1.01

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak
Anak Kewenangan Provinsi
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Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga|Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan|Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat

9 08 04 101 01 untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak|Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG|Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk| Perangkat

’ Kewenangan Provinsi dan Lintas|dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi|Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Daerah

Kabupaten/Kota dan Lintas Kabupaten/Kota Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG|Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi \1131;?1111(2:1 (I?I()Elsurr}l;r;etalzoar;lurgléizlér g;g)rm;:;

2 08 04 1.01 02 |dan  Perlindungan Anak bagi Keluarga|(KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan . . Dokumen

s . .. Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang

Kewenangan Provinsi Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi Tersedia
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk|Terlaksananya Pengembangan Kegiatan|Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan

2 08 04 1.01 03 [Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan|Masyarakat untuk  Peningkatan  Kualitas|Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Laporan
Provinsi Keluarga Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
Penguatan dan  Pengembangan  Lembaga

9 08 04 1.02 Penyedia Layanan . Peningkatan Kualitas
Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak
Kewenangan Provinsi
Advokasi Kebijakan dan Pe.ndampmgan Terlaksan.anya Advokasi Kebijakan dan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan
Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan|Pendampingan Pengembangan Lembaga . .

2 08 04 1.02 01 ‘ , . . . Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Lembaga
Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan|Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas . .

Lo .. Mendapat Advokasi dan Pendampingan

Provinsi Keluarga Kewenangan Provinsi
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga|Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Lembaga|Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan

2 08 04 1.02 02 |[Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas|Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas|Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Orang
Keluarga Kewenangan Provinsi Keluarga Kewenangan Provinsi Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia|Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar{Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar

2 08 04 1.02 03 |[Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga|Lembaga  Penyedia Layanan  Peningkatan|Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas| Dokumen
Kewenangan Provinsi Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Keluarga Kewenangan Provinsi
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam

2 08 04 1.03 Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah

Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
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Pela}ksanaan Penyediaan Layapan Komprehensif] Terlaksananya . penyediaan lfftyanan Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga
bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan|komperhensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan . .
. . . . . dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak
2 08 04 1.03 01 [Perlindungan Anak yang Wilayah KerjanyalKG dan Perlindungan Anak yang Wilayah . . . .. Layanan
. . . . . e . yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi
Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah|Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota P
9 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA
GENDER DAN ANAK
Pengumpulan, Pengolahan  Analisis dan
2 08 05 1.01 Penyajian Data Gender dan Anak dalam
Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
2 08 05 1.01 01 [Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi Tersedianya Data Gender dan Anak Provinsi j:rizl?[‘};rzgizmen Data Gender dan Anak Provinsi Dokumen
Penvaiian dan Pemanfaatan Data Gender dan Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data|Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan
2 08 05 1.01 02 yay o Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data|Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data| Dokumen
Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi .. o
Provinsi Provinsi
2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,
2 08 06 1.01 Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan
Provinsi
Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah,
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan|Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan|Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan
9 08 06 101 o1 Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga|Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada|Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Oreanisasi
’ Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia|organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media|Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada ganisas
Usaha Kewenangan Provinsi dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha
Koordinasi dan  Sinkronisasi  Pelembagaan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi|Jumlah  Dokumen Hasil Koordinasi dan
2 08 06 1.01 02 nhag Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak|Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak| Dokumen
Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi . o
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
Penguatan dan  Pengembangan  Lembaga
2 08 06 1.02 Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup

Anak Kewenangan Provinsi
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. . . . . . . Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan
9 08 06 1.02 01 Penyediaan Layanan Pe.mn.gkatan Kualitas Hidup Te:rsedlanya Layanan Pem.ngl.catan Kualitas Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Orang
Anak Kewenangan Provinsi Hidup Anak Kewenangan Provinsi Provinsi
Koordinasi dan  Sinkronisasi Pelaksanaan|Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi{[Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
2 08 06 1.02 02 [Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak|Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan|Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas| Dokumen
Kewenangan Provinsi Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Hidup Anak Kewenangan Provinsi
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan|Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi|{Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan
9 08 06 1.02 03 Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga|(KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga|Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Dokumen
’ Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup|Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup|Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Anak Kewenangan Provinsi Anak Kewenangan Provinsi Hidup Anak Kewenangan Provinsi
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia|Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar{Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar
9 08 06 1.02 04 Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak|Lembaga Penyedia Layanan  Peningkatan|Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Dokumen
’ Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah|Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan|Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas
Kabupaten/Kota Lintas Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang
2 08 07 1.01 Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan |Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan|Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi
9 08 07 101 01 Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan|Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program|Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Orcanisasi
’ Pencegahan Kekerasan terhadap Anak|dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap|Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan &
Kewenangan Provinsi Anak Kewenangan Provinsi Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
Koordinasi  dan  Sinkronisasi  Penceeahan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi|Jumlah  Dokumen Hasil Koordinasi dan
2 08 07 1.01 02 g. . |Pencegahan Kekerasan terhadap Anak|Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap| Dokumen
Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi . o
Kewenangan Provinsi Anak Kewenangan Provinsi
Penyediaan Layanan bagi Anak  yang
2 08 07 1.02 Memerlukan  Perlindungan  Khusus yang

Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
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9 08 07 1.02 01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan|Tersedianya Layanan Anak yang Memerlukan|{Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Oran
’ Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Khusus Mendapatkan layanan pengaduan &
Koordinasi dan  Sinkronisasi  Pelaksanaan Terlaksananya .Pendamplngan Anak yang|Jumlah Layanan tlljldak. lanjut Pengad.uan. yang
. Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan|{Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi
2 08 07 1.02 02 [Pendampingan Anak yang Memerlukan .. L. . Layanan
. .. Provinsi yang Memerlukan Koordinasi dan|{Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi . .o .
Sinkronisasi Kewenangan Provinsi
Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi ?If;gj;zz?angzn ;Z?ﬁf;rsllbarti?g) g) g{unﬂ;&:fl Jumlah DokumenKomunikasi Informasi dan
2 08 07 1.02 03 [Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus . YaN8 g qukasi (KIE) Anak yang  Memerlukan| Dokumen
. Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan . I
Kewenangan Provinsi Provinsi Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Terlaksananya Pfenguatan Jejaring  Antar|Jumlah Dokumen Hasﬂ Penguatan Jejaring Antar
. Lembaga Penyedia Layanan Anak yang|Lembaga Penyedia Layanan Anak yang
2 08 07 1.02 04 |Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan . . Dokumen
. Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan|Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan
Khusus Kewenangan Provinsi .. o
Provinsi Provinsi
Penguatan dan  Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan
2 08 07 1.03 g . .
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
. . . . . . . . 1 L Hasil K i i
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana|Tersedianya Sarana Prasarana Layanan bagi ng ah. .aporan . ast oordinasi dan
. . Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana
2 08 o7 1.03 01 |Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan|Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus . Laporan
. .. . Layanan  bagi Anak yang  Memerlukan
Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi .
Perlindungan Khusus
Koordinasi dan  Sinkronisasi Peningkatan|Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Jl.lmlah. D.okurlnen Hasil K oordinasi ~dan
. . . . Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia|Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga .
2 08 07 1.03 02 . . Lembaga  Penyedia Layanan Anak yang| Dokumen
Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan|Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan .
.. . .. Memerlukan  Perlindungan  Khusus Usaha
Khusus Kewenangan Provinsi Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi o
Kewenangan Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring|Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi{Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
9 08 07 1.03 03 Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang|Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia|Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Dokumen

Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan
Provinsi

Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan Provinsi

Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
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2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
2 09 02 EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN
KEMANDIRIAN PANGAN
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh
2 09 02 1.01 Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai
Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi
2 09 02 1.01 01 |Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Tersedianya infrastruktur Lumbung Pangan Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia Unit
2 09 02 1.01 02 |Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur Tersedianya infrastruktur lantai jemur Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia Unit
9 09 02 1.01 03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung|Tersedianya Infrastruktur Pendukung|Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Unit
’ Kemandirian Pangan Lainnya Kemandirian Pangan Pangan Yang Tersedia
9 09 02 1.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka|Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi{Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Laporan
’ Penyediaan Infrastruktur Logistik Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik |Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik p
Penvusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Tersusunnya Rencana dan Peta Jalan|Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan
2 09 02 1.01 05 yu - Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung|Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian| Dokumen
Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan .
Kemandirian Pangan Pangan
9 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN Masyarakat
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau
9 09 03 101 Pangan La1n1j1yg sesuai dengan Kebut.u.har%
Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi
Pasokan dan Harga Pangan
9 09 03 1.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca|Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca|Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Laporan
Bahan Makanan Bahan Makanan Makanan
9 09 03 101 02 |Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Pangar.l Berbasis Sumber Daya Lokal yang Laporan
Lokal Tersedia
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terlaksananya .KO(.)rdlr%aSI’ Sinkronisasi - dan Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
2 09 03 1.01 03 o . . Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan|_ . . . . Laporan
Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya . Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
Pangan Lainnya
9 09 03 101 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok,|Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Dokumen

Pasokan dan Harga Pangan

Harga Pangan
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9 09 03 1.01 05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan|Berkembangnya Kelembagaan dan Jaringan|{Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Unit
’ Distribusi Pangan Distribusi pangan Pangan yang Dikembangkan
9 09 03 1.01 06 |Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan|Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Dokumen
Keluarga Pangan Keluarga
9 09 03 1.02 Pengelolaan. c.lan Keseimbangan Cadangan
Pangan Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian|Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi{Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi
2 09 03 1.02 01 . . . . L. Laporan
Cadangan Pangan Provinsi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
2 09 03 1.02 02 |Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal |Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal |Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Dokumen
Koordinasi, Sinkronisasi dan  Pengadaan Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi . dan Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan
2 09 03 1.02 03 . - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah . . Laporan
Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Provinsi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
9 09 03 1.02 04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah|Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah|{Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Ton
’ Provinsi Provinsi yang Terpelihara
Penentuan Harga Minimum Daerah untuk
2 09 03 1.03 Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat
Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga|Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi|{Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan
2 09 03 1.03 01 L. L. .. Laporan
Minimum Pangan Pokok Lokal Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal [Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan
2 09 03 1.04 Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka
Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi
9 09 03 1.04 01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan|Terlaksananya  Promosi Penganekaragaman|Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Dokumen
’ Berbasis Sumber Daya Lokal Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal [Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Koordinasi dan  Sinkronisasi Pelaksanaan|Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi|{Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi|Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi|Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi
2 09 03 1.04 02 Laporan

Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
(B2SA)

Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang
dan Aman (B2SA)

Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
(B2SA)




- 126 -

KODE
g 2
2 |8 2 | z | £
S~
£ 9z z = < <
= % ;C) o & 2 O] NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN
Z, AS 0 - <)
< 2Bz 9 Q M
=
2 M58 E | & | m
& = =
=) M @
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Terlaksananya Koordlna§1 dan Slnkromsgm Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan
2 09 03 1.04 03 . . . Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita . . . Laporan
Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun
Per Tahun
2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
9 09 04 101 Penyusunan Peta Kerer{tar{an dan Ketahanan
Pangan kewenangan Provinsi
Penyusunan, Pemutakhiran dan Ana11§1s .Peta Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta|Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan
2 09 04 1.01 01 [Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan .. . . Dokumen
Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan
Kabupaten/Kota
9 09 04 1.02 Pena.ng?man Kerawanan Pangan Kewenangan
Provinsi
9 09 04 1.02 01 Koordinasi dan  Sinkronisasi Penanganan|Terlaksananya Koodinasi dan Sinkronisasi{Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Dokumen
) Kerawanan Pangan Provinsi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi Kerawanan Pangan Provinsi
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan|Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan
Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran
Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan|Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Cadangan Panean Pada Kerawanan Panean van
2 09 04 1.02 02 |Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu)|Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) g & . . gan yang  nporumen
Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah|Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah ..
. . Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Provinsi Provinsi
2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan
2 09 05 1.01 . L
Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2 09 05 1.01 01 Penguatan. Kelembagaan Keamanan Pangan Menguatnya .Kelembagaan Keamanan Pangan Kelemb_agaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Dokumen
Segar Provinsi Segar Provinsi Yang Dibina
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal|Tersertifikasinya Pangan Segar Asal Tumbuhan|Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal o
2 09 05 1.01 02 . . . Sertifikat
Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
9 09 05 1.01 03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal|Teregistrasinya Keamanan Pangan Segar AsallJumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Dokumen

Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
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9 09 05 1.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal zenée;bnai alRekc’)rmre;ll;i aljlan Keaﬁ?rir;an P];znfzg Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Dokumen
’ Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota & s by s ¢ Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota oxume
Kabupaten/Kota
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian|Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu
2 09 05 1.01 05 [Mutu dan Keamanan Pangan Segar AsallMutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Dokumen
Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
Tumbuhan Tumbuhan
9 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERTANAHAN
2 10 02 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI
9 10 02 101 Pemberian Izin Lokasi Lintas Da'era'lh
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin
2 10 02 1.01 01 |Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan
Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi
2 10 03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM
9 10 03 101 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk
) Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
Pemberitahuan, Pendataan  Awal  Lokasi,|Terlaksananya Pemberitahuan, Pendataan Awal|Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan
9 10 03 1.01 01 Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan|Lokasi, Konsultasi Publik Rencana|Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Dokumen
’ Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk|Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan|Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan
Kepentingan Umum Tanah untuk Kepentingan Umum Tanah untuk Kepentingan Umum
9 10 03 702 Koor.d1r1.a51 Pengadaan Tanah di Wilayah
Provinsi
Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah|Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah
2 10 03 7.02 01 |Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah Berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD,(Berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD,| Dokumen
Renstra, RKPD, DIPA) Renstra, RKPD, DIPA)
9 10 03 703 Percepatan Pengadaan Tanah untuk

Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN)
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Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan|Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Jumlah Dokumen eglatan 00rc?1'nas%
2 10 03 7.03 01 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitasif Dokumen
Tanah untuk PPSN Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN
Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN
2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
GARAPAN
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas
2 10 04 1.01 Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Terinventarisasinya  Sengketa, Konflik, dan Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara
2 10 04 1.01 01 . Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah L Dokumen
Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Provinsi dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Mediasi Penvelesaian Seneketa Tanah Garapan Terlaksananya Mediasi Penyelesaian kasus|Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian
2 10 04 1.01 02 Y g . P Sengketa dan Konfik Tanah Garapan dalam 1[{Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan| Berita Acara
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi .. .
(satu) Daerah Provinsi dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN
2 10 05 DAN SANTUNAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan
2 10 05 1.01 Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi
Koordinasi dan  Sinkronisasi Penyelesaian|Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi{Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
9 10 05 101 01 Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah|Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan|Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Dokumen
’ untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah|Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh|Santunan Tanah wuntuk Pembangunan oleh
Provinsi Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Provinsi
9 10 05 101 02 Penyelesaian Santunan Tanah untuk|Terselesaikannya  Santunan Tanah untuk|Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah Laporan
’ Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi |[Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi [untuk pembangunan P
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI
2 10 06 KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM

DAN TANAH ABSENTEE
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Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi
2 10 06 1.01 Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi
9 10 06 1.01 01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi
Tanah
. . C . . . |Terlaksananya Koordinasi Penetapan|Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan
2 10 06 1.01 02 EZ?Ji;naaZl E:SZtsﬁiz;%:;i:;b;;zguq‘zl::: /gr))izk Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas|Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas| Dokumen
€ p Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses|Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi,|Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat
2 10 06 1.01 03 |[dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas|Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam|Koordinasi Penataan Akses dalam rangka| Berita Acara
Daerah Kabupaten/Kota rangka Reforma Agraria dalam 1 (satu) Provinsi. |Reforma Agraria.
Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan
2 10 06 1.02 Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tersedianya data Inventarisasi Tanah Kelebihan|Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan
2 10 06 1.02 01 . Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah{Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah| Dokumen
Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah|Terlaksananya Koordinasi Penetapan Ganti|Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti
2 10 06 1.02 02 |Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee|Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan|Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah| Dokumen
Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota |Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2 10 07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas
2 10 07 1.01 Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan g?;fiﬁ?:;yguwgegfga;em622§déii2; Taiiﬁ Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas
2 10 07 1.01 01 ([Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota Laporan

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
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Penetapan Tanah Ulayat Lintas Dae.rah. Ditetapkannya Tanah Ulayat Lintas Dae‘rah Penetapan batas Tanah Ulayat Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi{Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi .
2 10 o7 1.01 02 . . Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi| Dokumen
aesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-|Melalui peraturan perundang-undangan yang
. oleh Gubernur
Undangan yang Berlaku ditetapkan oleh Gubernur
2 10 08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
2 10 08 1.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah T(.:‘rlaksa.nan'y a keglatja 1 Koordinasi dar% Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka
2 10 08 1.01 01 . . Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di . Laporan
Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi . Penyelesaian Tanah Kosong
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2 10 08 1.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
Terlaksananya Inventarisasi Tanah Koson Jumlah = Laporan ~ Tanah  kosong  Lintas
2 10 08 1.02 01 |Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong . Y . g Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang Laporan
Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi .. S
Diinventarisasi
2 10 08 1.02 02 |Pemanfaatan Tanah Kosong Terlaksananyan Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong Dokumen
2 10 09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA
TANAH
Tidak ada Kewenangan Provinsi
2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
Perencanaan Penggunaan Tanah yang
2 10 10 1.01 Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
. . . L Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan|Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi
Koordinasi dan  Sinkronisasi Perencanaan|, ..
2 10 10 1.01 01 Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah|Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Laporan
Penggunaan Tanah .. .
dalam 1 (Satu) Provinsi Provinsi
Koordinasi dan  Sinkronisasi  Pelaksanaan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi|Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
2 10 10 1.01 02 Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan|Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan| Dokumen

Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi

Provinsi

Provinsi
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Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah|Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi|Untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah Sebagai
2 10 10 1.01 03 o o o s Dokumen
Kewenangan Provinsi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi|Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan
Pelayanan Pertanahan Lainnya
Fasilitasi Penetapan Zona  Nilai Tanah|Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Zona NilailJumlah Dokumen Fasilitasi Penetapan Zona Nilai
2 10 10 7.01 04 . .. Dokumen
Kabupaten/Kota Tanah Kewenangan Provinsi Tanah Kewenangan Provinsi
9 10 10 7.02 Koordinasi  Perencanaan Penggl,}naan dan
Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi
9 10 10 7.02 01 Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan|Tersusunnya Rencana Penggunaan dan|Jumlah Dokumen Rencana Penggunaan dan Dokumen
) Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi Pemanfaatan Tanah
PROGRAM PENYELENGGARAAN
2 10 11 KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN
PERTANAHAN
9 10 11 5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah
Kadipaten
Terlaksananya Penatausahaan Tanah|Jumlah  Dokumen  Penatausahaan  Tanah
9 10 11 5.01 01 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah|Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka|Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Dokumen
’ Kadipaten Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial,|Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial,
Dan Kesejahteraan Masyarakat Dan Kesejahteraan Masyarakat
9 10 11 5.01 02 |Pemeliharaan Dokumen Pertanahan Terlaksananya Pemeliharaan Dokumen|Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Dokumen
Pertanahan Pertanahan
Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan|Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Jurr_llah Dokumen. Pelaksanaan Kegiatan
2 10 11 5.01 03 . . peningkatan kapasitas Lembaga Pertanahan| Dokumen
Kasultanan dan Kadipaten Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten .
Kasultanan dan Kadipaten
Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Tanah|Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah
Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah
2 10 11 5.01 04 Kadipaten. dan Tanah Desa Kasultanan, Tanah Kasultanan, Tanah Dokumen
p i Kadipaten, dan Tanah Desa Kadipaten, dan Tanah Desa
2 10 11 501 05 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan|Tersusunnya Rencana Program/Kegiatan Urusan|Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Dokumen
Pertanahan Pertanahan Urusan Pertanahan
o . Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi|Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan . . .
2 10 11 5.01 06 . Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan|Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Laporan
Program/Kegiatan Urusan Pertanahan
Pertanahan Pertanahan




-132 -

KODE
& %
2 | -3 = |z |2
S~
% Oz z S < <
= % f}; o & 2 O] NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN
Z, AS 0 - <)
< 2Bz 9 g M
=
2 M58 E | & | m
& = =
=) M @
Pengembangan dan Pemanfaatan  Sistem|Terlaksananya Pengembangan dan Pemanfaatan|{Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan
2 10 11 5.01 07 ) . . . . Dokumen
Informasi Pertanahan Sistem Informasi Pertanahan pemanfataan Sistem Informasi Pertanahan
9 10 11 5.02 Pern'anfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah
Kadipaten
9 10 11 5.02 01 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin|Tersedianya Bahan Pertimbangan Teknis Ijin{Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Dokumen
’ Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten [Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten [Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
Penanganan Keberatan dan Sengketa|Tertanganinya Keberatan dan Sengketa|Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan
2 10 11 5.02 02 [Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten|Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten|Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah| Berita Acara
dan Tanah Desa dan Tanah Desa Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa
9 10 11 5.02 03 Penyusunan dokumentasi Penanganan|Tersusunnya Dokumen penanganan|Jumlah Data Hasil Penanganan Permasalahan Dokumen
) Permasalahan Hukum Pertanahan permasalahan hukum pertanahan Hukum Pertanahan
2 10 11 5.03 Sarana dan Prasarana Keistimewaan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung|Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung|Jumlah Sarana dan Prasaranaa Pendukung
2 10 11 5.03 01 |Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan|Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan|Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan Unit
Pertanahan (Pertanahan) (Pertanahan)
9 10 12 PROGRAM PENGURUSAN HAK-HAK ATAS
TANAH
9 10 12 701 Fasilitasi, Inventarlsa§1 dan Pengurusan Hak
atas Tanah Aset Pemerintah
9 10 12 701 o1 Inventar1sa31. Pengurusan Administrasi Aset Termventansasmya Pengurusan Administrasi Jumlah Data aset Tanah Pemerintah Laporan
Tanah Pemerintah Aset Tanah Pemerintah
9 10 12 702 Fasilitasi, In\./e.zntarlsam dan .Perllgurusan Hak
atas Tanah Milik Masyarakat Miskin
9 10 12 7.02 01 Inventarisasi . f’kdmmlstram Tanah Milik Termventansa.sm_ya Tanah - Tanah Milik Jumlah Data tanah Mlik Masyarakat Miskin Laporan
Masyarakat Miskin Masyarakat Miskin
2 10 13 PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN
PEMETAAN
9 10 13 701 Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah

Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat




- 133 -

KODE
g 2
2 |8 2 | z | £
S~
% Oz z S < <
= % ;f) o & 2 O] NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN
Z, AS 0 - <)
< 2Bz 9 Q M
=
2 M58 E | & | m
& = =
=) M @
Survei dan Pengukuran Tanah Instansi|Terlaksananya Survei dan Pengukuran Tanah|Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei dan
2 10 13 7.01 01 [Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah|Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi|Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan| Dokumen
Pemerintah /Pemda Tanah Pemerintah/Pemda Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda
. . lah Dok i P k Tanah
9 10 13 701 02 Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan|Tersurveinya dan Terukurnya Tanah HGU/HGB \1{112373 GBO uI(;lae;l Su;: zbia;aneng%e?;an Lj;:si Dokumen
’ Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB
HGU/HGB
Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik|Tersurveinya dan Terukurnya Tanah Hak Milik|Jumlah Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah
2 10 13 7.01 03 |Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah|Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah|Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi| Dokumen
Hak Milik Masyarakat Hak Milik Masyarakat Tanah Hak Milik Masyarakat
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
2 10 14 SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN
PERTANAHAN
9 10 14 701 Pembinaan daI.l .Kerja Sama Kelembagaan
Pertanahan Provinsi
9 10 14 701 01 |Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan Terla}(s.ananya Kegiatan Pembinaan Kerja Sama Juml.a}} Dokumen Pembinaan Kerja Sama Dokumen
Pendidikan Pertanahan Pendidikan Pertanahan
. Terlaksananya kegiatan Penguatan Kapasitas|Jumlah Dokumen Pelaksanaan kegiatan
2 10 14 7.01 02 |P K Kel P h . Dok
enguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan Kelembagaan Pertanahan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan oxumen
9 10 14 7.02 Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM
Pertanahan
9 10 14 7.02 01 Pembinaan Pertanahan bagi Imeum|Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pertanahan|Jumlah Imeum Mukim/Keuchik yang Mengikuti Oran
) Mukim /Keuchik bagi Imeum Mukim/Keuchik kegiatan Pembinaan Pertanahan g
2 10 15 PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI
WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU
Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan
9 10 15 701 Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan
’ Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah
Perbatasan dan Pulau Terpencil
Identifikasi dan Inventarisasi Peneeunaan dan Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi|Jumlah data Penggunaan dan Pemanfaatan
2 10 15 7.01 01 e Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah|Tanah yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi di| Dokumen

Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir

Pesisir

wilayah Pesisir
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9 10 15 701 02 Identifikasi, .Inventarlsam, Pengelolaan | Teridentifikasinya, T.ermventarlsasmya, Jurplah 3 Délita Se.mpadan. .Pantal yang| o oimen
Sempadan Pantai Terkelolanya Sempadan Pantai Teridentifikasi dan Terinventarisasi
9 10 15 701 03 Identifikasi,Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah|Teridentifikasinya, Terinventarisasinya,{Jumlah Data Tanah Wilayah Perbatasan yang Dokumen
’ Wilayah Perbatasan Termanfaatkannya Tanah Wilayah Perbatasan Teridentifikasi dan Terinventarisasi
9 10 15 701 04 Identifikasi,Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah|Teridentifikasinya, Terinventarisasinya,|Jumlah Data Wilayah Pulau Terpencil yang Dokumen
’ pada Pulau Terpencil Termanfaatkannya Tanah pada Pulau Terpencil |Teridentifikasi dan Terinventarisasi
9 10 16 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI
PERTANAHAN
9 10 16 701 Pengelolaan  Sistem Informasi Manajemen
Pertanahan (SIMTANAH)
. . . Terlaksananya Peningkatan Kapasitas|[Jumlah = Dokumen  Peningkatan  Kapasitas
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem . . . . . .
2 10 16 7.01 01 Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) Pengelolaan  Sistem Informasi Manajemen|Pengelolaan  Sistem  Informasi Manajemen| Dokumen
J Pertanahan (SIMTANAH) Pertanahan (SIMTANAH)
9 10 16 701 02 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen|Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi|Jumlah  Dokumen  Pengembangan  Sistem Dokumen
’ Pertanahan (SIMTANAH) Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) oxume
9 10 16 701 03 Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen|Terlaksananya Pemanfataan Sistem Informasi{Jumlah Dokumen Pemanfaatan Sistem Informasi Dokumen
’ Pertanahan (SIMTANAH) Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)
9 10 17 PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA
DAN PERKARA PERTANAHAN
9 10 17 701 Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Konflik
Pertanahan
Inventarisasi dan  Penyelesaian  Sengketa,|Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan .
2 10 17 7.01 01 |Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu)|Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Jumlah Data Sengketa, .Ko.nﬂlk dan  Perkara Dokumen
. . dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
daerah Provinsi Provinsi
Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara|Terlaksananya peningkatan Pelayanan Bantuan Jumlah Layanan Bantuan Hukum  Perkara
2 10 17 7.01 02 Pertanahan Layanan
Pertanahan Hukum Perkara Pertanahan
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

LINGKUNGAN HIDUP
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2 11 02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP
9 11 02 1.01 Réncana Pe-rhndungan da%'l . Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
2 11 02 1.01 01 ([Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi Tersusunnya RPPLH Provinsi Jumlah mugtal.l Hasil Eenyusunan dan penetapan Dokumen
RPPLH Provinsi yang Disusun
. L Tersedianya Dokumen Telaahan kebijakan yang|Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah
2 11 02 1.01 02 |P 1 Pel RPPLH P Dok
engendalian Pelaksanaan rovins telah Mengakomodir RPPLH Provinsi Mengakomodir RPPLH Provinsi oxumen
9 11 02 1.02 Penyele.nggaraan K:fgla.n Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) Provinsi
Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi|Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana . . . . .
2 11 02 1.02 01 yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan|Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan| Dokumen
Tata Ruang :
Laut Darat dan Laut vang Disusun
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS . Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi
2 11 0 1.0 0
2 2 2 RPJPD/RPJMD Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi vang Disusun Dokumen
9 11 02 1.02 03 Pe.mbuatan ,d?n Pelaksanaan KLHS u.ntuk Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP|Tersusunnya KLHS untuk KRP Provinsi yang[Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang
2 11 02 1.02 04 |yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko|Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko|Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko| Dokumen
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup vang Disusun
9 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03 1.01 P.encegahan .Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkugan Hidup
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan .. . . .. . . .
Pen han Pencemaran Linekunean Hid Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan|Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup
2 11 03 1.01 01 f," cegaha encemara . gru ga. up Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,|Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dokumen
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara,
Udara, dan Laut dan Laut
dan Laut
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan|Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan|Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
2 11 03 1.01 02 |Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi|Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah|Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor| Dokumen

dan Adaptasi Perubahan Iklim

Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

lingkungan hidup yang Dilaksanakan
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Pencelolaan Laboratorium Linekunean Hidu Terlaksananya  Pengambilan Contoh Uji,|Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian
2 11 03 1.01 03 Provginsi & & P Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan|Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen| Dokumen
Dokumen Mutu vang Dilaksanakan Mutu yang Dilaksanakan
Penanggulangan Pencemaran dan/atau
2 11 03 1.02
Kerusakan Lingkungan Hidup
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran|Terlaksananya Sosialisasi Informasi Pencemaran \liz:;ﬁhnaranugf;?:tau EZiLasl;Ska:; Li;n£$?2i
2 11 03 1.02 01 |dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada|dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada|. . . & 5 Laporan
. Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota
Masyarakat Masyarakat lintas Kabupaten/Kota .
vang Dilaksanakan
Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan|Area Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan|Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan .
2 11 03 1.02 02 . . . . . . . . . . Lokasi
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup yang Diisolasi Lingkungan Hidup yang Diisolasi
9 11 03 1.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan|Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan|Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Titik
’ Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup yang Dihentikan Lingkungan Hidup yang Dihentikan
9 11 03 1.03 P.emuhhan Pf:ncemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup
Jumlah  Dokumen Hasil Koordinasi dan
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi|Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
Koordinasi dan  Sinkronisasi Penghentian|Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan|Kewenangan Pemerintah dan/atau
2 11 03 1.03 01 . . . . . Dokumen
Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah|Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga
dan/atau Kabupaten/Kota Terhentinya Sumber Pencemaran yang
Dilaksanakan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur|Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi{Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
2 11 03 1.03 02 . . .. . Dokumen
Pencemar Pembersihan Unsur Pencemar Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan|Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan|[Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi
2 11 03 1.03 03 .. . L Dokumen
Remediasi Pelaksanaan Remediasi dan Pelaksanaan Remediasi
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan|Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan|[Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi
2 11 03 1.03 04 et e er Dokumen
Rehabilitasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan|Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan|[Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi
2 11 03 1.03 05 . . . Dokumen
Restorasi Pelaksanaan Restorasi dan Pelaksanaan Restorasi
2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN

HAYATI (KEHATT)




- 137 -

KODE
& .
2 |8 2 | z | £
S~
£ 9z z = < <
= % ;/C) o & 2 O] NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN
Z, AS 0 - <)
< 2Bz 9 g M
=
2 M58 E | & | m
& = 2
=) M @
2 11 04 1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
Penyusunan dan Penetapan Rencana|Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman|Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan
2 11 04 1.01 01 . . . . . Dokumen
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Hayati vang Disusun Kehati vang Disusun
9 11 04 101 02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di|Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan|Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Ha
) Luar Kawasan Hutan Hutan yang Dikelola Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi
2 11 04 1.01 03 [Pengelolaan Kebun Raya Kebun Raya yang Dikelola Luas  Kebun R.ayé yang  Dikelola  lingkup Ha
Kewenangan Provinsi
2 11 04 1.01 04 |Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola ;?(?‘ZHETH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Ha
9 11 04 101 05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati|Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang|Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Ha
’ Lainnya Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi
. Meningkatnya jumlah orang yang Meningkat Jumlah Orang yang Meningkat Kapas?tasnya
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan . dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2 11 04 1.01 06 . |Kapasitasnya dalam Pengelolaan Orang
SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati .
Keanekaragaman Hayati
9 11 04 101 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana|Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati|Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Unit
) Keanekaragam Hayati yang Dikelola Hayati yang Dikelola
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN
2 11 05 BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH
B3)
9 11 05 101 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah
’ Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin|Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izin nglah Fasﬂl.t asi Persetujuan/Izin Pengumpulan
. . . . . .|Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu
Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui{Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui .. . . .
2 11 05 1.01 01 . L. . L. Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem| Dokumen
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha|Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik

Terintegrasi Secara Elektronik

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
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Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi|Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pengelolaan Limbah B3 Dalam  Rangka|Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah|Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan,|Pemerintah  dalam  rangka  Pengangkutan,
B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka|dan/atau Penimbunan yang Bukan Kewenangan|Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
2 11 05 1.01 02 . . Dokumen
Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan,|Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan|Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta
dan/atau Penimbunan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota|Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas
Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai|Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Kewenangannya Provinsi yang Sesuai Kewenangannya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
9 11 06 TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan
2 11 06 1.01 dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi
Kegi Fasilitasi Rek i . .
e s .. eglatan asilitasi ¢ omenda§ ! dan/atgu Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban|Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, . . .
2 11 06 1.01 01 L. . . . teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat| Dokumen
Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan . o
. . Kelayakan operasi yang diberikan
Operasi vang Diberikan
. . . . . Jumlah ASN yang  Dilakukan  Pelatihan
P K P P M k K P P
2 11 06 1.01 02 Li?f;llbzllg;rildu apasitas ejabat cngawas Liiniqrfn aatzygi du agzzlr‘:}j ejabat cngawas peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat Orang
g g P g g p menjadi Fungsional PPLHD
. . Meningkatnya .Pengawasan T.erhad.ap Usaha Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin|dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, ane Diawasi Izin Linekunean Persetuiuan
2 11 06 1.01 03 |Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan|Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan y. g & gan, . J Laporan
. . T A . . Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh
oleh Pemerintah Daerah Provinsi Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah . .
Provinsi Pemerintah Daerah Provinsi
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi|Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
9 11 06 101 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan|Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan|Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Dokumen
’ Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH Rencana Perlindungan dan Pengelolaan|{Upaya dan  Rencana Perlindungan dan

Lingkungan Hidup

Pengelolaan Lingkungan Hidup
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PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN
9 11 07 Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN
LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN
PPLH
Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal,
2 11 07 1.01 Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang
terkait dengan PPLH
. L e .. . Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi,|Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan . . . .
. . Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan|Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan
Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan . .
.. Keberadaan = MHA  Kearifan Lokal atau|Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau
2 11 o7 1.01 01 |Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak . . . . . Dokumen
. .. Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal{Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal
Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan .. . .
Hak MHA terkait denean PPLH atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA|atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA
g terkait dengan PPLH terkait dengan PPLH
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal,
2 11 07 1.02 Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang
terkait dengan PPLH
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan|Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Jumlah Dokumen Keleml':)e%gaan MHA, Kearifan
. .. . Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA
Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal,|Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH . .
2 11 07 1.02 01 . . . . terkait dengan PPLH yang dilakukan| Dokumen
Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait|yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, . .
. Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan
dengan PPLH Pendampingan dan Penguatan
Penguatan
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,
2 11 08 PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan
2 11 08 1.01 Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga
KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
Meningkatnya Jumlah Lembaga
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber|Kemasyarakatan/Kelompok Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi
2 11 08 1.01 01 |Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk|Masyarakat/Institusi Skala Provinsi/yang|yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Lembaga

Lembaga KeMasyarakatan

Terdaftar di Provinsi yang Ditingkatkan kapasitas
dan Kompetensi SDM nvya

Kompetensinya terkait PPLH
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. . . Terlaksananya Pendampingan Pembinaan|Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan
2 11 08 1.01 02 ;irjljamplngan Gerakan  Peduli Lingkungan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan|Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang| Dokumen
p Hidup Dilaksanakan
Meningkatnya jumlah penyuluhan dan
Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye . . . Jumlah Masyarakat/Kelompok
2 11 08 1.01 03
Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi Era;f;l; as?ye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat Orang
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran|Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan
Penumbuhan  Kesadaran  Keluarga dalam . . . .
. . . . Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas|Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas
2 11 08 1.01 04 |Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan|. . . . . . Keluarga
. Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman|Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman
Hidup
Yang Sehat Yang Sehat
2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK MASYARAKAT
9 11 09 101 Pfamberlan Pengha?ggan Lingkungan Hidup
Tingkat Daerah Provinsi
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Terlaksananya Penilaian Kinerja
Masyarakat/Dunia ] Usaha /Duiia Pendi dikai / Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia|Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia
2 11 09 1.01 01 asyarax . Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam|Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Entitas
Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan . . L
. . Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan|Kinerjanya dalam rangka PPLH
Lingkungan Hidup .
Hidup
2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN
LINGKUNGAN HIDUP
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang
2 11 10 1.01 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH) Provinsi
9 11 10 101 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap|{Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi|Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Dokumen
’ PPLH Provinsi yang Dikelola Provinsi yang Ditindaklanjuti/Diitangani
. . . L .|Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi|Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi . .. . . . L . . )
. . . Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian|Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi,
Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau 1 . . s
2 11 10 1.01 02 . o . . . Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan|Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan| Dokumen
Penyidikan  Lingkungan Hidup di Luar| . . . s . . .
. 1 . Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui|Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau
Pengadilan atau Melalui Pengadilan . . .
Pengadilan Melalui Pengadilan
2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
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2 11 11 1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis|Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Jumlah Dokumen Rencan.a > Kebijakan .dan Telnis
2 11 11 1.01 01 . . . . Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan| Dokumen
Penanganan Sampah Regional Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan Ditetapkan
s . Terlaksananya Pemrosesan Akhir Sampah dan|Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir
2 11 11 1.01 02 |P Akh TPA/TPST R 1 T
emrosesan Akhir di TPA/TPST Regiona residu di TPA/TPST Regional di TPA/TPST Regional on
9 11 11 101 03 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST|Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan{Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Unit
) Regional terpelihara dengan baik Beroperasi dan Terpelihara dengan baik
o . L Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan|Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan ..
2 11 11 1.01 04 . . Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisijdan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada| Dokumen
Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus ..
Khusus Kondisi Khusus
o . L . Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi|Jumlah  Dokumen Hasil Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan . . L .
.|Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan|Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana
2 11 11 1.01 05 |[Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di . . ) . Dokumen
. Sampah di TPA/TPST Regional yang|Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang
TPA/TPST Regional . .
Dilaksanakan Dilaksanakan
Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama
9 11 11 1.01 06 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST|Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST|Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ton
’ Regional Regional yang Dilaksanakan Ditetapkan
9 11 11 1.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan|Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan|Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Unit
) Sampah di TPA/TPST Regional Sampah di TPA/TPST Regional sampah di TPA/TPST Regional vang Tersedia
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2 12 02 1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
Penetapan  Kebijakan Teknis di Bidang|Terlaksananya Penetapan Kebijakan Teknis di|[Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang
2 12 02 1.01 01 |Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan|Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan|Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan| Dokumen
Nasional Kebijakan Nasional Nasional yang Ditetapkan
Terlaksananya Pendataan Penduduk Non|Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Permanen d Rent Administrasi|Permanen d Rentan Administrasi
2 12 02 1.01 02 [Administrasi Kependudukan Lintas|® C ane an entan strasy) rermanc an enta stras Dokumen

Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi

Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam
Satu Provinsi

Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam
Satu Provinsi
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9 12 02 1.01 03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran ’;e{élikz;rgzr;lya P ntf;;tl:;:in P n’Ic‘latguk Iéigiz Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Dokumen
’ Penduduk Skala Provinsi Pfovir?si ¢ enau Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi oxume
9 12 02 1.01 04 |Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan Terlaksananya Pemanfaatan Data Peristiwa Jur'nlaTh Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Dokumen
Kependudukan Peristiwa Kependudukan
Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan,
Penyusunan Tata Cara Perencanaan,|Tersusunnya Tata Cara Perencanaan, .
. .| Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,
Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, |Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, .
2 12 02 1.01 05 . . Pengendalian dan  Penyusunan  Pelaporan| Dokumen
Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan|Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk van
Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk Disusun yang
2 12 02 1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
9 12 02 1.02 01 |Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk Terlaksananya Fasilitasi Terkait Pendaftaran|Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Laporan
Penduduk Penduduk
9 12 02 1.02 02 |Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk Terlaksananya Sosialisasi Terkait Pendaftaran|Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Laporan
Penduduk Penduduk
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada|Tersedianya Komunikasi, Informasi, dan . o .
. . . . Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi,
2 12 02 1.02 03 |Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait|Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk Dokumen
Pendaftaran Penduduk Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk
Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah Terlaksananya Koordmam Berkala  Antar{Jumlah Laporan Hasﬂ Koordinasi berkala Antar
. Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non|Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non
2 12 02 1.02 04 |dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan . .. . . . . Laporan
Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk Pemerintah =~ Kewenangan  Provinsi  terkait|Pemerintah Kewenangan Provinsi  Terkait
Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Penduduk
9 12 02 1.02 05 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan |Terlaksananya Konsultasi Penyelenggaraan |Jumlah Laporan Hasil konsultasi Laporan
) Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Penduduk Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk p
9 12 02 1.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pendaftaran Kependudukan
9 12 02 1.03 01 Pembinaan dan Pengawasaan terkait|Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan|Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Laporan
) Pendaftaran Penduduk terkait Pendaftaran Penduduk Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk p
L . . Terlaksananya  Bimbingan Teknis  Terkait|Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait
2 12 02 1.03 02
Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Penduduk Laporan
2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
2 12 03 1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
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Penetapan  Kebijakan Teknis di Bidang|Terlaksananya Penetapan Kebijakan Teknis di|{Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang
2 12 03 1.01 01 L . L RS Dokumen
Pencatatan Sipil Bidang Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil Ditetapkan
9 12 03 101 02 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan|Terlaksananya Penataan Tata Kelola|Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Dokumen
’ Sipil Skala Provinsi Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi
9 12 03 101 03 |Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting Terlgksananya Pemanfaatan Data atas Peristiwa Jur.nla.lh Doku@en Hasil Pemanfaatan Data atas Dokumen
Penting Peristiwa Penting
9 12 03 1.01 04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di|Terfasilitasinya Pelayanan Bidang Pencatatan|Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Laporan
’ Kabupaten/Kota Sipil di Kabupaten/Kota Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota p
Penyusunan Tata Cara Perencanaan,|Tersusunnya Tata Cara Perencanaan,|Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan,
Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, |Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, |Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,
2 12 03 1.01 05 . . . Dokumen
Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan|Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan|Pengendalian dan  Penyusunan  Pelaporan
Adminduk terkait Pencatatan Sipil Adminduk terkait Pencatatan Sipil Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun
2 12 03 1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
2 12 03 1.02 01 [Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil Terlaksananya Fasilitasi Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil Laporan
9 12 03 1.02 02 |Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil Tt?r%aksananya Sosialisasi terkait Pencatatan|Jumlah Lapqran Hasil Sosialisasi terkait Laporan
Sipil Pencatatan Sipil
Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada|Tersedianya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi|{Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan
2 12 03 1.02 03 |Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait|Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat|Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan| Dokumen
Pencatatan Sipil terkait Pencatatan Sipil Masyarakat terkait Pencatatan Sipil
Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah|Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar lembaga i]elf:;l:haDOI;iI;Z?irizil Kc:io;rcjlma?eif:aalla Arlilt;:
2 12 03 1.02 04 |dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan|Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah 5 bag . Dokumen
. . .. . - .. Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait
Provinsi terkait Pencatatan Sipil Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil ..
Pencatatan Sipil
9 12 03 1.02 05 Pemberian o Konsultasi Penyelenggaraan Terlaksanany.a. Konsultasi  Penyelenggaraan|Jumlah Laporan Ha.131'1 Konsultasi Laporan
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
9 12 03 1.03 Pemberian o Konsultasi Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil
Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan|Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan|Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan
2 12 03 1.03 01 - . . . o Laporan
Sipil Terkait Pencatatan Sipil Terkait Pencatatan Sipil
9 12 03 103 02 |Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil Terlaksananya  Bimbingan  Teknis terkait|Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Laporan

Pencatatan Sipil

Pencatatan Sipil
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9 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
9 12 04 1.01 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan
Penyusunan Tata Cara Perencanaan,|Tersedianya Tata Cara Perencanaan,|Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan,
Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, |Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, |Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,
2 12 04 1.01 01 [Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan|Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan|Pengendalian dan  Penyusunan  Pelaporan| Dokumen
Adminduk  Terkait Pengelolaan Informasi|Adminduk  Terkait Pengelolaan Informasi|Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan
Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data|Tersusunnya Tata Cara Pengelolaan Data|Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara
9 12 04 101 02 Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan,|Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan,|Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Dokumen
’ Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan|Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan|Data Perseorangan, Data Agregat dan Data
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota
9 12 04 1.02 Peny.elt.engga.raan Pengelolaar.l . Informasi
Administrasi Kependudukan Provinsi
9 12 04 1.02 01 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi|Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan|Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Laporan
’ Administrasi Kependudukan Urusan Administrasi Kependudukan Urusan Administrasi Kependudukan p
Sosialisasi  terkait Pengelolaan Informasi|Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Jumlah Laporan Hasil SO.S 1ghsas¥
2 12 04 1.02 02 .. . .. . Penyelenggaraan Urusan Administrasi Laporan
Administrasi Kependudukan Urusan Administrasi Kependudukan
Kependudukan
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada|Tersedianya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Jumlah Dolfumen Hasil Komunikasi, .Informas1,
2 12 04 1.02 03 . . dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan| Dokumen
Pemangku Kepentingan dan Masyarakat kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Masyarakat
Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah|Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar lembaga|Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar
2 12 04 1.02 04 |dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan|Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah{lembaga Pemerintah dan Lembaga Non| Dokumen
Provinsi Kewenangan Provinsi Pemerintah Kewenangan Provinsi
9 12 04 1.02 05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data|Terselenggarakannya Pemanfaatan Data|Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data Dokumen
Kependudukan Kependudukan kependudukan
9 12 04 1.02 06 Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan|Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi|[Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Dokumen

dan Perguruan Tinggi

KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi

Masyarakat dan Perguruan Tinggi
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Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan|Terlaksananya  Konsultasi  Penyelenggaraan|Jumlah Laporan Hasil konsultasi
2 12 04 1.02 07 |Pengelolaan Informasi Administrasi|Pengelolaan Informasi Administrasi|Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Laporan
Kependudukan Kependudukan Administrasi Kependudukan
9 12 04 1.03 Pemblnae}n fi£1.n Pengawasan Pengelvola'an
Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
. . Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan|Jumlah Laporan  Hasil Pembinaan dan
Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan . . T . . . )
2 12 04 1.03 01 . . . tekait Pengelolaan Informasi Administrasi|Pengawasan  tekait Pengelolaan Informasi Laporan
Informasi Administrasi Kependudukan . .
Kependudukan Administrasi Kependudukan
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Terlaksananya B1rnb1ngan' Teknis "Iterkal‘F nglgh Sumber. Daya Manus1a yang Menglkut%
.. . Pengelolaan Informasi Administrasi|Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi
2 12 04 1.03 02 |Administrasi Kependudukan dan .. . Orang
Pendavagunaan Data Kependudukan Kependudukan dan Pendayagunaan Data|Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan
yag P Kependudukan Data Kependudukan
2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL
KEPENDUDUKAN
2 12 05 1.01 Penyediaan Profil Kependudukan
2 12 05 1.01 01 [Penyediaan Data Kependudukan Provinsi Tersedianya Data Kependudukan Provinsi Jumlah Dokurr}en. penyediaan data Dokumen
kependudukan Provinsi
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan|Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan{Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data
2 12 05 1.01 02 |Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang|Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang|Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta| Dokumen
lain lain Kebutuhan Lain
2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA
Penatausahaan Penetapan Susunan
2 13 02 1.01 Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa
Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
. . . e Terlaksananya Identifikasi, Inventarisasi dan|Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi
Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat|dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat
2 13 02 1.01 01 |Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Y Y Dokumen

Adat yang menjadi kewenangan Provinsi

Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi
kewenangan Provinsi

Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi
kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan
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9 13 02 101 02 |Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Desa dan|Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Dokumen
Desa Adat Desa dan Desa Adat
lah Dok Hasil Fasilitasi
Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam|Terlaksananya Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Jum oxumen ast asilitasi
2 13 02 1.01 03 Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka| Dokumen
rangka Penataan Desa Desa dalam rangka Penataan Desa
Penataan Desa
9 13 02 101 04 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan|Tersedianya Prasarana dan Sarana Pelayanan|jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Unit
) Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN Kerja Sama DESA
9 13 03 101 Fasilitasi Kerja S.am.a antar desa yang Menjadi
Kewenangan Provinsi
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas|Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Desa|Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas
2 13 03 1.01 01 . Dokumen
Kabupaten/Kota Lintas Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2 13 03 1.01 02 |Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Terlaksan.anya FaSlhtaSl Kerja Sama Desa jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan Dokumen
dengan Pihak Ketiga
9 13 03 101 03 |Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan|jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Dokumen
Perdesaan Kawasan Perdesaan
9 13 04 PROGRAM  ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DESA
9 13 04 101 Pemblgaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan  Peraturan  Daerah|Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan|{Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan
2 13 04 1.01 01 |Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota|Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan|Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan| Dokumen
yang Mengatur Desa Bupati/wali kota yang Mengatur Desa Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa
i j 1 Dok Hasil P i M j
9 13 04 1.01 02 |Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Terlak.sananya Pembinaan Manajemen |Jum ah okumen Hasil Pembinaan Manajemen Dokumen
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
9 13 04 101 03 |Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Jljlmlah Dokumen Produk Hukum desa yang Dokumen
Hukum Desa Ditetapkan
Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan,|Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan,|jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan,
2 13 04 1.01 04 |Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan|Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan|Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan| Dokumen
Desa Pembangunan Desa Pembangunan Desa
9 13 04 101 05 |Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan|Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Dokumen

Desa

Pengelolaan Keuangan Desa
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2 13 04 1.01 06 |Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa il:;rtllg}elsaDokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Dokumen
9 13 04 101 07 Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan|Terlaksananya Fasilitasi Pemilihan, [jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Oran
’ Pemberhentian Kepala Desa Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa |Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa &
9 13 04 1.01 08 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta|Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan|Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Dokumen
’ Lomba Desa dan Kelurahan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
9 13 04 101 09 |Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa|Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Dokumen
dan Kelurahan Profil Desa dan Kelurahan
2 13 04 1.01 10 [Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa T];Zl*slzksananya Pembinaan Aparatur Pemerintah jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina Orang
. . . Terlaksananya Pembinaan Peningkatan|Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan
2 13 04 1.01 11 |P P ii¢ K A BPD
embinaan Peningkatan Kapasitas Anggota Kapasitas Anggota BPD Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Orang
Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa|Terlaksananya Pembinaan Percepatan|Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan
2 13 04 1.01 12 |Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan|Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan,|Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan,| Dokumen
Pendampingan dan Bantuan Teknis Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
1 Dok Hasil P
Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan|Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Jumlah oxumen . .as1 . enugasan
2 13 04 1.01 13 .. . .. . Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan| Dokumen
Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa oleh Desa
Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan|Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan atas{Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja|Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan|Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran
2 13 04 1.01 14 . . . Dokumen
Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan|Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam|Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
Desa Pembiavaan Desa dalam Pembiayaan Desa
. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan|Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Penetapan Pengaturan BUM Desa|Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa
2 13 04 1.01 15 |Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan P & . & P & . Dokumen
. Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar|Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar
Lembaga Kerja Sama antar Desa
Desa Desa
9 13 04 101 16 |Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan|Jumlah  Dokumen Hasil Penetapan dan Dokumen
Penegasan Batas Desa Penegasan Batas Desa
e . . Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan
2 13 04 1.01 17 |Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Terlaksananya Pembinaan Laporan Kepala Desa Kepala Desa Dokumen
Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi|Terlaksananya Fasilitasi Pencatatan Data dan|Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan
2 13 04 1.01 18 |mengenai Pemerintahan Desa di|Informasi mengenai Pemerintahan Desa di|Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa| Dokumen
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota
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Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan|Terlaksananya Fasilitasi Peran BPD dalam|Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD
2 13 04 1.01 19 ) . . Dokumen
Pemerintahan Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
9 13 04 1.01 20 |Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Inovasi Jurnlal:l Desa yang melakukan Pengembangan Desa
Desa Inovasi
9 13 04 101 21 |Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa Terlaksananya Fasilitasi Pekan Inovasi|Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Laporan
Perkembangan Desa Perkembangan Desa
lah Dok Hasil Fasilitasi P
Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa|Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Kewenangan Jumlah oxumen ast asilitasi enetapar%
2 13 04 1.01 22 . . Kewenangan Desa dan Desa Adat di| Dokumen
Adat di Kabupaten/Kota Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
2 13 05 KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang
Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta
2 13 05 1.01
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama
Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
9 13 05 101 01 Identifikasi dan Inventarisasi = Masyarakat|Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi|Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Dokumen
) Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan|Terlaksananya Fasilitasi Penataan,|Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan
Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga|Pemberdayaan dan Pendayagunaan|dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga
9 13 05 101 02 KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,|Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan|Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Dokumen
’ Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga|Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,|Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum|dan Karang Taruna), Lembaga Adat{Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |Adat
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga|Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga|Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,|KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,|Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,
2 13 05 1.01 03 [Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga|Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga|dan Karang Taruna), Lembaga Adat Lembaga

Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat

Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat

Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya
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Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana|Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan|Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan
Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan|Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,|Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,
2 13 05 1.01 04 |[Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,|RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),|RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), unit
dan Karang Taruna), Lembaga Adat|Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat|Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |Hukum Adat Hukum Adat
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi|Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha|Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan
2 13 05 1.01 05 [Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam|Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa|Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa| Dokumen
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
9 13 05 101 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan|Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam|Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Laporan
’ Teknologi Tepat Guna Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna p
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong|Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong|Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti
2 13 05 1.01 07 Laporan
Masyarakat Royong Masyarakat Gotong Royong Masyarakat
Fasilitasi Penvelengearaan Ketentraman TerlaksananyaFasilitasi Penyelenggaraan |Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
2 13 05 1.01 08 . yelenes ’|Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan|Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan| Dokumen
Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa .
Masyarakat Desa Perlindungan Masyarakat Desa
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam|Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak
PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan
2 13 05 1.01 09 |Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan|dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan . Laporan
. . Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan
Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Keluarga
Peningkatan  Kesadaran  Keluarga  Dalam|Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemngkatgn
. . Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja
2 13 05 1.01 10 |Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga,|Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Keluarga
Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok
dan Kelompok Masyarakat Warga, dan Kelompok Masyarakat
Masvyarakat
Peningkatan  Kesadaran  Keluarga  Dalam|Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga|Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan
9 13 05 101 11 Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan{Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak|Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Keluarea
’ untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang|Huni Serta Kesadaran Hukum  Tentang|Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum €
Berkualitas dan Berdaya Saing Kepemilikan Rumah Tentang Kepemilikan Rumah
2 13 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KAMPUNG PAPUA
2 13 06 3.01 Pengembangan Data/Informasi
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Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Terlaksananya  Sosialisasi Mekanisme dan|Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi
2 13 06 3.01 01 Pembentukan Kampune Adat di 5 Wilavah A dzt Tahapan Pembentukan Kampung Adat di S5|Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Orang
pung Y Wilayah Adat Adat di 5 Wilayah Adat
9 13 06 3.01 02 Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data Terla'ksal"lanya Pengolahan, Penginputan dan|Jumlah ]Z')okl,'lmen Hasil Pengolahan, Penginputan Dokumen
DPMK Publikasi Data DPMK dan Publikasi Data DPMK
2 13 06 3.02 Pemberdayaan Masyarakat Kampung
9 13 06 3.02 01 Pelgksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Terl.aksananya Gelar Teknologi Tepat GunalJumlah Laporap Pelaksanaan Gelar Teknologi Laporan
Nasional Nasional Tepat Guna Nasional
2 13 06 3.02 02 [Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna E?EZSIIIta31nya Pengembangan Teknologi Tepat Jumlah Pengembangan Teknologi Tepat Guna Laporan
9 13 06 3.03 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan
Kampung
9 13 06 3.03 01 Lomba Kampung/Kelurahan di 29|Terselenggaranya Lomba Kampung/Kelurahan di{Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Lomba Laporan
’ Kabupaten/Kota 29 Kabupaten/Kota Kampung/Kelurahan di 29 Kabupaten/Kota p
9 13 06 3.04 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong|Terselenggaranya Bulan Bakti Gotong Royong|Jumlah Laporan Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong
2 13 06 3.04 01 |Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan|Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan|Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Laporan
Nasional Nasional Nasional
9 13 06 3.05 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan
Fasilitasi, Asistensi dan Pembinaan Terlaksananya Kunjungan Ketua Tim Penggerak|{Jumlah Laporan Kunjungan Ketua Tim Penggerak
2 13 06 3.05 01 (Pemberdayaan Perempuan  bersama  Tim . y i &8 . p. JHaS &8 Laporan
.. PKK Provinsi Papua PKK Provinsi Papua
Penggerak PKK Provinsi Papua
2 13 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KAMPUNG PAPUA BARAT
2 13 07 4.01 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung
2 13 07 4.01 01 [Pembangunan Sanggar PKK di Kampung Terbangunnya Sanggar PKK di Kampung Jumlah Sanggar PKK di Kampung Unit
Pelatihan dan bantuan Mesin Jahit bagi|Terlaksananya Pelatihan dan Bantuan Mesin Jumlah Orang yang .Mendgpatkan Pelatihan dan
2 13 07 4.01 02 . . . . Bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu Orang
Masyarakat dan Ibu PKK di kampung Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di Kampung .
PKK di Kampung
9 13 07 4.00 Peningkatan  Partisipasi Masyarakat dalam

Kampung
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Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat|Terselenggaranya Bulan Bakti Gotong Royong|Jumlah Laporan Bulan Bakti Gotong Royong
2 13 07 4.02 01 Laporan
kampung Masyarakat Kampung Masyarakat Kampung
. . Terselenggaranya Gelar Teknologi Tepat Guna|Jumlah Laporan Gelar Teknologi Tepat Guna
1 7 4. lar Teknologi Tepat TTG) N 1 L
2 3 0 02 02 |Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional (TTG) Nasional (TTG) Nasional aporan
13 07 4.03 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung
9 13 07 4.03 01 Evaluasi dan Monitoring P3MD, PPMD dan|Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring P3MD,|Jumlah Laporan Evaluasi dan Monitoring P3MD, Laporan
' Penggunaan Dana Kampung PPMD dan Penggunaan dana Kampung PPMD dan Penggunaan dana Kampung P
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Terselt.anggarany.a Blmblggan Tekr.us Peningkatan Jurr.llah Orang yang Mfenglkutl Blm’k?lngan TeknTs
2 13 07 4.03 02 Pembina Teknis Pemerintah Kampung (PTPK) Kapasitas Pembina Teknis Pemerintah Kampung|Peningkatan Kapasitas Pembina Teknis Orang
pung (PTPK) Pemerintah Kampung (PTPK)
. . . |Terselenggaranya Lomba Kampung dan|Jumlah  Laporan  Penyelenggaraan Lomba
1 7 4. L K Kelurahan Tingkat P L
2 3 0 03 03 omba Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kelurahan Tingkat Provinsi Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi aporan
Pelatihan dan Penyusunan Penataan dan|Terlaksananya Pelatihan dan Penyusunan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan
2 13 07 4.03 04 Penyusunan Penataan dan Kewenangan Orang
Kewenagan Kampung Adat Penataan dan Kewenangan Kampung Adat
Kampung Adat
9 13 07 4.03 05 Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan|Terselenggaranya Bimbingan Teknis Administrasi Orang
Kampung Keuangan Kampung
9 13 07 4.04 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Lokal
Kampung
Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Kelompok Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Jumla}h Orang yang M(.englkutl Pelatihan
2 13 07 4.04 01 Pemasaran bagi Kelompok Usaha Papua (Mama -{Manajemen Pemasaran bagi Kelompok Usaha Orang
Usaha (Mama-Mama dan Pemuda)
Mama dan Pemuda) Papua (Mama - Mama dan Pemuda)
Pelatihan dan Pendampingan Pengadaan Barang Terselenggaranya Pelatihan dan Pe_ndampmgan Jumlah Qrang yang Mengikuti Pelatihan dan.
2 13 07 4.04 02 . Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengusaha|Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Orang
dan Jasa bagi Pengusaha OAP
OAP Pengusaha OAP
9 13 07 4.04 03 Pemberian Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner|Terlaksananya Pemberian Bantuan Stimulasi|{Jumlah Orang yang Menerima Bantuan Stimulasi Oran
) bagi Orang Asli Papua (OAP) Usaha Kuliner bagi Orang Asli Papua (OAP) Usaha Kuliner bagi Orang Asli Papua (OAP) &
2 13 07 4.04 04 |Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Tersedianya Air Bersih dan Sanitasi Jumlah Unit Air Bersih dan Sanitasi Unit
9 13 07 4.04 05 |Penyedia Bantuan Seni Budaya Orang Asli Papua Tersedianya Bantuan Seni Budaya Orang Asli|Jumlah Orang yang memperoleh Bantuan Seni Orang
Papua Budaya Orang Asli Papua
2 13 07 4.04 06 [Penyedia Solar Sel bagi Masyarakat Kampung Tersedianya Solar Sel bagi Masyarakat Kampung |[Jumlah Solar Sel bagi Masyarakat Kampung Unit
9 13 07 4.04 07 Bahan Bangunan Rumah (BBR) Untuk|Tersedianya Bahan Bangunan Rumah (BBR)|Jumlah Bahan Bangunan Rumah (BBR) Untuk Unit

Masyarakat di Kampung

Untuk Masyarakat di Kampung

Masvyarakat di Kampung
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Pembangunan dan Bantuan Perlengkapan Terlaksananya Pembangunan dan Tersedlanya} Jumlah Bantufeln Perlengkapan Sanggar TTG bagi .
2 13 07 4.04 08 . . Bantuan Perlengkapan Sanggar TTG Dbagi|Masyarakat di Kampung yang Terbangun dan Unit
Sanggar TTG bagi Masyarakat di Kampung . .
Masvarakat di Kampung Tersedia
2 13 07 4.05 Peningkatan Perencanaan Pelayanan SKPD
9 13 07 4.05 01 Rapat Koordinasi Teknis dan Gelar Potensi Terselenggargnya Rapat Koordinasi Teknis dan|Jumlah Dokumep Hasil Rapat Koordinasi Teknis Dokumen
Daerah Gelar Potensi Daerah dan Gelar Potensi Daerah
9 13 07 4.05 02 Penyediaan Sistem Informasi Pembangunan|Terlaksananya Penyediaan Sistem Informasi|{Jumlah Dokumen Penyediaan Sistem Informasi Dokumen
) Kampung Berbasis Teknologi Pembangunan Kampung Berbasis Teknologi Pembangunan Kampung Berbasis Teknologi
2 13 07 4.06 Pengembangan Ekonomi Kampung
9 13 07 4.06 o1 Bantuan Mesin Babat/Pemotong Rumput bagi|Tersedianya Bantuan Mesin Babat/Pemotong|Jumlah Bantuan Mesin Babat/Pemotong Rumput Unit
' Masyarakat di Kampung Rumput bagi Masyarakat di Kampung bagi Masyarakat di Kampung
Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan|Terselenggaranya Pelatihan dan Pendampingan|Jumlah orang yang Mengikuti Pelatihan dan
2 13 07 4.06 02 . . . . Orang
Kampung Wisata Pengelolaan Kampung Wisata Pendampingan Pengelolaan Kampung Wisata
Pelatihan dan Pemberian Simulasi bagi Tt.erselen.ggarar}ya Pelatihan dan Pember%ahn Jumlah. orar.lg yaqg Mfenglkutl Pelatihan dan
2 13 07 4.06 03 .. . Simulasi bagi Kelompok Masyarakat Pesisir{Pemberian Simulasi bagi Kelompok Masyarakat Orang
Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di kampung . .. .
Papua di kampung Pesisir Papua di kampung
9 13 07 4.06 04 |Bantuan Mesin Cetak Batu Bata dan Batu Tela Tersedianya Bantuan Mesin Cetak Batu Bata|Jumlah Bantuan Mesin Cetak Batu Bata dan Unit
dan Batu Tela Batu Tela
2 13 08 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
ORANG ASLI PAPUA
9 13 08 3.01 Pengelolaa}n Sarana dan Prasarana Wilayah Adat
Orang Asli Papua
Pembangunan Rumah Adat di 5 (Lima) Wilayah|Terlaksananya Pembangunan Rumah Adat di 5[Jumlah Unit Rumah Adat di 5 (Lima) Wilayah .
2 13 08 3.01 01 . . . Unit
Adat (Lima) Wilayah Adat Adat yang Dibangun
9 13 08 3.01 02 Penyediaan Infrastruktur Dasar Kampung dan|Tersedianya Infrastruktur Dasar Kampung dan|Jumlah Unit Infrastruktur Dasar Kampung dan Unit
) Rumah Tangga Orang Asli Papua Rumah Tangga Orang Asli Papua Rumah Tangga Orang Asli Papua yang Disediakan
Pembaneunan Pasar Mama-mama Orane Ashi Terlaksananya Pembangunan Pasar Mama-|Jumlah Unit Pasar Mama-mama Orang Asli
2 13 08 3.01 03 £ g mama Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat|Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua Unit

Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua

Provinsi Papua

yang Dibangun
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. .|Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak|Jumlah Unit Rumah Layak Huni Orang Asli
2 13 08 3.01 04 Pemban.gunal.’l Rum.ah Layak Hun% Qrang Asli Huni Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat{Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua Unit
Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua .. .
Provinsi Papua vang Dibangun
9 13 08 3.01 05 Pembangunan Jaringan Internet di 5 (Lima)|Terlaksananya Pembangunan Jaringan Internet{Jumlah Unit Jaringan Internet di 5 (Lima) Unit
) Wilayah Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat Wilayah Adat yang Dibangun
Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan|Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Jumlah Dokumen Hasﬂ. Pelaksanaan Fasilitasi
. . . Pemanfaatan Potensi Kampung dan
2 13 08 3.01 06 [Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan|Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung . . Dokumen
Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan
Y Y Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat
FGD Isu Aktual dan Pembangunan Orang Asli|Terlaksananya FGD Isu Aktual dan|Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan FGD Isu
2 13 08 3.01 07 . . Dokumen
Papua Pembangunan Orang Asli Papua Aktual dan Pembangunan Orang Asli Papua
Identifikasi Benda Adat, Adat Istiadat dan|Terlaksananya Identifikasi Benda Adat, Adat|Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Benda Adat,
2 13 08 3.01 08 |(Budaya Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah|Istiadat dan Budaya Orang Asli Papua di 5 (Lima)|{Adat Istiadat dan Budaya Orang Asli Papua di 5| Dokumen
Adat Wilayah Adat (Lima) Wilayah Adat
. . . . . . . . 1 i L A i Li
9 13 08 3.01 09 Bimtek dan Supervisi Lembaga Adat di 5 (Lima)|Terlaksananya Bimtek dan Supervisi Lembaga “;ﬂ: aa};l 011;?12% daar;l ez:ig?kut(iiatB(iir;tik( lcrin:;) Oran
’ Wilayah Adat Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat yan yang g &
Supervisi
9 13 08 3.01 10 Pembentukan Pengurus di 5 (Lima) Wilayah Adat|Terlaksananya Pembentukan Pengurus di 5[Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan Pengurus Dokumen
' Provinsi Papua (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua
Identifikasi Wirausaha Pemula dan Pelatihan|Terlaksananya Identifikasi Wirausaha Pemula|Jumlah Wirausaha Pemula di 5 (Lima) Wilayah
2 13 08 3.01 11 |Bisnis bagi Masyarakat Kampung di 5 (Lima)|{dan Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung|Adat yang Diidentifikasi dan Mengikuti Pelatihan Orang
Wilayah Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat Bisnis bagi Masyarakat Kampung
Kajian Pemberdayaan FEkonomi Masyarakat Terlaksananya Ka_]la.ln Pembe.rdayaan Ekonomi|Jumlah Kajian . Pemberdgyaan Ekonomi
. . . Masyarakat Berbasis Potensi Lokal terhadap|Masyarakat Berbasis Potensi Lokal terhadap
2 13 08 3.01 12 |Berbasis Potensi Lokal terhadap Peningkatan . . . ; . .| Dokumen
. . Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Orang Asli|Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Orang Asli
Ekonomi Rumah Tangga Orang Asli Papua
Papua Papua
2 13 08 3.02 Pemberdayaan Orang Asli Papua
lah Dok Hasil Pel: ialisasi
9 13 08 3.02 01 Sosialisasi Pendataan Orang Asli Papua di 5|Terlaksananya Sosialisasi Pendataan Orang Asli ;zrrzl:li’laanooli;r;len Asl?slia lfaal(;sasne(l;rrlnas)o\s;;;szi Dokumen
) (Lima) Wilayah Adat Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Adat g p 4
9 13 08 3.02 02 Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah|Terlaksananya Pendataan Orang Asli Papua di 5[Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Orang Asli Dokumen

Adat

(Lima) Wilayah Adat

Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat
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. . e . Terlaksananya Identifikasi dan Fasilitasi Orang|Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Fasilitasi
Identifikasi dan Fasilitasi Orang Asli Papua . s s . . L s
s . Asli Papua dalam Pendidikan Sekolah Lanjutan|Orang Asli Papua dalam Pendidikan Sekolah
2 13 08 3.02 03 |[dalam Pendidikan Sekolah Lanjutan dan . . . . . . . . . . Dokumen
. . . . . dan Penerimaan Pekerjaan di 5 (Lima) Wilayah|Lanjutan dan Penerimaan Pekerjaan di 5 (Lima)
Penerimaan Pekerjaan di 5 (Lima) Wilayah Adat .
Adat Wilayah Adat
Identifikasi Potensi dan Masalah Pembaneunan Terlaksananya Identifikasi Potensi dan Masalah|Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi dan
2 13 08 3.02 04 . . . gl Pembangunan Kampung di 5 (Lima) Wilayah{Masalah Pembangunan Kampung di 5 (Lima)| Dokumen
Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat -
Adat Wilayah Adat
Fasilitasi Penyusunan  Peraturan  Daerah|Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan ;zgii};anDOkume];ae?:;ﬂ Famifilsuz;r};g :;;;22
2 13 08 3.02 05 (Khusus/Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur|Daerah Khusus/Peraturan Daerah/Peraturan . .| Dokumen
. . . . Daerah/Peraturan Gubernur terkait Orang Asli
terkait Orang Asli Papua Gubernur terkait Orang Asli Papua Papua
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
2 14 02 1.01 .. . .
Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas
Penduduk
. .. Terlaksananya Penyerasian Kebijakan|Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah o .
. Pembangunan  Daerah  Provinsi terhadap|Pembangunan Daerah Provinsi terhadap
2 14 02 1.01 01 |Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Dokumen
Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan|Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan
Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design |Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan|Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan
2 14 02 1.01 02 |Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat|Grand Design Pembangunan Kependudukan|Grand Design Pembangunan Kependudukan| Dokumen
Provinsi (GDPK) Tingkat Provinsi (GDPK) Tingkat Provinsi
2 14 02 1.01 03 [Advokasi dan Sosialisasi GDPK Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi GDPK Jurr.ﬂa.h L aporan  Pelaksanaan = Advokasi dan Laporan
Sosialisasi GDPK
Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan|Terwujudnya Penguatan Kerja Sama|Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama
2 14 02 1.01 04 |[Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan|Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur|Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur| Dokumen

Informal

Formal, Nonformal dan Informal

Formal, Nonformal dan Informal
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KODE

URUSAN/UNSUR

BIDANG
URUSAN/
BIDANG UNSUR

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI

KINERJA

INDIKATOR

SATUAN

N

Penyediaan dan Pengembangan Materi
Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA
sesuai Kearifan Lokal

Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan
Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-
MA sesuai Kearifan Lokal

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan
Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan
Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal

Dokumen

14

02

1.01

06

Penyediaan dan Pengembangan Materi
Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal
Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur
Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan
Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal

Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan
Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur
Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan
Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan
Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan
Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan
Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan,
Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui
Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai
Kearifan Lokal

Dokumen

14

02

1.01

07

Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan
Kependudukan Jalur Formal di Satuan
Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal
dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok
Kegiatan Masyarakat

Terlaksananya  Advokasi dan Sosialisasi
Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur
Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA,
Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas
Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi
Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur
Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA,
Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas
Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat

Dokumen

14

02

1.01

08

Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur
Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang
SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga
Kependudukan/SSK dan Pojok
Kependudukan /PJK

Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur
Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang
SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga
Kependudukan/SSK dan Pojok
Kependudukan /PJK

Jumlah  Laporan  Pelaksanaan  Pendidikan
Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan
Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah
Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok
Kependudukan /PJK

Laporan

14

02

1.01

09

Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
Beserta Model Solusi Strategis Sebagai
Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada
Pemangku Kepentingan

Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak
Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis
Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan
kepada Pemangku Kepentingan

Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Beserta
Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini
Dampak Kependudukan kepada Pemangku
Kepentingan

Dokumen

14

02

1.01

10

Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan
Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model
Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak
Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan

Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi tentang
Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan
Beserta Model Solusi Strategis Sebagai
Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada
Pemangku Kepentingan

Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi
tentang Pemanfaatan Kajian Dampak
Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis
Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan
kepada Pemangku Kepentingan

Dokumen
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